
看組か棚N音

WALI KOTA SIBOLGA

pROvlNs量suMATERA u恥RA

pERATURAN wAし工Ko皿s暮BOLGA

NOMOR 6i皿HUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYEしESA量AN TUNTUTAN GANTI KBRUGIAN DAERAH

TERHADAp pBGAWA量NEGERI Bu船N BENDAHARA A船u

PEJABATしAIN

DENGAN RAHMAT TumN YANG MAHA ESA

wAL事Ko皿s重BOLGA,

Menimbang : a. bahwa sctiap kemgiv keuangan daerah yang disebabkan oleh

tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai negeh

bukan bendahara atau pejabat lainnya wajib segera

diselesaikan sesuai denga皿ketentuan peraturan pemnd狐g-

undang紬;

b.　bahwa berdasa重k狐　ketentuan Pasal　56　Peraturan Menteri

D瓢am Negeh Nomor 133 Tahun 2018 tent紬g Penyelesaia皿

Tuntuta皿Ganti Kemgi狐Daerah Terhadap Pegawai Negeri

Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, ketentuan mengenai tata

cara pelaks劃aan penyelesaian Tuntutan Ganti Kemgian

Dae｢ah diatur deng狐Peraturan Wali Kota;

c. bahwa berdasark紬　pe巾imbang紬　sebagaimana dimaksud

pada bumf a d紬humf b, perlu menetapk孤Pcraturan Wa重i

Kota tent劃g Tata Cara Penyelesa王紬Tuntutan G紬ti Kemgia皿

Daerah terhadap Pegawai Nege正　Bukan Bendahara atau

Pejabat Lain;

Mengingat　: 1. Und紬g-Undang Nomor　28　Tahun　1999　tentang

Penyeleng呂araan Ncga重a Yang Bersih dan Bebas da正Korupsi,

Kolusi dan Nepotis皿c (鵬mbaran Negara Republ汰Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ncga重a Republik

工ndonesia Nomo重3851);

2. Und狐g-Undang Nomor 17 Tahun 2003　tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Und紬g-Und紬g Nomor　1　Tahun　　2004　　tentang

Perbenda封ara紬Negara (しe皿baran Negara Republik暮ndonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tanbahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4286);

4. Undαrtg-Uれdczng...



4. Undang-Und孤g No皿or 23 Tahun 2014 tenta皿g peme止nt盆han

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, T弧bah紬Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebaga王m弧a telah beberapa k血i diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor　6　Tahun　2023　tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke重ja me巾adi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik重ndonesia

Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tent紬g Hubungan

Keuang紬Ant狐a Pemerintah恥sat dan Pemerintahan Daer血

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);

6. Undang-Undmg Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga

血　取ovinsi Sumate｢a Utara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun　2024　Nomor 125, Tambahan Lembar狐

Negara Repub止k暮ndonesia Nomor 6947);

7. Peraturan Pemehntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun　2010　No皿or 123, Tambahan　しembaran

Negara Republik量ndonesia Nomor 5 165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor　27　Tahun　2014　tentang

Pengelolaa皿Barang Mi脆k Negaェa/Daerah (Lemba重an Negara

Republik Indonesia Tah皿　2014　Nomo｢ 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor　5533)

sebaga上皿ana telah diubah dengan Peratur劃　Peme轟ntah

Nomor 28 Tahun 2020　tentang Pembahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomo丁　27　Tahun　2014　tentang Pengelola紬

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

重ndonesia Tahun　2020　Nomor 142, Tambahan Lembaran

Negara Repub重ik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Peme正ntah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata

Cara　皿ntutan G弧ti Kemgi劃　Negara/Daerah terhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau P匂abat Lain

(Lembar劃Ncgara Republik工ndonesia Tahun 2016　Nomo｢

196, Ta皿bahan Lembar弧Negara Republik寒ndonesia No皿or

5934);

10. Peratur狐　Pemcrintah Nomor 12　Tahun　2019　tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Ifmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun　2019　Nomor　42, Tambahan Lcmba重狐

Negara Republik重ndonesia Nomor 6322);

11. Peratu丁孤　Menteh Dal劃　Nege轟　Nomor 19　Tahun　2016

tent狐g pedom狐Pengelolaan Barang Milik Daerah (Be正ta

Negara Republ址lndonesia Tahun　2016　No皿or　547)

sebagaim劃a telah diubah dengan Peratur紬Menteri D血am

Nege正　Nomor　7　Tahun　2024　tentang PeⅢbah餌　Atas

Peratur狐　Menteri Dalam Nege正　Nomor 19　Tahun　2016

tentang pedom狐Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republ此量ndonesia Tahun 2024 Nomor 350);

上2. Perofuγaれ,..



12. Peratur弧Menteh D瓢am Negeri Nomor 133　Tahun　2018

tentang penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

(Be轟ta Negara Republik暮ndonesia T血un 2019 Nomor 161);

13. Peraturan Mentcri Dalam Negcri Nomor　77　Tahun　2020

tent紬g pedo皿an Tcknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Bcrita Negara Republik量ndonesia Tahun 2020 Nomor 178 1);

14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran

Daerah Kota Siholga Tahun　2017　Nomor 13, Tanbahan

Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12) sebagaimana telah

diubah deng孤Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun

2024 tentang Pembah紬Atas Pera山ran Daerah Kota Sibolga

Nomor 1 Tahun 20 17 tentang Pembentukan Pe丁狐gkat Daerah

Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2024

Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

: PBRATURAN WAし事　KOTA TENTANG TATA CARA CARA

PENYELESA量AN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU

pE↓ABAT払工N.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pas盆11

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota sibolga.

2. Pemer血tah Daerah ad血ah W血i Kota sebagai unsur

penyelengg狐a Pe皿erintah紬　Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenang紬daerah otonom･

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.

4. Dewan Perwaman Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakil紬rakyat

daerah yang bcrkedudukan sebagai unsur penyelenggara

Pe皿e互ntah紬Dacrah,

5. B紬ang Milik Daerah yang sela巧utnya disingkat BMD

adalah semua barang yang dibe脆atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau

peroleh紬lainnya yang sah･

6. Anggaran Pendapatan dan Be重a可a Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Daerah yang ditetapk紬　dengan Peratur皿

Daerah.

7. Ke朋g調n ･･



7. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat

berharga, din/atau barang, yang nyata dan pasti

jumlahnya sebagai a貼bat perbuat紬melawan hukum

baik sengaja maupun lalai.

8. Tuntutan Ganti Kemgian adalah suatu proses t皿tutan

y狐g　出lakuk狐　terhadap pegawai negeh buk狐

bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk

memulihk劃Kcmgian Daerah.

9. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai

Aparatu｢ Sipil Negara tcmasuk Calon Pegawai Nege正

Sip皿y弧g beke亘a/diserahi tugas sela王n tugas bendahara･

10.Pejabat him adalah pimpinan dan anggota Dewan

Perwa出し狐Rakyat Daerah, se正a pimpin紬dan an鑑ota

lembaga nonstmktural yang dibiayai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

1 1. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disihgr[’L.NS

adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan

pe皿dang-und紬gan te血entu guna menu叩ang

pelaksanaan血ngsi pemerintahan daerah serta dibiayai

oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil

pemeriksaan menimbu此an Kemgian Daerah･

13･ Peng劃pu adalah orang atau badan yang mempunyai

tanggung jawab hukum untuk mewa虹Ii seseor劃g karena

sぬt p正badinya dianggap tidak cakap atau tidak di d瓢am

segala hal cafap untuk bertindak dalam hukum.

14･ Y狐g Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena

adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah meneri皿a

pelepasan hak atas kepcmilikan uang, surat berharga,

dan/ atau barang dari Pihak Yang Merugikan.

15. Ahli Waris ad血ah an製ota keluarga yang masih hidup

yang men幾an心kan keduduk紬pewaris dala皿bid劃g

hukum kckayaan karena meninggalnya pewaris･

16. Satuan Ke重ja Perangkat Daerah yang se重a垂u血ya

血singkat SKPD adalah per紬gkat daerah pada

pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna

baran8.

17.Satuan Ke重ja Pengelola Keu紬gan Daerah yang

selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah

pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksamkan

pengelolaan keuang弧　daerah dalam hal ini Bada皿

Penge○○la狐Keuang弧dan Asct Daerah Kota Sibolga･

18. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk

menyelesaikan kerugian daera血dalan hal ini adalah Wali

Kota Sibolga.

｣9.耶肌…



19. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya

血singkat TPKD adalah tim yang be轟ugas memproses

penyelesaian kemgian daerah I

20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang

selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/ pegawai

yang批u巾uk dan ditetapkan oleh Waliko屯皿tuk

皿enya皿paikan pe血mbmg狐dan pendapat penyelesai紬

Kerugian Daerah･

21.Surat Keter紬gan Tanggung Jawab Mutlak y紬g

selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan

dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,

yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan

bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan

bersedia men認狐ti Kemgi紬Daerah di皿aksud ･

22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

Scment甜a yang sela垂utnya disebut SKP2KS adalah

surat yang dibuat oleh Kepala SKPKD atas mama Walikota

selaku PPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.

23. Surat Keputusan Pe皿beb狐an Pen認劃tian Kemgian

yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan

yang ditetapk紬　○○eh Wali Kota yang mempuny独

kekuat紬hukum tetap tentang pembeban紬pengganti狐

Kemgian Daerah terhadap Pegawai Nege正　Buk紬

Bendahara atau Pejabat Lain.

2 4. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan

sekaligus/ lunas･

BAB1量

MAKSUD DAN TUJUAN

Pas粗2

(1) Maksud ditetapkamya Peraturan Wali Kota ini adalah
sebagai pedoman dalam penyelesaian tuntutan ganti

kemgian daerah untuk memul血kan kekayaan daerah

a瞳bat te寄ad血ya kemgian daerah yang disebabk狐oleh

dndakan mcl餌ggar hukum atau kelalaian Pegawai

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

(2) Tujuan dilaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah

ad血ah:

a･ mengembaHkan kekayaan daerah yang hil紬g atau

berkurang akibat tindakan melanggar hukum atau

kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendah祉a atau

Pej abat Lain;

b. membe轟kan kepasti狐hukum terhadap penyelesai紬

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

c, men血gkatk狐disip止n d孤tanggung jawab pegawai

Aparatur Sipil Neg狐a pada umumnya･ dan Pegawai

Negeri Bukan Be皿dahara pada khususnya dalam

penyelen認狐aan tugas peme重intahan daerah･

BABH手…



BAB工重量

RUANG LINGKUP

Pasd3

(1) Ruang ling血p Peraturan Wali kota ini mengatur Tata

C紺a Pelaksanaan Penyelesaian　皿ntutan Ganti

Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau

Bar餌g Mink Dae重ah yang berada d血am penguasaan:

a. pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau

b. Pejabat Lain:

1. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

2. Hmpinan dan an採ota lembaga nonstmktural･

(2)皿ntut紬G餌ti KeⅢgi紬sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang

bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau PejabaLt I元n

yang digunakan dalan penyelenggaraan tugas

pemerintahan ･

BABIV

PENGAMANAN UANG, SURAT BERHARGA,

DAN/ATAU BARANG

Pasal4

(i) Setiap Pegawai Nege正Bukan Bendahara atau坤abat

Lain w却b melakuk紬tindakan pengamanan terhadap:

a. u紬g, sⅢat berharga, din/atau Bar劃g Mink Daerah

yang berada d瓢am penguasaannya d鉦i kemung貼nan

te重jadinya Kerugi紬Daerah; dan/ atau

b.uang dan/atau barang bukan milik daerah y紬g

berada d瓢am penguasaamya d紬i kemung貼n狐

terjadinya Kerugian Daerah.

(2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai
Pemerintah dengan Pe寄anjian Kelja atau Pejabat I元n

yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibamya
ba土k langsung atau tidak langsung yang meⅢgikan

keu紬gan daerah diwajibkan men籠紬ti kemgian

dimaksud.

(3) Perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban

oleh Pegawal Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

sebagaim狐a址maksud pada ayat (2) meliputi:

a. penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang

mengakibatkan kerugian daerah;

b. kompsi, kolusi, dan nepotisme;

c･ penyelewengan d狐penggelapan;

d. merusak atau mengh遭angkan Barang Milk Daerah

yang menjadi tanggung jawabnya;

e･ te出pu, tercu轟, te九〇dong, atau tera皿pok terhadap

u紬g atau Barang Milik Daerah yang me可adi

tanggung j awabnya ;

/ me扇rLgga!厄n....



f. meninggalkan tugas dan atau pekeljaan setelah

selesai melaksanakan tugas belajar;

昌. meninggalkan血gas belajar sebclum batas waktu

y狐g telah diten血kan; atau

h I perbuat餌1a血nya y紬g memgik紬keuangan daerah･

(4) Arsip yang masih dipergunakan dalam pelaksanaan

tugas, rctensinya dapat dipe中a可ang sesuai kebutuh劃

setelah terlebih dahulu mendapat perset可uan dad

pimpinan unit ke宣ja･

BABV

量NFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

工nめrmasi Kerugian Daerah

Pasal 5

(1) Inめmasi teヰadinya Kemgian Daerah bersumber da正

a〃 basil pengawas狐y紬g dilaksanak紬　oleh atasan

lan8sun8 ;

b i Aparat Pengawas紬lntema重Pemerintah;

c･ pemeriksa餌Badan Pemehksa Keu紬gan;

d･ 1apor劃te正ulis y餌g bersangkutan;

e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung

jawab;

f. perhitungan ex o師czo; dan/atau

g･ pelapor secara tertulis･

(2) Wali Kota selaku PPKD wajib menindaklanjuti setiap
in重bmasi te重jadinya Kemgi狐Dacrah dengan didahului

ver稲kasi in重bmasi.

Bagian Kedua

Ve五島kasi量nformasi

Pasal 6

(1) Veri鯖kasi setiap infbmasi Kemgian Daerah

sebagai皿狐a di皿aksud dal劃Pas血5 ayat (2) untuk

memastikan indikasi Kemgi紬Daerah I

(2) Veri鯖kasi dilakukan deng紬:

a. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/ atau

b. meminta keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui

wawancara kepada se竜ap orang yang terlibat/diduga

terlibat/皿engetahui te重jadinya Ke則由an Daerah･

Pas瓢7

(1) Ve亜kasi atas setiap工nfbmasi Kcmgian Daerah yang

melibatkan Pegawai Negeh Bukan Bendahara di

lingkungan SKPD d組aksanakan oleh atasan langsung

atau Kepala SKPD･

/2/ Daわm...



(2) Dalam hal infbmasi Kerugian Daerah meliba比紬

pimp血餌dan餌ggota DPRD, ve亜kasi atas setiap

infomasi Kerugian Daerah d血aksanakan oleh Sekretaris

DPRD.

(3) Dal弧hal infbrmasi Kemgian Daerah melibatkan kepala

SKPD/kepala SKPKD, vehrikasi atas setiap infomasi

Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekreta-ris Daerah.

(4) Dal劃　hal inめ皿asi Kerugi狐　Daerah　皿elibatk劃

Se虹etaris Daerah, vcri鯖来asi atas in重bmasi Kerugian

Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota.

(5) Dalam hal infomasi Kerugian Daerah melibatkan

pimpinan din　an蕗ota lembaga nonstⅢktural yang

dibiayai APBD, ve亜kasi atas setiap inねmasi Kemgi紬

Daerah dilaks狐akan oleh Kepala Se血ctahat Lembaga

N onstmktural.

Bagian Ketiga

Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal8

(1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah
sebagaimana di皿aksud dalam Pasal　7　dilaporkan

kepada Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak

diterimanya inf｡rmasi terjadinya Kerugian Daerah.

(2) Berdasark劃laporan sebagaim紬a dimaksud pada ayat

( 1), W粗i Kota memberitahuk劃kepada Badan Pemeriksa

Keuangan pa瓦ng lama　7 (t可uh) hari ke章ja sete賞ah

diterimanya laporan ve舶kasi･

BABVI

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pas瓢9

Berdasark紬lapor狐hasil ve轟鼻kasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8　ayat (1), Wali Kota selaku PPKD harus

menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan

Tuntut紬G孤ti Kem庄和Daerah･

Pasal 10

(1) Wali Kota selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalan
Pasal　9, be｢wen餌g untuk menyelesaikan Kerugian

Daerah yang血1akukan oleh pimpinan d紬anggota

DPRD, pimpinan dan an認ota lembaga nonstmktural

se轟a Pegawai Negeh Buk紬Bendahara di lingk皿g紬

Pemerintah Derah.

/2) W謝Kotci....



(2) Wali Kota selaku PPKD sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan pcmantauan penyelesaian Kemgian

Daerah;

b, membentuk dan menetapkan TPKD;

c. menyetujui atau menolak laporan hasil

pemer此saan TPKD;

d. membe正tahuk紬ind址asi Ke｢ugi紬Daerah kepada

Badan Pemeriksa Keuangan;

e. memben血k dan menetapk狐Majelis Pertimbanga皿

Penyelesai紬Kemgian Daerah (MPPKD) ;

f. menetapkan SKP2KS;

9. menetapkan SKP2K; dan

h. melakukan pembcbasan atau peng上略pusan

penggantian Kemgian Daerah･

(3〉　Tugas din　wewenang Wali Kota selaku PPKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dilaksanakan oleh

Kepala SKPKD selaku Bendah虹a Umum Daerah kecuali

tugas dan wewen狐g sebag証mana dimaksud pada ayat

(2) humfb, huⅢf e, humf g, dan hu調rh●

(4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD
sebagai Bendah狐a Umum Daerah sebagaim紬a

dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku apabila Kerugian

Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara

Umum Daerah (BUD)･

(5) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Kepala

Badan Pengelolaan Kcuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Kota Sibolga･

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kemgian Daerah

Pasal 11

(1) Dalan rangka penyelesaian Kerugian Daerah, Wali Kota
selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (i) mcmbentuk TPKD･

(2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk

pada aw血tahun angg狐a皿･

(3) TPKD mempak弧　tim y劃g dibentuk dalam rangka

memproses penyelesaian kerugian daerah dengan ｣u↓ur,

adil, tr紬spa重an, dan be正an幾甲ng jawab･

(4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan

ke劃ggotaa皿)｢a sebagai be正kut:

Ketua　　　: Inspektur

Wa虹1 Ketua : Kepala Bid狐g Perbendahar盆an pada

Badan Penge lolaan Keuangan ,

Pendapat肌d紬Aset Daerah

Seたre書a元s. i



(5) TPKD dalam me工aksanakan tugas d弧wewenan印ya

dib紬tu oleh Sekretariat TPKD.

(6) Susunan kean箆ota狐Se血etahat TPKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan

Keputus劃Wa重i Kota･

(7) Sc虹etariat TKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (5)

berada pada量nspektorat･

(8) Se虹etariat TPKD sebaga王mana sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) ditetapk狐oleh W血i Kota bers劃a狐

dengan penetapan TPKD sebagaimana dimaksud d瓢am

Pasal 10 ayat (2) humfb.

(9) Sc虹etahat TPKD sebaga王mana di皿aksud pada ayat (1)

mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:

a. mcndoku皿entas並劃　proses Pemehksaan Tuntutan

Ganti Rugi Daerah;

b. mempersiapkan Surat Permohonan Pemintaan

Tcnaga Ahli;

c. me皿persiapkan dokumen SKTJM;

d･ meny狐paikan lapor狐hasil pe皿ehksaan TPKD pada

pihak terkait; dan

e. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka

pelaksanaan請gas TPKD･

Pasal 12

(1) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling
lambat 14 (empat belas) hah ke亘a setelah menerima

Surat皿gas da轟Kep血a SKPKD･

(2) Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki

tugas dan wewen劃g:

a. menyusun血onologis te重jadinya Ke｢ugian Daerah;

b. mengumpu此狐bukti pendukung te重jadinya Kemgian

D aerah ;

c. mengⅢtung jumlah Kemgian Daerah;

d. melakukan Tuntutan Ganti Ke｢ugi狐Daerah melalui

SKTJM;

e･ menginventahsasi harta kekayaan milik Pegawai

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang

dapat　咄a址kan sebagai jaminan penyelesaian

Kemgian Dae丁ah; dan

f･ melaporkan basil pemehksaan kepada Kepala SKPKD･

劫saz J3.,..



Pasal 13

Bukti sebagaim紬a dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf

b diperoleh melalui:

a･ pengumpulan dokumen pendukung;

b.皿eme正ksa dan meniliti lapor紬　te寄adinya indikasi

Ke調節an Daerah;

c. memeriksa daftar BMD antara lain jenis, type, m�&Vｲﾀ

tahun pembuatan d餌hal-h瓢laimya yang dipehukan;

d. meme正ksa t紬da lapor d虹i kcpolisian dalam hal Kemgian

Daerah皿engandung ind址asi t血dak pidana;

e. memeriksa dokumcn terkait lainnya y紬g dapat digunakan

sebagai bahan pe巾imb狐g劃　penyelesai狐　tuntutan

Ke則gian Daerah; dan

I. perm血ta狐　keter狐gan/tan幾apan/岨a亜kasi melalui

waw紬cara kepada setiap orang yang terlibat/diduga

terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang

dituangkan d血am hasil pemer批sa狐･

Pasal 14

(1) TPKD dala皿　menghitung jumlah Kemgian Daer血

sebagaim狐a dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c

dapat me皿inta pe血mbang狐dari pihak y紬g memi雌

kompetensi.

(2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah instansi peme正ntah盆tau swasta

yang me皿iliki kompetensi untuk menghitung nilai o助ek

kemgian daerah atau Tim Penaksir BMD yang

ditetapk紬dengan Keputus劃Wa止Kota･

Pasal 15

(1) Hasil pemeriksaan sementara atas Kerugian Daerah

yang dnakukan oleh TPKD disampaikan kepada Pihak
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris paHng lama 3 (tiga) ha正ke寄a setelah penugas狐

pe皿e轟ksaan ber確証ir･

(2) Hhak Yang Mcmg並an/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Wads dapat mcmbe正kan tanggapan terhadap

has遭　pe皿ehksa狐　se皿entaエa Kemgian Daerah

sebagai皿ana dimaksud pada ayat (1〉, dengan dil劃piri

dokumen.

(3) Tan蕊ap餌　sebagaim狐a dimaksud pada ayat (2)

dis劃paik紬kepada TPKD paling lambat 14 (cmpat

belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan

se皿entara血s劃paikan ･

(4) TPKD皿embe正kan jawaban paling lama 3 (tiga) hari

ke寄a s匂ak tanggap紬sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dite正ma.

/5/ DαZcm....



(5) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dise巾ui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan･

(6) Dalam hal TPKD　皿enolak tan綬apan sebagaim狐a

di皿aksud pada ayat (2), TPKD皿elampirkm ta皿謎ap狐

atau klaririkasi tersebut dalan hasil pemeriksaan.

(7) Dal劃　h心　TPKD tidak menehma tan髭apan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di餌ggap tidak

ada keberatan a.tas has孤pemehksa紬･

(8) TPKD menyusun lapor劃hasil peme正ksa紬deng紬

mempe重hatik紬t紬蕗apan sebagaimana di皿aksud pada

ayat (5) sampai dengan ayat (7)･

(9) TPKD menyampaikan laporan hasn pemeriksa餌

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Wali Kota

selaku PPKD mel血ui Kepala SKPKD.

Pasal 16

(1) Laporan basil pemeriksa狐　sebagaimana dimaksud

d血am Pasal 15 ayat (9) menyatakan bahwa:

a. kckur紬gan uang, surat berharga, dan/atau bar紬g

disebabkan perbuat狐melangg虹hukum atau lalai

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

atau

b. kekur紬gan uang, surat berharga, dan/atau barang

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau

lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Lain.

(2) Lapor紬hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bumf a, paling sedi瞳t memuat:

a. dasar penugasan TPKD;

b.pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya

Kcmgi紬Daerah;

c･ kategori perbuatan yang menga龍batkan Kemgi紬

Daerah yai血perbuatan melangga重hukum;

d. jenis objek kem産an daerah;

e. jumlah kerugian daerah;

f. rekomendasi hasil peme正ksaan; dan

昌. kesimpulan･

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hu｢ufb, p血ing sed血it memuat :

a. dasar penugasan TPKD;

b.jenis objek kekurangan uang, surat berharga,

dan/ atau b虹ang;

c. jumlah kekurang紬uang, su重at berharga, dan/atau

baran8;

d. rekomendasi hasil pemehksaan; dan

c, kesimpul紬･

Pasal I 7..



Pasal 17

(1) PPKD atau Kepala SKPKD menyanpaikan pendapat atas
lapor紬hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (埴sebagai be正kut:

a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau

b, ddak menyet可ui laporan hasil pemeriksaan･

(2) D血am hal Kepala SKPKD menye巾ui lapor劃hasil

pemeriksaan sebaga王mana dimaksud pada ayat (1) hⅢuf

a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil

peme轟ksa弧kepada PPKD p血ing lama 3 (tiga)血正

kerja.

(3) D血a皿ha=apor紬has遭pemehksa狐tidak dise中山

sebagaim紬a亜maksud ayat (1) hu皿でb, Kepala SKPKD

segera　皿enugaskan TPKD mtuk　血elakukan

peme正ksaan uし狐g terhadap mate正yang tidak dise巾ui

p心ing lama 5 (lima) h狐i ke重ja･

(4) Lapor劃　has遭　pc皿ehksa孤　ulang scbagaim紬a

dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada

PPKD atau Kep瓢a SKPKD･

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kemgi狐Daerah mel瓢ui Penerbitan

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 18

(1) Dal狐　h血laporan basil pemehksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diset可ui ○○eh

Kepala SKPKD- maka Kepala SKPKD segera menugask狐

TPKD untuk melakuk狐　penuntutan penggantian

Kemgian Daerah kepada Pihak Yang Mem産kan･

(2) Dal劃　hal　陣hak Yang Memgikan sebagai皿劃a

dimaksud pada ayat (I) berada dalam penga皿puan,

melarik紬　di互　atau meningg血　dunia, pen謎紬仕an

Kemgian Daera血　beralih kepada Pengampu/Yang

Memper○○eh Hak/Ahli Wa正s･

(3) Dalam penuntutan pen綬antian Kemgian Daerah, TPKD

mcngupayaka皿　surat pemyataan kesanggupan

dan/atau pengakuan　陣hak Yang Memgikan/

Pengampu/ Y劃g Me皿peroleh Hak/Ah脆Waris bahwa

kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan

bersedia men艶anti Ke調gian Daerah dimaksud dalam

bcntuk SKIUM.

(4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Wads;

b. jumlah Kerugian Daerah yang hams dibayar;

c. cara dan jangka waktu pembayaran Kcmgian Daerah;

d. pemyataan penyerahan barang jaminan; din

e. pcmyata紬dah Hhak Yang Memgik狐/Pengampu/

Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pemyataan

皿ereka tidak dapat ditarik kemb心i･

/5/ Pemgaねar[....



(5) Pemyataan penyerahan bar狐g ja皿inan sebagaim紬a

dimaksud pada ayat (4) humid, disertai dengan:

a. daftar barang yang menjadi janinan;

b.bu虹i kepemiHk紬　yang sah atas barang yang

坤aminkan; dan

c, surat kuasa me可u血.

(6) Surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) hun㌔ c adalah surat yang menyatak紬perse叫uan

pembe正an kekuasaan oleh Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hck/Ahli

Waris kepada Pejabat Penyelesalan Kerugian Daerah

untuk dapat menjual barang jaminan yang diserahkan

Pihak Yang Memgikan/Pcngampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris.

(7) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang
ditandatang紬i oleh軒hak Yang Memgik劃/ Pengampu/

Yang Memperoleh Hak/Ahli Wads tidak dapat ditarik

kembali.

(8) D血am rangka pen箆an竜an keⅢgi狐　daerah sesuai

dengan SK丁場M, Pihak Yang MeⅢgikan/Pengampu/

Yang Memperoleh Halt/A血li Waris dapat menjual barang

yang telah terdaftar dalam daftar barang yang men]adi

jaminan sebagim狐a dimaksud pada ayat (5) humf a

setelah　皿endapat perset可u狐　d狐　di bawah

pengawasan PPKD ･

(9) Dalam hal penggantian kerugian daerah dibayarkan
d血am bentuk pembayaran sec紬a angsuran din

bersumber dari gaji dan/atau tunjangan maka

pemyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat diga皿ti dengan

Surat Pemyataan Pemotongan Gaji dan/ atau Tunjangan

dah mak Y劃g Memgikan deng紬bematerai cukup･

Pas瓢19

(1) Pen製anti紬Kemgi紬Daerah sebaga上皿紬a dimaksud

d血am Pas瓢18 ayat (1) segera dibay紬k餌secara tunai

atau angsuran･

(2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan
melanggar huku皿,　P血ak Y紬g Mem由k弧/

Penga皿pu/Yang Mempe｢oleh Hak/Ahli Waris wajib

mengganti Kc皿gi紬Daerah pa止ng l劃a 90 (sembilan

puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

(3) Dalan hal K�'Vv����F�W&���6V&�v����ｶ�&�B�ｶVﾆ�ﾆ���簑
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Wads wajib皿en認anti Kemgian Dae｢ah dala皿

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak

S KT-I M ditandatangani i



(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Penganpu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Wads Kemgian Daerah akibat

kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Kepala

Daerah sesuai dengan kewcn紬gan dapat menetapk紬

jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)i

(5) Perpa垂ang狐waktu sebagai皿紬a dimaksud pada ayat

(4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota･

(6) Pengajuan perpa可ang弧waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), disa血paik劃kepada Wali Kota mel血ui

kepala SKPKD pal血g lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh

tempo bera鳳ir.

(7) Kepala SKPKD menemsk孤pemohonan sebagaim紬a

dimaksud pada ayat (6) kepada Wa心　Kota dengan

mela皿p辻kan rekomendasi dad TPKD ･

(8) Kepala SKPKD皿embehkan pe血mbangan kepada W血i

Ko屯　berdasark狐　permohonan perpa垂訓gan wa虹u

sebaga王m孤a dimaksud pada ayat (4), p血ing lama 7

(tujuh) hah ke重ja setelah pengajuan perpanjangan

waktu diterima.

(9) Dalan hal kondisi tertentu, jangka waktu penggantian
kerugian daerah dapat ditetapkan selain jangka waktu

sebagai皿ana dimaksud pada ayat (3), antara lam

apabila:

a. keadaan kahar;

b. pihak Yang Mcmgikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak Wahs tidak　皿e皿ili貼　kema皿puan keuang狐

untuk menggan心　Kcm由an Daerah dalam waktu

sebagai皿紬a di皿aksud pada ayat (3) y狐g dibuk仕k紬

dengan surat keter紬gan da五instansi terkait;

c. pihak Yang Memgik狐/ Peng劃pu/ Yang Memperoleh

Hak/ Am Waris sakit yang membutuhkan perawatan
血tensif yang dibuktikan dengan surat keter紬gan

dokter/m皿ah sakit;

d. ada叫ya jaminan pcmbayaran melalui pemotongan

gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian
Ke｢ugian Daerah tersebut da正　P血ak Y紬g

Memgikan/ Penga皿pu/Y劃g Memperoleh Hak/Ahli

Wahs dapat me垂a皿血ak紬terpulihkan Kemgi狐

D aerah;

e. jumlah Kemgian Daerah y紬g hams dipulihkan leb血

besar dari atau sa皿a dengan Rp.36･000･000,- (tiga

puluh enam juta mpiah)i

(10) Dalam hal P血ak Yang Memgikan memasu貼　masa

pensiun, Kepala SKPKD dalam membuat Surat
Keterangan Penghentian Pe mbayaran　( SKPP)

mencantumkan bahwa yang bers紬gkutan mas血

mempunyai ut狐g kepada Pemcr血tah Kota Sibolga dan

akan dilakukan pemotong狐dari yang diterima ○○eh

penerima pensiun tiap b山an untuk pelunasan Kemgi劃

Daerah sampai lunas･

/H/ W融Kotcz ,..



(11) Wali Kota selaku PPKD melalui Kepala SKPKD wajib
melakukan pcmantauan atas ketaatan　剛hak Y紬g

Memgikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Wa轟s皿elakuk弧pembayaran sesuai dengan SKUM i

(12) Dal劃　h瓢　mak Y紬g Me州毎k狐/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban

pembayaran sesuai dengan SKTJM, Kepala SKPKD
menyampaikan teguran te虹ulis･

Pasal 20

Dalam h瓢　Hhak Yang Memgikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ah脆　Wahs　心dak men裳anti Ke則gian

Daerah d血am jangka waktu scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 19　ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pihak Yang

Memgikan/Penga皿pu/Y紬g Memperoleh Hak/Ahli Waris

dimaksud dinyatakan wanprestasi･

Bagi狐Keempat

Penye重esaian Kem産an Daerah melalui Penerbitan Surat

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pas瓢21

(1) Dala皿hal SK調M sebagai皿狐a dimaksud dalam Pas血

18　ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera

menyampaikan laporan kepada Kepala SKPKD ･

(2) Paling lambat 14 (empat belas) hari ke重ja setelah

meneh皿a lap○○紬da元TPKD sebagaimana dimaksud

pada ayat (I) Kepala SKPKD atas mama Wan Kota selaku
PPKD mcnerbitk紬SKP2KS.

(3) SKP2KS sebaga王mana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit memuat mated:

a. identitas　皿hak Y狐g MeⅢg址an/Pengampu/Y紬g

Memperoleh Hak/ Ah止Wahs;

b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;

c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

d. cara d紬jangka waktu pembayaran Kemgian Daerah;

dan

e. da珪紬ha轟a kekayaan皿遭ik P血ak Yang Memg址an/

Peng狐pu/Yang Memper○○eh Hak/Ahli Wa正s･

(4) Kepa工a SKPKD menya皿paikan SKP2KS kepada Pihak

Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/

Ahli Wads paling lama 3 (tiga) hari ke暮ja s匂ak SKP2KS

ditandatang孤i.

(5) Penyampaian sKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), dibu虹膿a皿denga皿t紬da terima dah凸hak Yang

Memgikan/Penga皿pu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Wa正s.

/6/ Kepa血....



(6) Kepala SKPKD membuat behta acara, d心劃h血P血ak

Yang Merugikan/ Penganpu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris tidak bersedia men狐datangani t狐da terima･

(7) Be正ta acara sebagaimam dimaksud pada ayat (6),

ditandatangani oleh Ketua TPKD dan Kepala SKPKD

dengan memuat keterangan　　陣hak Yang

Merugikan/Penganpu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris tidak bersedia menandatangani tanda te正ma

setelah SKP2KS disampaikan.

(8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

disampaikan oleh Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai

pertimb孤gan dalam sidang･

Pasal 22

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan

SKP2KS血bayarkan sec狐a tunai paling l狐bat 90 (sembnan

puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 23

(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk

pelaksanaan sita ja皿in狙･

(2) Pcngaju弧　pelaksana紬　sita ja皿in狐　sebagaimana

dimaksud pada ayat (1主diajukan oleh Wali Kota kepada

SKPD y弧g berwen紬g･

(3) Pelaksmaan sita jamina皿sebagai皿紬a dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang berwenang

皿elaksanakan penguⅢsan piut狐g daerah sesuai

deng紬ketentu餌peraturan pemndang-undangan･

Pasal 24

(1) Pihak Yang MeⅢg址紬/Pengampu/Y狐g Me皿peroleh

Hak/Ahli Wads dapat mene｢ima atau men軸ukan

keberat紬SKP2KS p血ing lambat 14 (empat belas) hah

kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan

t狐da tehma surat.

(2) Keberat狐　sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaik劃　secara te轟ulis kepada Kep血a SKPKD

dengan disertai bukti･

(3) Kepala SKPKD menyampaikan重aporan penerimaan atau

keberatm aぬs SKP2KS sebaga王皿ana dimaksud pada

ayat (1) kepada Wali Kota sela血　PPKD untuk

diterusk紬kepada Majelis･

(4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)　tidak menunda kewajiban　曲hak Yang

Memgikan/Penga皿pu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Wa五s untuk mengganti Kemgi紬Daerah･

/5/ Dのam....



(5) Dalan hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli W狐is tidak mengajukan

keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak

diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) , Pihak Yang Merugikan/ Penganpu/Yang Memperoleh
Hak/A皿Wahs dian髭ap telah皿ener血a atas SKP2KS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)･

(6) Dal劃　hal Pihak Yang Memgikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan

keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka

Majelis mengambil keputusannya dalam sidang yang

tidak membchkan kese皿pa.tan pen垂auan kemb血i･

Bagian Kelima

Penyelesaian Kemgi劃Daerah Melalui Majelis

Pasal 25

Wali Kota sclaku PPKD皿elakukan penyelesaian Kerugi狐

Daerah melalui Maje脆s, mengenal:

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai

Pegawai Negeri Bukm Bendahara atau　坤abat Lain

sebagaim弧a dimaksud d確am Pasal 16 ayat (1) bumf b;

atau

b.陣hak Yang Me州南k紬/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Wads dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian

Kemgian Daerah sec狐a damai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20; atau

c. penerimaan atau kcberatan Pihak Yang Memgikan/

Penga皿pu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Wads atas

penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (1).

Pasal 26

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah
sebag料mana　血maksud dalam Pas血　25, Wali Kota

selaku PPKD membentuk Majelis.

(2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapk紬

dengan Keputusan Wali Kota setiap tahun pada awal

tah皿anggar紬･

(3) An縫ota Majclis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berjumlah 7 (t可uh) orang･

(4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

yang dibentuk oleh Wa止Kota sclaku PPKD, terdih dad:

a, Ketua mer狐gkap Anggota:

- Sek重etahs Daerah

b, Wak遭Ketua mer紬gkap Anggota

- Kepala BPK払D

c. Sekretahs皿er狐gkap An箆ota:

- Inspektur

a. A7iggoきa…



d. An昌8Ota:

- Asisten Ad皿inistrasi Pembangunan dan Umum

- Kepala Badan Kepegawaian Daerah

- Kcpala Ba産皿Hukum

- Sekretaris量nspektorat

(5) Majelis d粗am melaks狐ak狐tugas d狐wewenangnya

dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan

Penyelesaian Kerugian Daerah.

(6) Susunan keanggotaan Sekretahat MPPKD sebagaimana
dimaksud pada争yat (5) ditetapk紬dengan Keputusan

Wali Kota.

(7) Sekretariat MPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
berada pada lnspektorat･

Pasal 27

Majelis mempunyai tugas meme正ksa din　memberikan

pertimbang孤kcpada Wan Kota selaku PPKD alas:

a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga,

dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar

hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) hu皿でb;

b･pen認劃ti紬　Kemgian Daerah setelah　陣hak Yang

Memgikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimal{sud dalam

Pasal 20;

c. penyelesalan Kerugian Daerah yang telah diterbitkan

SKP2KS sebagaimana dimaksud d瓢a皿Pasal 24 ayat (1主

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d血am

Pasal　27, Majelis mclakukan sid狐g berdasark紬　Surat

Per血tah皿gas dari Wali Kota selaku PPKD･

Pas瓢29

(1) Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekur狐gan

uang, surat berharga, dan/atau bar紬g buka皿

disebabkan perbuatan mel紬ggar hukum atau l血ai

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

sebagaimam dimaksud dalam Pasal 27 bumf a, Majelis

melakukan h血sebagai bcrikut:

a.memenksa dan　rnewawancarai Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris dan/atau pihak y狐g mengetahui te重jadinya

Kemgi紬Dae重ah;

b. meminta keterangan/pendapat dari n狐asumber yang

memi胸keahlian te巾entu;

c. memeriksa bukti yang disa皿paikan;

d.皿elalui Walikota selaku PPKD dapat meminta TPKD

untuk melakukan pemehksaan ulang;

e. menye巾ui atau tidak menyc叫ui laporan hasil

pe皿eriksa狐ulang oleh TPKD;

f memberfkaれ....



r.皿e皿ber並a皿pe轟imb劃gan penghapusa皿atas uang,

surat berharga, dan/atau ba重ang milik daerah;

g･ melapork狐hasil sid紬g kepada Walikota sela血

PPKD, din/atau

h.melaksanak紬　hal lain yang diperlukan untuk

penyelesaian KeⅢ垂an Daerah･

(2) Ketcr紬gan/pendapat da五〇rang/lembaga y紬g memil亜

keahli餌tertentu sebagai皿弧a dimaksud pada ayat (1)

humf b dimaksudkan untuk di皿intakan pendapatnya

dalan menyel�6�霧���ｶW'Vv����F�W&�つ�FW&ﾖ�7Vｲ�ｧVv�

untuk memperoleh jumlah kemgian dae｢ah･

Pasal 30

〈1) D瓢a皿hal basil sidang sebagaim狐a dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (1) terbukti bahwa kekurangan uang,

surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan

perbuatan melan認狂hukum atau重alai, Pegawai Negeh

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis

menetapkan putusan hasil sid狐g･

(2) Putusan hasil sidang scbagaimana dimaksud pada ayat

( 1) be則pa pe巾imbang紬penghapusan:

a. uang, surat berharga, din/atau ba重ang milik dacrah

y劃g berada d血am penguasa狐　Pegawai Negeh

Bukan Bendahara atau P匂abatしain; din/atau

b.uang dan/atau barang buk紬　mnik daerah y紬g

berada dalam penguasa紬　Pegawai Nege轟　Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam

pcnyelen箆ara紬tugas pemerintahan･

(3) Pertimb狐gan sebagaim弧a dimaksud pada ayat (2)

disa皿paik皿kepada Wa脆Kota selaku PPKD･

(4) Atas dasar pertimbang餌sebagaim狐a di皿aksud pada

ayat (3), Wall Kota sela血　PPKD mengusulkan

penghapusan :

a. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada

dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau Pejabat Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang

berada dal劃　penguasaan Pegawai Negeri Bukan

Bendaliara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam

penyelengg狐aan tugas pemerintah紬･

(5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan

ketentu紬peraturan perundang-und紬g紬･

Pasal 31

(1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam
Pas血　29　terbukti bahwa kekur狐gan uang, surat

bcrharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan

melanggar hukum atau lalai Pegawai Nege正Buk狐

Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat

memerintahkan TPKD mel瓢ui W瓢ikota selaku

PPKD/Kepala SKPKD untuk melakukan pe皿ehksaan

ulan8.

β) Dala肌用･



(2) Dala皿hal pe正nt血untuk皿ela山k狐peme正ksa狐
ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Majelis

meny劃paik紬h瓢yang perlu mendapat pe｢hati紬

d血a皿pemehksaan ula皿g･

(3) Setel血melak血an pcmeriksa紬ul紬g sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui Wati Kota sela血

PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil

pemeriksaan ulang kepada Majelis･

(4)しaporan basil peme正ksaan ulang sebagaim紬a

dimaksud pada ayat (3) menya-takan bahwa:

a. kekurangan u紬g, surat berharga, dan/atau bar狐g

disebabk狐perbuatan皿elan鑑虹hukurn atau l瓢a王

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau坤abat Lain;

atau

b. kekurangan u紬g, surat berharga, din/atau bar狐g

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau

lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Lain disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 32

(1) Majelis menetapkan putusan berupa pemyataan
Kerugian Daerah dalam hal:

a. menyet可ui lapor狐hasil pemehksaan ulang TPKD

sebagaim孤a di皿aksud d心細Pasal 3 1 ayat (4) bumf

a;atau

b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang

TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1 ayat (4)

huruf b.

(2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dis瀬mpaikan kepada Wali Kota selaku PPKD untuk

ditemskan kepada Kepala SKPKD i

(3) Kepala SKPKD menindakla垂uti putus紬　Majelis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a deng劃

proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan

SK動M atau SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal

18 sampai deng紬Pas粗24･

Pasal 33

(1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan
ul紬g TPKD sebaga王mana dimaksud dalam Pasal 3 1 ayat

(4) humf b, Maje止s menetapk狐　putusan beⅢpa

pertimbangan pcnghapusan :

a. uang, urat berharga, dan/atau BMD yang berada

d血am penguasaan Pegawai Negeri Bukan bendahara

atau P匂abat血血; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang

berada dal狐　penguasaan Pcgawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam

penyelenggaraan血gas pemerintahan I

/2/ P直観sclri....



(2)恥tus紬　sebaga血紬a dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Wa止Kota selaku PPKD ･

(3) Alas dasar putus紬sebaga上皿紬a dimaksud pada ayat

(1), Wali Kota sela血PPKD mengusulkan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau BMD y紬g berada

dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bcndahara

atau Pejabat Lain; dan/atau

b.u孤g dan/atau barang buk紬milik daer血yang

berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam

penyelenggaraan tugas pemerintah狐･

(4) Ketentu紬tata cara penghapusan diatur sesuai deng紬

kctentua皿pera亡ur餌pemnd紬g-undangan･

Pasal 34

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian

Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Me皿peroleh Hak/Ahli Wa正s d止yatakan wa皿prestasi

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, Majelis

melakuk紬h瓢sebagai bcrikut:

a. meme轟ksa kclengkapan pemyataan penyerah狐b狐ang

jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5);
b. me皿utuskan pe轟i皿ba皿gan penerbitan SKP2K;

c. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian

Daerah kepada i調stansi y劃g menangani pcngurusan

piut紬g daerah; dan

d.melaksanakan h瓢　lain yang diperlukan dalam

penyelesaian Kerugian Daera血.

Pas瓢35

(1) Sctelah melaksanak狐sid紬g sebagaim狐a dimaksud

dalam Pasal 34, Majelis menetapkan putusan berupa

pe轟i皿b紬gan penerbit劃SKP2K〃

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaik孤kepada Wa止Kota selaku PPKD untuk

menerbitkan SKP2K.

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat皿ate正:

a. pertimbangan Majelis;

b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Wads;

c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;

d.penyerahan upaya penag血弧　KeⅢ由an Daerah

kepada instansi yang menang弧i pengumsan piutang

daerah; dan

e. da批Ⅲ　　b狐紬g j劃in紬　　P血ak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris yang diserahk紬　kepada instansi y紬g

menangani pengu則san piutang daerah, dalam hal

Majelis beapendapat bahwa barang janinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dapat

diju瓢atau dicairk租n･

/4) SKP2K....



(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis
menetapk劃putusan sebagaima皿a dimaksud pada ayat

(1).

(5) SKP2K scbagaim狐a dimaksud pada ayat (2)

dis劃paikan kepada:

a. Badan Pemcriksa Keuangan;

b. Majelis;

c言nst紬si yang皿enangani pengumsan piut劃g daerah;

dan

d. Pihak Yang Merugikan/ Penganpu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris･

Pasal 36

(1) Dalam sidang皿tuk penyelesaia皿Kemgian Daerah atas

Kemgian Daerah y紬g tdah diterbitkan SKP2KS

sebagaimana dimaksud d瓢am Pasal 27 humf c, yang

tidak ada pengaju紬　keberatan d貧五　円hak Yang

Memgikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris, Maje虹s melakukan hal sebagai berikut:

a.meme正ksa l貧por紬　hasil pe皿eriksa劃　TPKD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (I) huruf

a;

b. memeriksa laporan mcngenai狐asan tidak dapa亡

diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dal狐

Pasal 21 ayat (1);

c. memehksa bukti;

d. memehksa dan mem血ta keterangan pihak y紬g

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Wa丘s din/atau pihak y紬g皿engetahui te重jad血ya

Kemgian Daerah;

e. meminta keterangan/pendapat dari narasu皿ber yang

memiliki keah賞ian tertentu;

r, mel血ui Wall Kota selaku PPKD dapat meminta TPKD

皿tuk皿elakuk劃peme轟ksaan ulang;

g･ membehkan pe正mbangan pembebasa皿penggantian

Kcmgi紬Daerah;

h. membe轟k紬pe巾imba皿gan penghapusan atas uang,

surat berharga, din/atau BMD;

i. melaksanakan hal lain y紬g diperluk孤　untuk

penyelesaian Kerugian Daerah.

(2) Berdasarkan sidang sebagaim紬a dimaksud pada ayat

(1) Majelis　皿enetapkan pu血san pe直i皿bang孤

penerbitan SKP2K.



Pasal 37

(1) Dalan sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah atas
Kerugian Daera血　yang telah diterbitkan SKP2KS

sebaga王mana dimaksud dalam Pas瓢27 humf c, yang

diajuk紬　　kebe ratan da瓦　　鵬hak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memper｡1eh Hak/Ahli

Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

a.meme轟ksa lapor狐　hasil pemehksa紬　TPKD

sebagaimana dimaksud d血a皿Pas瓢16 ayat (1) humf

a;

b. meme轟ksa laporan　皿engenai alas紬　tidak dapat

diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam

Pas血21 ayat (1〉;

c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (2);

d. memeriksa din　meminta keterangan　軒hak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris dan/atau pihak yang mengetah山te重jad血ya

Kerugi狐Daerah;

e. meminta keterang孤/pendapat dari narasumber yang

memiliki kcahli弧tertentu;

f. melalui Walikota selaku PPKD dapat meminta TPKD

untuk melakukan pcmc丘ksaan ulang;

g･ membe玉kan pertimbangan pembebasan pen終紬tian

Kerugi紬Daerah;

h. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K;

dan/ atau

i. melaksanak紬　hal　血n y孤g diperluk狐　untuk

penyelesaian Kemgian Dacrah i

(2) Dalan hal MaLjelis memperoleh cukup bukti, Majelis
mcmutuskan :

a. menolak atas keberaぬn seluruhnya;

b. menc轟ma aぬs keberatan selumhnya; atau

c. mene轟ma sebagian atau menolak seba由an atas

kebe ratan.

(3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Majelis belum mempcroleh cukup bukti, Majelis

dapat menugaskan TPKD melalui W血i Kota selaku

PPKD untuk melakukan pemehksaan ulang terhadap

materi yang terkait dengan Kemgian Daerah yang

te工jadi.

Pasal 38

(1) Berdasark餌pu山san sebagaim紬a dimaksud d心am

Pasal 36 ayat (2) d孤Pas心37 ayat (2) huⅢf a dan

huruf c, Majelis menyanpaikan pertimbangan kepada

Wali Kota selaku PPKD untuk menerbitkan SKP2K.

/2/ SKP2K. …



(2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat mated:

a. pe血imbangm Majelis;

b. identitas　鵬hak Y紬g Memg址an/Pengampu/Yang

Mempcroleh Hak/Ahli Wads;

c. jumlah Kerugian Daerah yang hams dibaya重;

d.daftar harta kekayaan milik Pihak Yang

Memg址劃/Pengampu/ Yang Me皿peroleh Hak/ Ahh

Wahs;
e, perintah untuk mengganti Ke血豆a皿Daerah;

f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah;

dan

g･ penyerahan upaya penagihan Kemgian Daer血

kepada instansi yang men紬g紬i penguⅢsan piutang

dacrah dalam hal Pihak Yang

Memgik組/Pcngampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris任dak membayar KeⅢgi紬Daerah sebagaimana

dinaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu

sebaga王皿紬a dimaksud pada humf f･

(3) SKP2K scbagaimana di皿aksud pada ayat (2) diterbitk紬

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis
menetapkan putusan basil sidang sebagaimana

dimaksud d血a皿Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2)

hu則f a d紬humf c.

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampalkan kepada:

a. Bad劃Pe皿e轟ksa Keu狐g狐;

b. Maje止s; dan

c.唖hak Yang Memgkan/ Pengampu/Y紬g Memperoleh

Hak/Ah止Wahs･

(5) Wali Kota selaku PPKD melakuk狐pengawasan atas

pelaksana弧SKP2K･

Pasal 39

(1) SKP2K皿empunya王hak皿endahului･

(2) Apabila Pegawai Negeh buk孤Bendah狐a atau P匂abat

Lain di samping mengakibatkan kerugian daera血juga

mempunyai kewajiban pinjaman/utang kepada pihck

lain ,　皿aka pri〇五tas pengemba虹an adalah

pcngembalian/ pe皿ulih狐kemgia皿daerah･

(3) Hak mendahului sebagaim紬a dimaksud pada ayat (1)

be轟可u狐　untuk mcndudukkan pe皿e正ntah daerah

sebagai虹editur pref訂en atau虹editur ut劃a atas hasil

pc垂u血狙sita lel紬g barang-barang milik軒hak Yang

Memgika皿/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/AⅢi

Waris di atas kreditur la血nya.

Pasal 40

(1) Berdasark紬putusan sebagaimana di皿aksud d心血

Pasal　37　ayat (2) bumf b, Majelis memberikan

pertimbangan kepada Wali Kota selaku PPKD untuk
melakuk肌:

α. pembebαsaれ…･



a･ pembebas狐penggantian Kemgi紬Dae｢ah;

b. penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang BMD yang

berada dalam penguasaan Pegawai Nege｢i Buk紬

Bendah紬a atau P匂abat Lain; din/atau

2. uang dan/atau barang buk紬milik daerah y餌g

berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Buk劃

Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan

dalam penyelengg紺aan tugas pemehntahan･

(2) Atas dasar pe血皿b狐gan sebagai皿狐a dimaksud pada

ayat (1), Wa珪Kota sclaku PPKD:

a. menerbitkan kcputusan pembebasan pcn務antian

Kerugian Daerah; dan

b. mengusulkan penghapusan:

1. uang, surat berharga, din/atau BMD yang berada

d血am penguasaan Pegawai Negeri Buk紬

Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

2. uang, dan/atau bar紬g buk孤milik daerah y紬g

berada dalan penguasaan Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan

dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(3) Kcputusan pembebasan pen幾antian Kemgian Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling

sedikit memuat mated:

a. identitas　剛hak Yang Memg址an/Pengampu/Y狐g

Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari

penggantian Kemgian Dacrah;

b. jumlah kekurangan:

1. uang, surat bcrharga, dan/atau BMD yang berada

dalam penguasaan Pegawal Negeri Bukan

Bendahara atau Pej abat Lain; dan/ atau

2. u紬g din/atau barang bukan miHk daerah yang

berada d血am penguasaan Pegawai Negeh Buk狐

Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan

dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

c. pemyataan bahwa telah te重jadi kekurangan:

1.uang, surat berha重ga, din/atau barang milik

daerah yang bcrada dalam penguasaan Pegawai

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

d弧/atau

2. uang dan/atau ba重a皿g buk狐milik daerah y紬g

berada d血a皿penguasaan Pegawai Negeri Buk紬

Bendahara atau Pejabat I元n yang digunakan

dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan

disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai

Pegawal Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Lain.

(4) Keputus紬pembebasan pengganti狐Kemgian Daerah

diterbitkan p心血g lambat 14 (empat belas) hari ke重ja

sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang

sebagalmana dimaksud dalan Pasal 37 ayat (2) huruf b.

/5/ Kepuhlscm....



(5) Kepu血s狐pembebas紬pen認狐色狐Kemgian Dacr血
disampa址紬kepada:

a. Bad紬Peme正ksa Keuangan;

b. Majelis;

c. Hhak Yang Memgikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Wads yang dibebaskan dari pen採anti餌

Kerugian Daerah; din

d. Wali Kota selaku PPKD.

(6) Ketentuan tata c虹a penghapus紬diatⅢ sesuai dengan

ketentu紬peraturan pe｢undang-undangan ･

BABVI工

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pas狐41

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan

pcnentuan nilai atas berkurangnya:

a. BMD y紬g berada d瓢am penguasaan Pegawai Negeh

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan /atau

b･ barang bukan mink daerah yang berada d瓢劃

penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan

tugas pemerintahan.

(2) Penentuan nilai sebagai皿ana dimaksud pada ayat (1)

didasark狐pada:

a. nilai buku; atau

b. nilai wajar atas barang yang se]enis.

(3) Dalam hal balk nilai buku maupun nila王wajar dapat

ditentukan, maka hilai barang yang digunakan adalah

nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

(4) BMD sebagai皿ana di皿aksud pada ayat (1) huⅢf a

adalah barang yang hil狐g / tidak dapat

dite皿ukan/ tidak ada粛siknya･

(5) Nila王buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf a

adalah yaitu nilai perolehan dikurangi dengan

akumulasi penyusutan yang telah　址bebankan y紬g

m皿cul selama umur penggi嘉naan aset tersebut･

(6) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huⅢf b

ad血ah cstimasi harga yang akin　ditehma dan

penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesalan

kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan

berkein由nan untuk melakukan transaksi wajar pada

t劃ggal penilaian / penaksiran ･

(7) TPKD dapat min屯　pe正mb狐gan dari pihak yang

memiliki kompetensi untuk menghitung ni]ai wajar

suatu b紬狐g milik daerah･

(8)陣hak ya皿g皿em抽出kompetcnsi sebagai皿ana dimaksud

pada ayat (7), berasal da止血st狐si pemer血tahan atau

nonpemehntah yang memil曲　kompetensi sesuai

deng紬ketentu劃peraturan pemnd紬g-und狐g餌･

/9/ Daiαm....



(9) Dalam hal BMD telah diasur紬sikan, nilai Ke山車n

Daerah d血it皿g berdasark餌sclisih antara nilai wa｣ar

atau nilai buku dcngan nilai yang dit狐幾叫ng pihak

asuran si.

(10) Setiap kc血r紬g紬u狐g, s皿at berharga, atau bar狐g

milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau

lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Wali

Kota selaku PPKD melakuk紬pengakuan pembeb紬an

Kerugian Daerah.

(I 1) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (10), berdasarkan dokumen

SKTJM, SKP2KS atau SKP2K･

(12〉 Penentuan nilai sebagaim孤a dimaksud pada ayat (2)

dilakuk紬oleh TPKD dengan pcrtimbang紬yang seadil-

a血Inya･

BAB V重工重

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Penagih狐

Pasal 42

(1) Penag血組d瓢am r紬gka penyelesai紬Ke則gian Daerah

dilakuk紬atas dasar:

a. sK叩M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(3);

b, SKP2KS sebaga王mana dimaksud dalam Pas血21 ayat

(2); atau

c. sKP2K sebagaim劃a di皿aksud dala皿Pasal 38･

(2) Penagih劃　sebagai皿ana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan Surat Penagih紬(Sin) yang

diterbi庇an paling banyak 3 (tiga) kali･

(3) Surat Pena由han (Spn) sebaga王mana dimaksud pada

ayat (2), diterbitkan atas nama　曲hak Yang

Merugikan/Pcngampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris yang bertanggung jawab atas Kerugian Daerah.

(4) Surat Penagihan (Spn) sebagaimana di皿aksud pada

ayat (2) diterbitkan Kepala SKPKD paling lambat 7

(tujuh) hari kelja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K
ditetapkan ,

(5) Suat Pcnagihan (Sin) sebagaimana pada ayat (1),
disampaik紬　kepada Hhak Yang Memgikan/

Penga皿pu/Yang Mempero重eh Hak/Ahli Waris paling

lama　3 (tiga) hari kelja setelah surat penagihan

diterbitk狐.

/6/ SL`r俄..-



(6) Surat Penag血狐(Sin) y狐g didasark紬paぬSKP2KS

sebagaim紬a亜maksud pada ayat (1) hun∬ b, paling

sedikit memuat:

a. identitas Thak Yang Merugikan/Penganpu/Yang

Memperoleh Hak/A皿Wa轟s;

b.juml血Kcmgi紬Daer血y狐g hams dibayar sesuai

dcngan jumlah dan j狐gka waktu yang ditetapk餌

dalan SKP2KS;

c. tata cara pembayaran; dan

d. tanggal jatuh tempo pembayaran･

(7) Surat penagihan (Sin) yang didasarkan pada SK動M

dan SKP2K sebagai皿ana di皿aksud pada ayat (1) bumf

a dan humf c, paling sedi貼t mcmuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Wads;

b.jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai

deng餌jumlah dan j紬gka waktu yang ditctapkan

dalam SKTJM atau SKP2K;

c. jumlah Kemgian Daerah yang harus dibayar sesuai

dengan j皿lah dan jangka waktu yang ditctapk紬

d血a皿SKTJM atau SKP2K;

d. tata cara pembayar紬; dan

e. tanggal jatuh tempo pembayaran･

(8) Surat Penagihan (Spn) atas penyelesaian Kemgi紬

Daerah melalui penerbitan SKTJM sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. surat penagihan (Spn) pcrtama diterbitkan setelah

Pihak Yang Merugikan/ Penganpu/ Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris mengakui me車adi t紬ggung

jawabnya dan bersedia men認anti Ke調gian Daerah

dengan men狐datang狐i SKTJM sebagaim孤a

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) yang diakui sebagai

dasar pcnagih弧perta皿a piutang daerah;

b. Dalam hal Pihak Yang Memgikan/Penga皿pu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas

waktu pembayaran sebagaim紬a tercan血m dalam

SKTJM belum memenuhi kewajibannya, maka paling

lama　7 (tujuh) hari kalender Kepala SKPKD

mcnerbitkan Surat Penagihan (Sin) kedua sek血igus

berlaku sebagai teguran tertulis pertama sesua王

dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 ayat (3);

c. Dala皿hal陣hak Yang Memgikan/Pcng劃pu/ Yang

Mempe｢oleh Hak/Ahli Wads sampai dengan batas

waktu pembaya重an sebagaim狐a terc劃tum dalam

SKTJM belum memenuhi kewajibannya, maka paling

lama　7 (t巾uh) hah kalcnder Kepala SKPKD

menerbitkan Surat Penagihan (Spn) ketiga sekaligus

berlaku sebagai teguran tertulis kedua sesua王deng紬

SKTJM sebagaimana dimaksud d血am Pasa= 9･

d. Datαm,…..



d. D血a皿hal Hhak Yang MeⅢg取組/Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/Ahli W狐is setelah 7 (tujuh) hari

kalender belum memenuhi kewaj ibannya

sebagaimana dimaksud pada huruf c, menjadi dasar

pemyataan w紬prestasi untuk scla両utnya

penyelesaiamya diproses penerbit狐　SKP2K oleh

Majelis.

(9) Penerbitan Surat Penagihan (Spn) atas penyelesai紬

Kerugian Daerah melalui penerbitan SKP2KS

sebaga王m狐a di皿aksud d血am Pasal　21 ayat (2)

dilakuk紬dcngan ketentuan sebagai bcrikut:

a. surat penag血紬(Spn) pe正ama diterbitk紬setelah

SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pas租2 I ayat

(2) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagih狐

pertama piutang daerah;

b. Dala皿hal Hhak Yang Merugik紬/Peng劃pu/ Yang

Memperoleh Hak/Ahli Wads sampai dengan batas

waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam

SKP2KS belum memenuhi kewajibarmya, paling lama

7 (叫uh) ha正kalende重Kep血a SKPKD menerbitkan

Surat Penagihan (Sin) kedua sckaligus berlaku

sebagai teguran ter血1is pert卿a sesuai dengan

SKP2KS sebagaim狐a dimaksud dalam Pasal 22;

c, D租am hal Pihak Yang Mc州毎k紬/Pengampu/ Yang

Me皿peroleh Hak/Ah虹Wahs sampai dengan batas

waktu pembaya重an sebagaimana tercantum dalam

SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, maka pal血g

l狐a　7 (t可uh) ha正　kalencler Kepala SKPKD

menerbitkan Surat Penagihan (Sin) ketiga sekaligus

berlaku sebagai teguran tertulis kedua. Sesuai dengan

SKP2KS scbagaimana dimaksud dala皿Pasal 38 ayat

( 1) ditetapkan;

d. Dalam hal P血ak Y組g Memgikan/Pengampu/ Yang

Me皿peroleh Hak/Ahli Wads setelah 7 (巾uh) hah

kalender belum memenuhi kewaj ibannya

sebagaimam dimaksud pada hu｢血c, me可adi dasar

pertimbang狐　keputusan Majelis sebagai皿紬a

di皿aksud dala皿P盆sal 38争yat (I) ditetapk孤･

(10) Penerbitan Surat Penagih紬(Spn) atas penyelcsai劃

Kerugian Daerah melalui penerbitan SKP2K

scbagaimana dimaksud d粗am Pasal 35, Pasal 36 din

Pas瓢38 d虹akuk紬deng劃ketentuan sebagai bc｢ikut:

a. surat penagih紬(Spn) perta皿a diterbitkan sctelah

SKP2K sebagaim紬a dimaksud d血a皿Pasal 35, Pasal

36　dan Pasal 38 diterbitkan, yang diakui sebagai

dasar penagihan pertama piutang daerah;

b. Dala皿hal陣hak Y劃g Memgika皿/Penga皿pu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Wads sampai dengan batas

waktu pembayaran sebagalmana tercantum dalan

SKP2K belum memenuhi kewajibannya, maka paling

l劃a　7 (t可uh) ha轟　kalenclcr Kepala SKPKD

menerbitkan Su重at Penagihan (Sin) kedua sekaligus

b�&ﾆ�ｷR�6V&�v���FVwW&���FW'GVﾆ�2��W'F�ﾖ��6W7V��

dcnga皿SKP2K sebaga王皿狐a di皿aksud dalam Pasal

35, Pasal 36 dan Pasal 38;

c. DaJclm...



c. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Hak/Ahli Wads sampai dengan batas waktu

pembay狐紬sebagaimana tercantu皿d血am SKP2K

bclum memenuhi kewajibamya, maka p瓢ing lama 7

(叫uh) ha五kalender Kcpala SKPKD menerbitkan

Surat Penagihan (Spn) ketiga sekaligus berlaku

sebagai teguran tertulis kedua sesuai dengan SKP2K

scbagaimana dimaksud dala皿Pas血35, Pas血36 dan

Pasal 38 ditetapkan;

d. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang

Hak/Ahli Waris setelah 7 (tujuh) hari kalender belum

memenuhi kewajibamya sebagaimana dimaksud

pada bumf c, W血i Kota menyer血k紬penyelesai狐

Kerugian Daer血kepada inst劃si yang men紬g紬i

Piutang Daerah ･

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 43

(1) Berdasark狐surat penag血紬sebaga王m狐a dimaksud

dalam Pasal　42　　ayat　(2),　Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris menyetorkan ganti Ke則gi紬Daerah ke Rekening

Kas Umum Daerah.

(2) Penyetoran gand Ke皿gian Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) , dilakukan melalui:

a. bank;

b. Iembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau

c. bendahara peneh皿a餌･

(3) Dalan hal penyetoran dilakukan melalui bendahara

penerima紬sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bumf

c, bendahara pene轟maan menyctorkan ke Reken血g Kas

Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang

diteh皿a oleh bendahara penehmaan･

BABIX

pENATAusAHAAN, AKUNTANsl DAN pE払poRAN

Pasal 44

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan

buk也penyelesai孤Kemgi紬Daerah･

Pasal 45

(1) Kepala SKPKD　皿e皿berika皿　t紬da terima bukti

pembayaran tcrhadap setiap pembayaran yang

dilakukan oleh陣hak Y紬g Me皿gik狐/Penga皿pu/Yang

Mempcroleh Hak/Ah脆Wa重is ke Rekening Kas Umum

Daerah.

/2/ Kepaぬ....



(2) Kep血a SKPKD皿enerbitk劃S皿at Keter紬g狐で紬da

Lunas (SKTし) kepada Hhak Yang Memgikan/

Pengampu /Y紬g Memperoleh Hak/A皿Waris yang

telah melakuk組penyetor孤　ganti Kemgian Daerah

sesuai dengan jumlah d紬jangka waktu tercantum

dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K〃

(3) Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditandat餌gani oleh Kepala

SKPKD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K･

(4) Surat Keterang肌T紬daしunas (SKTL) sebagaim狐a

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a.量dentitas Hhak Yang Memgikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Wads;

b.jumlah Kerugian Daerali yang telah dibayar sesuai

dengan jumlah dan j紬gka waktu y紬g ditetapkan

dala皿SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;

c. pemyata紬　　　bahwa　　　曲hak Yang

Mcmgikan/Penga皿pu/Y狐g Memperoleh Hak/ Ahli

Waris telah melakukan pelunasan g狐ti Kemgian

Daerah;

d. pemyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal

surat keterangan tanda l皿as y紬g ditcrbitkan atas

dasa重pelunasan SKTJM; dan

e. pemyataan pengembalian harta kekayaan yang disita,

dala皿　hal surat kete重弧gan tanda l皿as yang

ditcrbitk紬　atas dasar pelunasan SKP2KS atau

SKP2K.

(5) Dalam hal SⅢat Keterangan T紬da Lunas (SKTL)

diterbitk紬atas dasa重pclunasan SKTJM, pembe正an

Surat Keterangan T狐da Lunas (SKTし) kepada Pihak

Y劃g Mem劉生紬/ Penga皿pu/Y狐g Me皿peroleh Hak/Ahli

Wahs sebagai皿ana di皿aksud pada ayat (1) disertai

deng弧pengcmb血ian dokumcn yang terkait dengan

penyerahan barang jaminan.

(6) Dalan hal terdapat harta kekayaan Pmak Yang
Me則gikan yang telah disita atas das狐SKP2KS atau

SKP2K, pemberian Surat Keterarigan Tanda Lunas

(SKTL) kepada Hhak Yang Memgika皿Yang Mempcroleh

Hak/Ahli Waris sebagaimana pada ayat (1) disertai

dengan surat pemohonan pencabutan sita atas ha巾a

kekayaan kepada血sta皿si y孤g berwenang･

(7) Kepala SKPKD menyampaikan Surat Keterangan Tanda
Lunas (SKTL) sebagai皿紬a髄maksud pada ayat (I)

disampaikan kepada:

a. Bad狐Pe皿er膿sa Keu狐gan;

b. Majelis;

c. pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Wads yang melakuk劃penyetoran g紬ti

Ke田虫an Daerah; din

d. Inst劃si yang berwenang皿elakukan sita a･tas ha正a

kekayaan I

Pasαi 46. …



Pasal 46

(i) Atas dasar Surat Kcter餌gan T紬da山nas (SKTL)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7), Wali

Kota selaku PPKD mengus山kan penghapusan:

a. uang, surat berharga, din/atau BMD yang bera血

dalam penguasaan Pegawa王Negeri Bukan Bendahara

atau Pejabat Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang

berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam

penyelen蕊araan tugas pemerintahan･

(2) Ketcntuan tata cara penghapus紬diatur sesuai deng紬

ketentuan peratur弧pe皿nd劃g-undangan ･

Pasal 47

(1) D瓢劃hal dapat dibuktik孤b血wa ju皿l血Kemgi狐

Daerah yang tel血ditagih temyata lebih besar da正pada

yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/
Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan

pemohonan pengur紬gan tagih紬daerah･

(2) Pengurangan tagihan daerah sebagalmana dimaksud

pada ayat (1) didasark肌atas keputusan dad W血i Kota

selaku PPKD.

(3) Tata c紬a pengcmbali弧　kelebihan tagihan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

sesua王　deng劃　ketentu孤　peraturin　peⅢndang-

und紬gan ･

(4) Bendahara U皿um Daerah melakukan pengembali紬

kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (3).

(5) Dal狐hal pcngembali弧keleb血an pembaya重狐te寄adi

setelah tahun anggaran berkenaan, dibeb紬kan pada

belanja tidak terduga.

(6) Dalam hal Pihak Yang Merugiakan/Pengampu/Yang
Me皿per○○eh Hak/Ahli Wa工is telah melakukan

penyetor孤　ke Kas Daerah,　円hak Y弧g

mem産k紬/Pemg劃pu/Yang Memperoleh Hak/AhⅡ

Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian

kelebih弧　setoran atas Ke動産皿　Daerah atas dasar

pengurangan ta嚢han.

Pasal 48

Akuntansi dan pelaporan keu紬g紬　dalam r紬gka

penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan pera血ran pe調ndang-皿dang紬･

BABX….



BABX

PENYERAHAN UPAYA PENAGIⅡAN KERUG量AN DAERAH

KEPADA INSTANS重YANG MENANGAN工PENGURUSAN

PIUTANG DAERAH

Pas瓢49

Wan Kota menycrahkan upaya penagihan Kemgian Daerah

kepada instansi y餌g menangani pengumsan piutang daerah

berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas pen綬anti紬

Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20, paling lambat 30 (tiga puluh) hah

sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 50

D血劃　hal Hhak Yang Memgik狐/Pengampu/Y弧g

Memperoleh Hak/Ahli Wads tidak dapat men幾皿ti Kemgi紬

Daerah dalam jangka waktu yang ditetapk狐d瓢am SKP2K

sebaga上mam dimaksud d瓢a皿　Pas瓢　38, Wall Kota

menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada

instansi yang menangani penguⅢs紬piut紬g negara/daerah

sesuai ketentuan perat皿an pemndang置undangan･

Pas血51

(1) Kewenangan Wali Kota menyerahkan upaya penagihaT
Kemgian Daerah kepada instansi yang menangam

penguⅢsan piutang neg紺a/daerah sebagaimana

di皿aksud d血am Pas血49 d劃Pasal 50 dilaksanakan

oleh Kcpala SKPKD.

(2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada
血stansi y紬g皿en狐gani penguⅢs紬piutang daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanak紬

sesuai ketentuan peraturan pe則ndang-undangan･

BABXI

PEN GHAPU SAN

Pasal 52

(1) Wali Kota selaku PPKD dapat men糾sulkan

penghapu san :

a. uang, surat berharga, dan/atau barang mi批daerah

y紬g berada d瓢am penguasa狐Pegawai Negeh Buk紬

Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau

b.uang dan/atau barang bukan milik daerah yang

berada dala皿　penguasaan Pegawa王　Nege丘　Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalan

penyelenggaraan tugas pemerintahan.

/2/ Ke�Xｭf誚�v停籵



(2) Kewenangan Wali Kota selaku PPKD mengusulkan

penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas

dasar:

a. pe誼mbangan penghapus紬sebagaimana d血aksud

dala皿Pasal 30 ayat (2) huⅢf a atas putus劃sidang

Majelis terbukti bahwa kekurangan barang bukan

disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai

dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

La王n;

b. Pe轟imbang肌penghapus紬sebagaimana dimaksud

dalam Pas血40 ayat (1) huⅢf b atas putusan hasil

sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang

telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan

dari ELak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Wads;

c. surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kemgi餌

Daerah; atau

d.耽hak Yang Memgikan/Pengampu/Yang Mcmperoleh

Hak/A珊i Wa貢s yang telah melakukan penyetor狐

pclunas紬ganti Kemgian Daerah ke Kas Daerah

sesuai deng紬　ju皿lah din　jangka waktu y狐g

tercantum dalan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dan

dinyatakan telah皿elakukan pelunas紬dengan Surat

Kete｢ang紬Tandaしunas (SKTL主

(3) Kewenangan Wali Kota selaku PPKD scbaga血狐a

dimaksud pada ayat (2) mengusulkan penghapusan

BMD atau barang bukan milik daerah dilaksanakan oleh

Kepala SKPD selaku Pengguna Barang･

(4) Kepala SKPD dalam mengusulk弧penghapusan BMD

atau bara皿g bukan milik daerah atas das狐

sebaga王皿ana dimaksud pada ayat (2)･

(5) Dalam hal mengusulkan penghapusan BMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD

selaku Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan

BMD dimaksud secara beljenjang kepada Pengelola

Barang deng紬　melampirkan dokumen seperlunya･

antara lain Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak

Penggしina Barang･

(6) D瓢am hal mengusulk狐pcnghapus劃uang dan/atau

surat berh紬ga sebagaimana dimaksud pada盆yat (i),

dilakukan sesuai ketentuan peraturan pe皿da皿g-

皿dan8餌･

BAB X重工

pENGHApusAN plu皿NG ATAs KERUG量AN DAERAH

Pasal 53

(1) Wali Kota melakukan penghapusan piutang Kerugian
Daerah yang dikateg〇五kan piut狐g macet sesuai dengan

ketentuan pera血ran pemnd狐g-undangan berdas狐k紬

pertimbangan da丘inst紬si y狐g men狐gani uⅢs紬

utang/piutang negara･

β) Se極れ用･



(2) Sc虹n per儀mb劃gan dari inst紬si y紬g menangani

umsan uta皿g/piut狐g negara, penghapusan piutang

Kemgi紬　Daer血　dilakuk狐　setelah mendapat

persct可uan dad Ba･d弧Pemeriksa Keuangan･

(3) Penghapus紬piutang seba如ma皿a di皿aksud pada ayat

(1) ditetapk紬dengan Keputus紬Wali kota･

BAB X賞重重

KEDALUWAR SA

Pasal 54

(1) Kewajiban Flhak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Mcmperoleh Hak/Ahli Wads untuk皿e皿bayar g狐ti

rugi, menjadi kedaluwarsa jika:

a. dalan waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diketahuinya

Kerugian Daerah; atau

b. dalan waktu 15 (lima belas) tahun sejak terjadinya

Kerugian Daerah, tidak dilakukan penuntutan ganti

mgi terhadap Hhak Y狐g

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris.

(2) Dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diketahuinya
Kemgian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Da-erah

dilakukan ve正Ⅲ⊂asi atas kebenar狐te互adinya Ke｢ugi狐

Daerah dan dilaporkan kepa･da Wali Kota selaku PPKD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak

dilakukan penuntut劃ganti mgi terhadap P血ak Y弧g

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hck/Ahli

Waris.

(3) Dalam waktu 15 qima belas) tahun sejak terjadinya

Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, terhitung sejak Wali Kota selaku PPKD

me叫yet可ui la.por孤hasil pemer批saan yang dilakukan

oleh TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) tidak melakuka皿penuntutan ga皿ti rugi terhadap

陣hak Yang Memgik孤/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Wads.

Pasal 55

T劃ggung jawab Peng劃pu/Y紬g Memperoleh Hak/Ahli

Wads untuk membayar ganti Ke重ugian Daerah me調jadi

hapus apabila d軸am wak血10 (sepuluh) tahun s匂ak

putus弧pengad遭an yang meneぬpkan pcngampuan kepada

Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Meru由kan

diketahui mela轟k孤　dih atau men血ggal dunia,

Peng劃pu/Y餌g Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak亜beri

tahu oleh Kepala SKPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB joy....



BAB XIV

pE船脚RAN pENyELESA量AN TUNTUTAN

GANT重KERUGIAN

Pasal 56

Wa止Kota皿elapork紬penyelesai狐Kemgi弧Daerah kepada

Badan Pemeriksa Keu紬gan pa獲ing重ambat 60 (enam puluh)

hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dmyatakan

selesai.

BAB XV

KETER払重TAN sANKsl TUNTUTAN GANTI

KERUGIAN DENGAN SANKSI LA工NNYA

Pasal 57

(1) Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk
men認anti Kemgian Daerah dapat dikenai sanksi

ad皿inistratif berupa hukuman disiplin ataupun

pembebas tugasan dad jabatan atau sanksi血n yang

ditetapkan dengan peratu則　pemndang-undangan

dan/ atau sanksi pidana･

(2) Pengenaan sanksi kepada Pihak Y紬g Me則gikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu

menunggu sanks=ain yang akan dikenakan kepada
皿hak Yang Memgikan〃

(3) Pengenaan sanksi ad皿inistratif sebagai皿ana di皿aksud

pada ayat (1) mempenimb狐gkan penetap孤　atas

tindakan y紬g menga出batkan Ke調gi孤Daerah yang

dilakuk紬Oleh Pihak Yang Memgikan･

Pasal 58

恥tusan pidana tidak皿e皿bebaskan剛hak Yang Memgikan

da五Tuntunan Ganti Kemgian.

Pasal 59

(1) Dal劃hal putusan pengadil紬yang telah mempunyai

kekuatan huku皿tetap menetapkan nilai pengganti狐

Kerugian Daera血　berbeda dengan jumlah Kerugian

Daerah ymg te｢cantum d祖劃　SK叩M, SKP2KS･

dan/atau SKP2K, Kemgian Daerah hams dikembalikan

oleh Pihak Yang Merugikan sebesar junlah Kerugian

Daerah yang tercantum dalam SK乱丁M, SKP2KS,

dan/atau SKP2K･

(2) Dal劃　hal telah dnakukan eksekusi atas putusan

pengadilan yang tclah me皿punyai kekuatan hukum

tetap untuk pengg餌ti弧Kemgian Daerah dengan cara

disetork紬　ke Rekening Kas Umum Daerah,

pelaksanaan皿ntutan Ganti Kemgian Daerah melalui

SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K dalam upaya

pengembali狐Kcmgian Daerah diperhitungkan sesuai

dengan jumlah pen籠餌ti餌　Kemgian Daerah atas

putusa皿pengad皿劃di皿aksud yang sudah disetorkan ke

Rekening Kas Umum Daerah･

/3/ Daねm...



(3) Dalan hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah
atas eksekusi putusan pengadilan yang telah

mempunyai kckuatan hukum tetap maka penyetor紬

di皿aksud diperhi山ngkan sebagai pengembali劃

Kerugian Daerah dalam pelaksanaan皿ntutan Ganti

Ke関南a皿Dae重ah mel瓢ui SKTJM, SKP2KS, d紬/atau

SKP2K.

BAB XV賞

PRO SEDUR TUNTUTAN GANT重KERUG量AN DAERAH

Pas狐60

(1) Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagalmana
髄maksud da｣am Pasal　3　ayat (1) tc｢dih atas　9

(sembilan) , yaitu:

a, sumber　置nめ血asi din　Pelaporan Tuntutan Ganti

Kerugian yang terjadi di SKPD, sebagaimana

terc紬tum dala皿しampiran 1 yang mempakan bagian

tidak te叩isahkan dad Pcraturan Wali Kota ini･

b. sumber !nfbmasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti

Kemgian yang Te重jadi/Dilakuk劃　oleh Kep血a

SKPKD/BUD,　sebagaimana tercantum dalam

L劃piran　暮工　y孤g mcmpakan bagian tidak

terpisahkan dad Peraturan Wali Kota ini･

c. penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang

dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

Pejabat Lain-Melalui Penerbitan Surat Keterangan

T紬ggung Jawab Mu廿ak (SK調M), sebagaimana

tercantum dalam Lamp正an 1○○　yang mempakan

bagi弧tidak terpisahkan dad Peraturan Wali Kota血i･

d･Penyelesai紬　Tuntutan Ganti Kerugian yang

dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

Pejabat Lain-Melalui Penerbitan Surat Keputusan

Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

(SKP2KS) , sebagaimana tercantum dala皿La皿piran IV

yang mempakan bagian tidak terpisahk紬　dari

Peratur弧Wa止Kota ini.

e･Penyelesai餌　皿ntut狐　Ganti Kemgian yang

dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

P匂ab at Lain- M elalui Maj e lis Pertimb angan

Penyelesaian Ke調gi紬　Daerah-Kekurangan Uang,

Surat Berharga, din/atau Barang Milik Daerah

Bukan Disebabkan Perbuatan Melan擦ar Hukum atau

しalai, sebagaim劃a tercantum dalam La皿piran V yang

mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Wali Kota血i.

f. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang

di重akuk紬oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

P匂abat Lain-Mel血ui M aj clis Pertimbanga皿

Penyelesaian Kemgian Daerah Pihak Yang

Mcmgikan/Pengampu/Yang Me皿peroleh Hak/ Ahli

Waris dinyatakan Wanprestasi,　sebagaim狐a

tercantu皿　d血am Lampiran　Ⅵ　y狐g mempak狐

bagian竜dak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini･

g･ Peれgelesa事の｢し…



9.Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang
Dnakukan oleh Pegawa王　Negeri Bukan Bendahara

atau pejabaLt Lain-Melalui Majelis Pertimbangan

Penyelesaian Kemgian Daerah Pihak Yang

Memgikan/Peng狐pu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

W狐is Tidak Mengajukan Keberatan atas terbitnya

SKP2KS, sebagaimana tercantum dal劃Lampiran Ⅵ量

y狐g meⅢpakan bagi狐　tidak te叩is血k劃　dari

Pcraturan Wali Kota ini.

h.Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang

Dilakuk狐　oleh Pegawai Ncgeh Bukan Bendah狐a

atau pejabat Lain-Melalui Majelis Pertimbangan

Penyelesalan Kerugian Daerali-Pihak Yang

Mem産k紬/Pengampu/Yang Memperoleh Hah / Ahli

Wa正s Mengajuk紬Keberatan atas terbitnya SKP2KS,

scbaga土m紬a tercantum dalam Lampiran Ⅵ重量yang

meⅢpakan bagian tidak terpisahk紬dari Peraturan

Wali Kota ini.

i. Penagihan dan Penyetoran G紬ti KeⅢgian,

sebagaimana tercantum dalan Lampiran IX yang

mempakan bagi狐tidak tcrpisahkan dari Peraturan

Wali Kota ini.

(2) Fomat dokumen:
a. SKTJM;

b. KP2KS;

c. Keputusan pembebasan tanggungjawab kerugian

daerah;

d. KP2K atas町oses KP2KS;

e. KP2K atas KTJM w狐prestasi;

f･ penagihan atas kemgian daerah;

g･ surat keter紬gan lunas;

h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan

se toran ;

i, da虹a重kemgian daerah;

j. dokumen Tim Penyelesai紬Kemgian Daerah; din

k.do血men Majelis Pertimbangan Penyelesaian

Kerugian DaLerah sebagaimana tercantum Lampiran X

Peratur劃W瓢i Kota ini yang mempak狐bagian tidak

terpisahkan dad Peratur狐W瓢i Kota ini･

BAB XVII

KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 61

(1)恥tusa皿pcngenaan皿ntutan Ganti Kemgian Daerah

kepada Pihak Y狐g Memgikan y紬g telah diterbitkan

sebelum Peraturan Wali Kota血i berlaku, d血yatakan

masih tetap berlaku.

(2) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan
terhadap P血ak Yang Memgikan sebclum berlakunya

Peraturan Wall Kota i正　tunduk pada Peraturan

Perundang-undangan yang sebelumnya･

(3) Kerugian Daerah yang teljadi sebelum berlakunya
Pcraturan W血i Kota ini dan belum dilakukan Tuntutan

Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan G狐ti Kem産an

be岬edom紬pada･ kctentuan d血am Peraturan W瓢i Kota

ini.

BAB Xl/Ⅱ手…



BAB XV工II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peratu丁劃Wali Kota血i mulai berlaku, Pe重atura皿

Wali Kota Nomor　23.a Tahun　2016　tcnt紬g Tata Cara

Penyelesaia皿Tuntutan Perbendah紬aan dan皿n巾tan Ganti

Rugi Keu紬gan dan Barang Daerah Kota Sibolga (Berita

Dacrah Kota Sibolga Tahun 2016 Nomor 23･a), dicabut dan

dinyataka皿tidak berlaku･

Pasal 63

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangka皿.

Ag虹　se仕ap orang mengetahu血ya,皿eme｢intahkan

pcngundangan Peratur狐　W血i Kota ini dengan

pene皿pat紬nya dal劃Be正ta Daerah Kota Sibolga･

Diundangka皿di Sib○○ga

Pada tanggal 20 0ktober 2025

pit. sEKRETAR重s DAERAH Ko皿s量BOLGA,

dto.

ROSIDAH LUBIS

BER工船DAERAH KOTA s置BOLGA皿HUN 2025 NOMOR 690

Salinan sesuai dengan asHnya

NIP.19810705 200804 1 001



LAMPIRAN I

PERATURAN WAしI KOTA SIBOLGA

NOMOR 6l　皿HUN2o25

TENTANG

TATA CARA PBNYELESAIAN TUNTUTAN GANTl
-KE只uG払N DAE払甘TERHADAp PEGAWAI NEGE則

B恥N BENDAHARA ATAu p曲ABATしAIN

SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN
TUNTu皿N GANTI KERUGIAN yANG TER↓ADI D量sKPD

A. Dasar Hukum

1･ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik工ndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Ta血bahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2･ Undang-Undang Nomor 1 T血un 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembar狐Negara Republik宣ndonesia Nomor 4355);

3･ Peraturan Pemerintah Nomor 38 T血un 2016 tentang Tata cara Tuntutan

Ganti Kemgian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau坤abat Lam(Lembaran Negara Repub克k暮ndonesia T血un 2016 N｡m｡r

196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).

4･ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian

皿ntutan Ganti Kemgi紬Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau Pejabat Lain.

8･ Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar

hu血m atau kelalai狐Pegawai Negeri Bukah Bendahara atau坤abat Lain,

dalam Undang-Und孤g Nomor 1 T血un 2004 tentang Perbend血araan Negara

telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut

血enga皿anatk紬Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara mntut狐Ganti

Kemgian Daerah･ Am紬at tersebut te血ang dalam Pasal 63 ayat (2) Und紬g-

Und狐g Nomor 1 Tahun 2004 tent紬g Perbendahara紬Negara yaitu Tata C紬a

皿ntutan G紬ti Kemgi紬Daerah diatur dengan PeratⅧan Pemerintah.

Setiap kemgi紬daerah y狐g disebabkan oleh t血dakan melanggar hukum atau

ke霊alaian sese○rang hams diganti ｡1eh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/A皿Waris･ Pen籠孤tian kemgian daerah tersebut perlu segera

d遭a血kan untuk memulihk紬u紬g, surat berharga, dan ba重ang yang ber血rang･

Da]am hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh

tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau坤abat Lain, maka berkur紬印ya uang, surat berharga, dan bar紬g

te｢sebut髄hapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Waljkota wajib segera

melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalan

Organisasi Perangkat Dacrah yang bersangkut紬　te重jadi kemgian daerah.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian

Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesalan Kemgian Daera.h

(TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud. Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau両abat Lain y弧g telah ditetapk紬untuk men箆anti

kemgian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Adapun putus紬pidana仕dak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau p匂abat Lain dari T皿tutan Gand Kemgian Daerah. Dalam rangka

memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan me重aksanakan

ketentuan Pasal 63 ayat (2) Und狐g-Und孤軍Nomor 1 Tahun 2004 tent狐g

Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2016 tentang Tata Cara Tuntutan G紬仕Ke卜gian Negara/Daerah Terhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau P匂abat Lain dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan standar Operasional Prosedur Sumber Infbmasi dan

Pelaporan皿ntutan Ganti Kemgian Daerah yang te垂di di SKPD adalah untuk

menyediak劃pedom狐yang jelas bagi両abat/pegawai sebagai pelaksam

pengelola keuangan daerah dan/atau penge宣ola Barang Milik Daerah jika

皿ek紬isme pelaporan jika te暮jadi indikasi ke則gian daerah ba毘dalam b｡ntuk

uang maupun Barang Milik Dacrah

T可uamya adaねh untuk memban糾n sistem infbmasi dan pelapor紬Tuntut紬

Ganti Kerugi紬　Daerah yang te垂di di SKPD yang mampu mendukung

kelancaran kine直Pemerintah Daerah dalam meng劃ank紬kekayaan Daerah

糾na mendukung penyelcnggaraan pelayanan y孤g menghasilkan keluaran d紬

監護auaibnag8fp窯±esn豊8anan.:emmbe:n霊anK°dtfa霊謹t霊nK:t:Sg諾/ umum gun a

D. Pihak Terkait i

Dalam rangka pelaksana紬St紬d祉Operasional Prosedur Sumber量nめmasi dan

Pelapor紬Tuntutan G細心Kemgian Daerah y紬g te重jadi di SKPD, para pihak

yang terlibat adalah:

a･ Atasan Langsung/APIP/ BPK/ Lapor紬Masyarakat/ Pclapor secara Tertulis;

b･ Atasan Langsung/ Kepala SKPD;

c･ Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;

d. Wali Kota; dan

e. Badan Pemeriksa Keuangan.

E･ Prosedur Sumber量nfbrmasi dan Pe重apor袖山ntutan Ganti Ke調gian Daer血yang

Te寄adi/ Dilakukan oleh Kepala SKPD

1 ･ Infbrmasi te〔jadinya Kemgian Daerah bersumber dari:

a･ Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;

b･ Aparat Pengawasan lntemal Pemerintah;

c･ Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

d･ Laporan tertulis yang bersangkutan;

e･ Infbmasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;

f･ Pcrhitungan ex o縦cio; dan/ atau

g･ Pelapor secara te虹ulis.

2･ Atas紬langsung atau Kep血a SKPD wajib皿ela血kan ve融kasi terhadap

infomasi Kemgian Daerah. Setelah diperoleh infomasi terjadinya kerugian
daerah yaitu terhitung s匂ak inめmasi ke調gian daerah dilaporkan, Atasan

Langsung atau Kepala SKPD melakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya

kemgi狐daerah yang timb山tcrsebut･ Vcri熊asi dilakukan dengan c甜a

membandingkan antara catat紬　aねu lapor紬　mengenai uang/ surat

berharga/bar紬g dengan bukti鯖sik u紬g/surat berharga/barang. Kemgian

daerah yam dilakukan oleh孤ggota DPRD v色ri最kasi dilakukan oleh Se虹eta正s

DPRD.

音

3･ Dala皿h乱terdapat indikasi Keru由紬Daerah yang te重jadi di lingkungan SKPD,

hasi重veri批asi oleh Atasan L紬gsung atau Kepala SKPD disa皿pa王k紬kepada

PPKD.

4･ Da書am hal berdasarkan basil ve舶kasi terdapat indikasi Kc則gian Daerah yang

te宣jadi d=血gkungan SKPD maka ditindakla可uti oleh Kepala SKPKD selaku

Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan:

a･ melaporkan kepada Wali Kota paling lambqt 4 (empat) hari kerja;
b･ memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuang弧(BPK).

5. Laporan atau pemberitahuan disampaikan baling lambat 7 (tujuh) ham kerja

setelah diperoleh inねmasi te重jadinya Kemgi紬Daerah,

F. Persgaγatc肌....



F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang huns dipenuhi dalam Standar Operasional

打osedur Sumbcr Inめmasi dan Pelapo重袖山ntut紬G紬ti Kemgi紬Daerah yang

te重jadi di SKPD, yaitu:

a. infomasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan

b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan

Gan也Rugi.

G. Sarana dan Pras独ana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Sumber lnformasi dan Pelaporan

皿ntut孤G袖血Kerugi紬Daer血y紬g te垂di di SKPD ddak dipungut biaya.

Biaya Pelak憩naan Standar Operasional Prosedur Sumber lnfomasi dan

Pelapor狐Tuntutan Gan心Ke調度an Daerah yang teヰadi di SKPKD dibebankan

pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Sibolga.

暮･ Tempat Pelayanan

Pelay紬紬St紬dar Ope輪sion瓢打osedur Sumber重nfbmasi dan Pelapo｢an

皿ntutan Gan心Kerugi紬Dacrah yang tcヰadi di SKPD diselenggarakan pada

Inspektorat Cq. Sekretariat Tim Penyelesalan Kerugian Daerah (TPKD) Kota

Sibolga. Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang

teljadi di SKPD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



suMBER INFORMAsl DAN pE払poRAN TUNTUTAN GA叩l KERUGIAN

ⅤANG TER↓ADI/DILAKu恥N OLEH KE恥血sKPKD

A. Dasar Hukum

1● Undang-Undang Nomor 17 T血un 2003 tentang Kcuangan Ncgara

(Lembaran Negara Republik賞ndonesia T血un 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2･ Undang-Undang Nomor I Tahun 200午tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia lTahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Nega重a Republik重ndonesia Nomor 4355);

3･ Peraturan Pemehntah Nomor 38 Tahun 20 16 tentang Tata c紬a Tuntutan

Ganti Kerugi劃　Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Buk紬

Bendahara. atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2016　Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5934);

4 ’:蒜ayte蒜anMe#t岩i.aDnalGanant�隶ﾖSｦx揮ﾒ��ｶ�&W&�2�7FR�%F����ﾉ粤&XﾄSｶ�'FT跂ｦpr:

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

日･ Latar Belakang

Untuk menghindari teljadinya kemgian daerah akibat tindakan melanggar

hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,

dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara te重ah diatur ketentuan mengena王penyelesaian kemgi劃dae｢ah.

Sela可utnya Undang-Undang Nomo皐　1　Tahun　2004　tentang

Perbendaharaan Negara tersebut　調e叫gamanatkan Pemcrintah untuk

mengatur mengenai tata cara Tuntutan' Ganti Kerugian Daerah. Amanat

tersebut tertuang dala皿Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004　tentang Perbendaharaan Nega重a yaitu tata cara Tuntutan Gan竜

Kemgian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kemgian daerah yang disebabkan oleh t血daka皿melanggar hukum

atau kelalaian seseorang haⅢs diganti oleh Pihak Yang

Me則gik弧/Penga皿pu/Y餌g Memper○○eh Hak/A皿　Waris. Pen縫antian

kemgian dae重ah tersebut pe重lu segera dilakuk紬皿tuk memulihkan uang,

surat berharga, dan bar狐g yang be重中rang･ Dalam hal berkur紬gnya

uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan

melanggar hukum atau kelalaian pega可ai Negeri Bukan Bendahara atau

Pejabat Lain, maka berkurangnya uahg, surat berharga, dan barang

tersebut dihapuskan dari pembukuan･ Sehubungan dengan te宣jadinya

kemgian daerah, Wali Kota wajib segera melakukan　巾ntutan Ganti

Kerugian Daerah sctelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat

Daerah yang bersangkutan te重jadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

(PPKD) yang sela垂utnya menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

ITPKD) untuk melakukan tuntutan gapti kerugian dimaksud. Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau p匂abat Lain yang te賞ah ditetapkan untuk

menggan債ke則gian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/ atau

sanksi pidana･ Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Nege｢i

Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Dαね肋…..



Da宣am rangka me皿berik紬pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah

dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaha重aan Negara te重ah ditetapkan Peraturan

護葦馨襲韓輩輩護
C･ Maksud dan T可uan

Maksud da正penetapan Stand紬Operasional Prosedur Sumber量nfbrmasi

dan Pelaporan皿ntutan Ganti Kemgian Daerah y弧g Te重jadi/Dilakukan

SIC:±諾:/Ppa霊a菩鷲b霊#eiuakn:uankam,eenny!ee諾akne.P宝器aiaye:n蒜jdeians/ ab,窯
pengelola Barang Milik Daerah jika te重ねdi indikasi kerugian daerah baik

dalam bentuk uang maupu Barang Milik Daerah yang terjadi/ dilakukan

oleh Kepala SKPKD.

Tujuannya adala血untuk membangun sistem informasi dan pelaporan

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang te重jadi/dilakukan oleh Kepala

SKPKD, yang diharapkan mampu mendukung kelancaran kine裏ja

Pemerintah Daerah daねm menga皿ankan kekayaan Daerah guna

mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan

m紬ぬat bagi kepentingan Pemer血tah Kota Sibolga dan masyarakat/umum

guna mendukung pelaksanaan pe皿ban如nan di Pemerintah Kota Sibolga.
音

i

D.曲hak Terkait i

Da王am rangka pelaksanaan Standar Operasional Proscdur Sumber

重nfbrmasi din　Pelaporan Tuntut狐　Ganti Kemgian Daerah yang

Te重jadi/Dilakukan ○○eh Kepala SKPKD, para pihak yang ter重ibat adalah二

a･ Atasan Langsung/APIP/BPK/Laporan Masyarakat/Pelapor secara

Te轟ulis;

b･ Atasan Langsung/ Sekretaris Daerah;

c. W瓢i Kota; dan

d. Badan Peme正ksa Keuanga皿.

E･ Prosedur Sumber　工nfo皿asi dan Pelaporan T皿tutan Ganti Kemgi紬

Daerah yang Te寄adi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD

1 i Inねrmasi te重jad血ya Kemgian Dae重ah bersumber dari:

a･ Hasil pengawasan yang di賞aksanakan oleh atasan langsung;

b. Aparat Pengawasan重ntemal Pemcrintah;

c･ Pemehksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

d･ Lapo重an tertulis yang bersangkutan;

e･重nformasi tertu止s dari masyarakat secara bertanggung jawab;

f. Perhitungan ex o鯛cio; dan/ atau

g･ Pelapor secara tc轟ulis.

2● Sekretaris Daerah wajib melakukan vcr沌kasi terhadap infbrmasi

Kemgian Daerah. Setelah diperoleh infbrmasi te重jadinya kerugian daerah

yaitu terhitung sejak informasi kerugian daerah diketahui/ dilaporkan,

Sekretaris Daerah melakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya

kemgian daerah y劃g ditimbulkan oleh Kepala SKPK Ven宜kasi

dilakukan dcngan cara memb紬dingkan antara catatan atau量aporan

mengenai uang/surat berharga/ baraTg dengan bukti fisik uang/ surat
b erh arga / b arang.　　　　　　　　　　~

3. Dalam hal t｡rdapat indikasi K｡mgial Da｡rah yang t｡垂di/dil｡血k紬

oleh Kepala SKPKD, basil ve重搬kasi oleh Sekretahs Daerah disampaikan

kepada Wa脆Kota.

4.Dαlα肌白.



4･ Dalam hal berdasark餌　hasi量ve亜kasi terdapat indikasi Ke則包an

Daerah yang teljadi/dilakukan oleh Kepala SKPKD maka ditindak]anjuti

dengan ketentu紬Wali Kota皿embehtahukan kepada Bad狐Peme正ksa

Keuang劃(BPK) ,

5･止poran atau pembeh自huan disampa王kan paling lambat 7 (叫uh) hah

ke宣ja setelah diperoleh inめ調asi te寄adinya Kemgian Daerah.

F･ Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar

Operasional打osedur Sumber重nめmasi dan Pelapora皿Tuntutan Ganti

Kemgi紬Daerah yang Te重jadi/ Dilakuk紬oleh Kepala SKPKD, yaitu :

a･ infbmasi atau laporan indikasi Kemgian Daerah; dan

b･ ketentuan peraturan pcmnd紬g-undangan yang berkait狐　deng紬

Tuntut紬G紬ti Rugi.

G･ Samna dan Prasar紬a Pelay孤an

Alat tulis kantor, ruang kelja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana

tran spo轟asi.

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional　打osedur Sumber Infbrmasi dan

Pelaporan Tuntutan Gan也Kemgian Daerah yang Teエゴadi/Dilakukan oleh

Kepala SKPKD　竜dak d工pungut bi争ya･ Biaya Pelaksanaan Stand紬

Operasiona｣打osedur Sumber量nめmasi dan Pelapor紬Tuntut狐Ganti

Kerugian Daerah yang Te重jadi/Dilakukan o重eh Kepa賞a SKPKD dibebank狐

pada Dokumen Pelaksana紬An縫aran (DPA) Se虹etahat Daerah Kota

Sibolga.

I. Tempat pelayanan

Pelayanan St弧dar Operasional Prosedur Sumber lnめmasi dan Pelaporan

皿ntutan Ganti Kemgian Dae｢ah yang Teエゴadi/Dilakukan oleh Kepala

SKPKD diselen銘arakan pada k紬tor Se血etariat Daerah Kota Sibolga･

Standar Operasional打osedur Sumber lnめmsi dan Pelaporan Tuntut狐

G紬ti Kerugian Daerah y紬g Te寄adi/Dilakuk劃oleh Kepala SKPKD ini

berlaku sejak tanggal ditetapkan.



皿MPIRAN量11

pB払TURAN wÅLI KOTA s宣BOしGA

嵩NM笠Rd G, TAHUN2025
皿TA CARA pBNⅤ田LESAIAN TUNTu皿N GANTI

KERUGIAN DAERAH TERHADAP PBGAWA【 NEGBRI

BUKAN BENDAHARA ATAU P且｢ABAT LAIN

PENⅤELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG D量LAKu恥N OLEH

pEGAWAI NEGERI Bu払N BENDAHARA A皿u pE↓ABAT LAIN-MELALUI

pENERB工船N SURAT KBTERANGAN TANGGUNG ↓AWAB MUTLAK (sK叩M)

A. Dasar Hukum

l･Undang-Undang Nomor 17　Tahun　2003　tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik重ndonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undmg Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik重ndonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemehntah Nomor 38 Tahun 20 16 tentang Tata cara Tuntutan

G紬ti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan

諾:ha蒜] :taRo詳baitg 6L,afnTa(EebmahbianLeN:議nRe器護嵩謡
Indonesia Nomor 5934);

4.Peraturan Mente正　Dalam Negeri Nomor 133　Tah皿　2018　tentang

Penyelesaian皿ntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

B.鴫tar Belakang

Untuk menghindari ter]’adinya kerugian d生erah akibat tindakan melanggar

hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,

dalam Und弧g-Undang Nomor 1 Tahun　2004　tentang Perbendaharaan

Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kemgian daerah.

Sela可utnya Undang-Und狐g Nomor　1　Tahun　2004　tentang

Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pcmerintah untuk

mengatur mengenai tata cara巾ntutan Ganti Ke｢ugian Daerah･ Amanat

亡ersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun

2004　tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti

Kemgian Daerah diatur dengan Pe重aturan Pemerintah･

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum

atau kelalai貧n sese○rang hams diganti oleh Pihak Yang

Memgikan/Pengampu/Yang Mempe｢oleh Hak/Ahli Waris･ Penggantian

kemgian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang,

surat be｢harga, dan barang yang berkurang･ Dalam hal berkurangnya

uang, surat berharga, dan barang ddak disebabkan oleh tindakan

melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang

tersebut dihapuska皿dah pembukuan. lsehubungan dengan te暮iadinya

韓誌:’s謡hKiteang?,aibu�8揮�'v��~ﾉ_3ｦ�#ｦ�ｦ鐙ｽg'FfV�&�ｦv�ｶ��C｠
Daerah yang bersangkutan teljadi her+gian daerah. Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

(PPKD) yang sela可utnya menugaskan Tim Penyelesai紬Kerugi狐Daerah

(TPKD)皿tuk melakukan tuntut紬ganti kemgian dimaksud･

Pega重〃ai....



Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang tela血ditetapkan

護護輩豊艶輩輩欝
Perangkat Daerah dan melaksanak紬ket申tu紬Pasal 63 ayat (2〉 Und紬g-

Undang Nomor 1 Tahun　2004　tentang Perbendaharaan Negara te重ah

ditetapk狐Pera･turan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20 16 tentang Tata Cara

Tuntutan Ganti Kemgian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau P匂abat Lain dan Peraturan Mente｢i Dalam Negeri Nomor

133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian皿ntutan Ganti Ke調gian Daerah

terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C･ Maksud dan T可u紬

Maksud dari penetapan Standa重　Operasional Prosedur Penyelesaian

Tuntut狐Ganti Kemgian yang D遭akuk紬oleh Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain-Melalui ; Penerbitan Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak (SK叩M) adalah untuk menyediakan pedoman

yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagail pelaksana pengelola keuangan

daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dal劃　menyelesaikan

Tuntut劃　G紬ti Kemgian yang D組akukan oleh Pcgawai Negeri Bukan

Bendahara atau P句abat Lain-Me重alui Pencrbitan Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Tujuannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian Tuntutan Ganti

Kemgian yang D遭akuk狐oleh Pegawai Negcri Bukan Bendahara atau

P匂abat Lain-Mel血ui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mu也ak

(SKTJM), yang diharapkan manpu mendukung kelancaran kinerja
Pemerintah Daerah dalam menga皿ankan kekaya狐　Daerah guna

mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluara･n dan

manぬat bagi kepentingan Pemehntah Kota Sibolga d紬皿asy亀rakat/umum

guna mendukung pelaksanaan pembanguTan di Pemerintah K｡ta Sibolga.

D. Pihak Terkait

Dalam r劃gka pelaks弧aan Standa重Operasional Prosedur Penyelesai狐

Tuntutan Ganti Kemgian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain-Melalui Penerbitan Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak (SKmM), para pihak yang terlibat adalah:
1. Wall Kota selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;

2. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;

3. Tim Penye獲esaian Kemgi紬Daerah (TPKD); dan

4･ Pihak/ Or紬g ymg Diduga Menyebabkap KeⅢgian Daerah〃

E ･言霊ewdair N嵩:rie]:Su:a詰霊uiaan.a GaTat: |�VXｮﾖ#｢ﾆ�菷��i������ｦ耡�)MP

Surat Ketcr紬gan T狐ggung Jawab Mutlak (SKTJM)

1. Berdasarkan laporan hasil verifikasi du生aan teljadinya Kerugian DaLerah,

Pejabat Penyelesal Kerugian Daerah (PPKD) dalan hal ini adalah

Walikota, hams me種yelesaikan Kemgian Daerah deng紬皿elaksanakan

皿ntutan Ganti Kemgian･ PPKD meHmpahkan wewenang penyelesaian

Kemgian Daerah kepada Kepala SKPKD selaku BUD untuk kerugian

daerah yang dilakukan oleh Pegawa王| Negeri Bukan Bendahara atau

Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahaf Daerall.

2. Dalam rangka pcnyclesaian Kemgia細‖ Daerah, PPKD memben調k Tim

Penyelesa王an Kemgi紬Daerah (TPKD)･ i

3. 7PKD….



3. TPKD melakukan (menyelcsa此an) pemeriksa紬Kemgian Daerah paling

lambat 7 (tujuh) hari kelja setelah menerima Surat Tugas dari KepalaL

SKPKD. Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki亡ugas dan

wewe nang:

a. Menyusun kronologis te宣jadinya Kcrugian Daerah;

b. Mengumpu此a皿bukti pendukung t帥adinya KeⅢgian Daerah･ Bukti

diperoleh melalui pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau

誤読諾護謹欝聾e嵩
培
KD dalam menghitung jumlah

timbangan dari pihak yang

memili瞳kompetensi;　　　　　　　音

d. Menginventarisasi harta kekayaan , milik Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagal jaminan

penyelesaian Ke調由an Daerah;

e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepadよppKD/Wali Kota melalui Kepala

詳
SKPKD selaku Pejabat yang

PPKD/Wali Kota.

Daerah untuk dimintakan tanggapan･

5. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Ke調gian Dae｢ah memberikan

Tanggapan atas Hasil Pemeriksa餌kepada TPKD paling lambat 14

(empa_t belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara

disampaikan Oleh TPKD ･

6. Dalam hal TPKD menehma dan menyetujui亡anggapan dari Pihak/Orang

yang Diduga Menyebabk紬Kemgi狐Daerah, TPKD memperba亜hasil

pemeriksa盆n･

Dalam hal TPKD menolak tanggapan Pihak/Orang yang Diduga

Menyebabkan Ke調gi紬Daerah) TPKD melampirkan tanggapan atau

虹ari正kasi tersebut dalam laporan basil pemeriksaan i

Dalam hal TPKD tidak menehma tangg盆pan Pihak/Orang yang Diduga

Menyebabkan Kerugian Daerah皿aka dianggap tidak ada kcberat紬atas

basil pemeriksaan･

7 :Kei:u嵩PsarKkpaKnD I::]°= phe申:r:k:aeT豊急P!eKwDa/nB#

dari PPKD/ Bupati･

しaporan hasil peme正ksaan menyatakah bahwa kekurangan uang, surat

berharga, d紬/atau bar紬g disebabk狐perbuatan melanggar hukum

atau l狐ai Pegawai Negeri Buk紬Bend糾ara aねu坤abat Laporan basil

pemehksa紬皿enyatak紬bahwa kekur紬gan uang, surat berharga,

dan/atau bar紬g bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau

lalai Pegawal Negeri Bukan Bendahara atau Pej abat Lain.

富aalng hs霊atap:re=h霊] p:諾an軍eannygata霊�V&&��｣｢�ｶW�ｶY���ﾐ

Fe窪=a:.araln?uL誓a誌silialp:m嵩[gkas黒帯igfenr: s誌]Fk:tnm:emnuda:ara atau
a. Dasar Penugasan TPKD;

b. Pihak yang bertanggung jawab atas teljadinya Kerugian Daerah;

c･ Kategori perbuatan yang menga虹ba此紬Kemgian Daerah yaitu

perbuat紬melanggar hukum atau lalai;

d. jenis objek Kerugian Daerah;

e. Jumlah Kemgian Daerah;

f. Reko皿endasi Hasil Pemeriksaan; dani

g● Kes宣mpulan　　　　昌　　　8樹



8. Kepala SKPKD menyampaikan pendapdt atas laporan hasil pemeriksaan

TPKD , sebagai berikut:

9 ;e葦譲葉輩fisfu.=1:n:::Siaans#KB
untuk melakukan pemeriksaan ulaヰg terhadap materi yang tidak

disetujui.

音

lo･ TPKD melakukan pemeriksa紬　ulang terhadap materi yang tidak

disetujui oleh Kepala SKPKD.

1 1 ’言:m�&鵡3ｦ�Sｧ誘F���v�&ｶｶSｦ�F�~ﾈ�ｧ4ｷ��2��V逍Vﾗ�W&���糘��W&&�霧��

1 2･ Kepala SKPKD melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD/Walikota.

13･ PPKD/Wali Kota menyampaikan pendapat at盆s laporan dari Kepala

SKPKD atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh TPKD, sebagaj

berikut:

a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau

b･ tidak menyet可ui重aporan h貧sil peme轟ksaan.

14･ Dalam hal laporan basil peme正ksaan音diset可ui oleh PPKD/Wali Kota,

韮
PPKD/Wali Kota melalui Kepa｣a SKPK

melakukan penuntutan pengg紬tian堂erugian Daerah kepada Pihak/

Orang yang Memg批狐.

i

I 5. Dalam penuntutan penggantian Kerugi左n Daerah, TPKD mengupayakan

surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang

Memgikan/Penga皿pu/Yang Me皿perもleh Hak/Ahli Waris bahwa

kemgian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti

Kemgi劃Daera血di皿aksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak (SK叩M) ･ SK調M paling sedikit memuat:

a〃 identitas Pihak Yang Memgkan/Pengampu/yang Memperoleh

Hak/Ahl i Waris;

b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

c･ c狐a dan jangka waktu pembayar紬Kemgian Daerah;

d･ pemyataan penycrahan barang jaminan disertai dengan da覧ar barang

yang menjadi jaminan, bukti kepem叫kan yang sah atas barang yang

坤aminkan; dan surat kuasa皿e巾uaL

e･ pemyata紬da正Pihak Yang Memg坤an/pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Wa正s bahwa pemyataan mereka tidak dapat dita正k kembali.

16〃 P血ak Yang Memgikan/Peng劃pu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Wads

mcmbuat Surat Keterangan Tanggungi Jawab Muしlak (SK岬M) sebagai

bentuk tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kemgian Daerah

dimaksud.

17･ Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Wads

harus segera membayar secara tunai atau angsuran ke Rekening Kas

Umum Daerah.

D瓢am hal Kem由a皿Daerah sebagai a貼bat perbuatan melanggar hukum,

諒bk mYeann豊te諾霊諾up/革gg [�V�ﾘﾄV�$XﾆB���V溢v��6�
kalender sejak SKTJM ditandatangani. I



諾aumgrk霊], pg霊詳/yDfe:ah Msee謁]e�&������ﾆ郁��窈xﾆJVｹI`

叢‡電器法王謙語親paling lama 24 (dua puluh

Bealwae:angh:ny:°dnad霊]: mteenlteet芸:anp..謡!aw諾ktuK°stea]alnse2S.u?iuad蒜

empat) bulan sebagaimana diatur ○○eh申craturan Menteri Dalam Negeri.

二三二一二
Penyelesaian皿ntutan Ganti

KD/Wali Kota.

19･ PPKD/Walikota wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang

Memgika.n/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan

pembayaran sesuai dengan SKT,JM.
Dalam hal Pihak Yang Memgik狐/peng劃pu/yang Mcmperoleh Hak/

Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesual dengan SKTJM,

PPKD/Walikota melalui Kepala SKPKD menyampaikan teguran te重tu量is.

Dalam hal Pihak Yang Me則gik劃/Pengampu/y弧g Memperoleh

Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugi弧　dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam SKTJM P血ak Yang Memgikan/

Pengampu/ Y弧g Memperoleh Hak/A甲i Waris dimaksud dinyatakan

w紬pres tasi.

F. Persyaratan

Persyar負tan administrasi/teknis yang hams dipenu虹　dalam Standar

Operasional Prosedur Penyelesaian　皿ntutan Ganti Kemgian yang

D虹akukan oleh Pegawai Negeh Buk狐Bendahara atau P匂abat Lain -

Melalui Penerbitan Surat Keter紬gan Tヰg帥ng Jawab Mutlak (SKTJM),

yaitu :                   I

諾nef,oern器siatap:rl器puorr=n inp:慧aKneg=u#nDg器ra豊n ｡e.kai,an ｡engan

皿ntutan Ganti Rugi.

G･ Sarana d狐打asar劃a pelay紬紬　　　~

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang ra古at, peralatan kantor dan sarana

transportasi.

H. Biaya Pela-yanan

pelaksanaan S,anda. Operasional Pr.sedur penyelesalan Tun,u,an Ganti

Kemgian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendah紬a atau

Pejabat Lain-Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

(SKTJM) tidak dipun即t biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional

打osedur Penyeles盆ian Tuntutan G紬ti Kemgian yang Dilakukan oleh

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-Melalui Penerbitan

Surat Keterang狐Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dibebankan pada

Dokumen Pelaksanaan Anggar紬(DPA) Inspektorat Kota Sibolga･

i

I. Tempat pelayanan
音

Pe重ayanan Standar Opcrasional Prosed心r Pcnyelesaian Tuntutan Ganti

Kemgian y劃g Dilakukan oleh PegawaiーNcge轟Bukan Bendahara atau

FseiaTb.a#al言sMe蓋:gugfarp蒜:bft謹rat[nKse善業器8a��誣Y��ｧGy~ﾆ�ﾄﾗSｴ呈�｠
Penyelesaian Kerugian Daerah (Sekretaria[ TPKD) Kota Sibolga.

i Standar...



Standar Operasional町osedu重Penyelesaian皿ntutan G細心Kemgi紬y紬g

Dilakukan oleh Pegawal Negeh Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-Melalui

Penerbitan Surat Keterangan Tanggung LJawab Mutlak (SKTJM) ini berlaku

sqiak屯nggal ditetapkan.

Sal通an sesuai dengan aslinya



しAMPIRAN量V

P田RATURAN WAH KOTA SIBOLGA

NOMOR G|　TAHUN2025

TENTANG

皿皿　cARA p宜NⅤEしESAIAN TUNTUTAN GANTI

KERUG量AN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGER【

Bu孤N BENDAHARA ATAu PEJABATしA萱N

pENyEしESAIAN TUNTu皿N GANTI KERUGIAN YANG D重しAKu船N OLEH

PEGAWA重NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

MELALu工pENERB量TAN su孤T KEpuTusAN PEMBEBANAN

PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)

A. Dasar Hukum

l･ Undang-Undang Nomor 17　Tahun　2003　tenねng Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik量ndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik工ndonesia Nomor 4286);

2･ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pc丁bendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik重ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Neg紺a Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 201 6 tentang Tata cara皿ntutan

Gan竜　kemgian Negara/Dae重ah tcrhadap Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2016　Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik

重ndonesia Nomor 5934);

4,Peraturan Menteri Dalam Negeh Nomor 133　Tahun　2018　tentang

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kemgian Daerah terhadap Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

8. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar

hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara telah dia亡ur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah･

Sela巾utnya Undang-Undang Nomor　1　Tahun　2004　tentang

Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatk狐　Pemerintah untuk

mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah･ Amanat

tersebut tcrtuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbcndaharaan Ncgara yaitu tata cara Tuntutan Ganti

Kemgian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah〃

Setiap kemgian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum

atau kelalaian seseorang hams diganti oleh P血ak Y紬g

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian

kemgian daerah tersebut perlu segera dila血kan untuk me皿ulihkan uang,

surat berharga, d紬barang y狐g berkur紬g･ Dalam hal berkurangnya

uang, surat berharga, dan bar餌g tidak discbabkan oleh tindakan

melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

坤abat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang

tersebut dihapuskan dari pembukuan･

SchzJbungan....



Sehubungan dengan terjadinya kerugian daera血, Wali Kota wajib segera

melakukan皿ntutan G劃ti Kemgi紬Daerah setelah mengetahui bahwa

d狐a皿Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan te寄adi kemgian

daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat

Penyelesaian Kemgi紬Daerah (PPKD) y紬g sela可utnya menugaskan Tim

Penyelesaian Kemgian Daerah (TPKD) untuk皿elakuk紬tuntutan ganti

kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain

yang telah ditetapkan untuk men籠anti kemgi紬d盆erah dap貧t dikenakan

sanksi ad皿inistratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak

membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah･ Dalam rangka memberikan pedoma皿

bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentu狐Pasal 63

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Neg虹a tclah ditetapk紬Peraturan Pe皿erintah Nomor 38 Tahun 2016

tentang Tata Cara皿ntutan G紬ti Kcmgian Negara/ Daerah Terhadap

Pega_wai Negeri Bukan Bendahara ata.u Pejabat Lain dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara- atau Pejabat

しain.

C. Maksud dan T可uan

Maksud dan pcnetap紬　Standar Operasional Prosedur Penyelesaia皿

巾ntutan Ganti Kemgian y狐g Dilakukan oleh Pegawai Nege正Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain-Melalui Penerbitan Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah untuk menyediakan pedoman

yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan

daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam menyelesaikan

Tuntutan Ganti Ke則gian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain-Melalui Penerbitan Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak (SK叩M)･

Tujuamya adalah untuk membangun sistem penyelesaian Tuntutan Ganti

Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

Pej abat Lain-Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung LJawab Mutlak

(SKTJM), yang diharapkan manpu mendukung kelancaran kinerja

Pemerintah Daerah dalam mcngamankan kekayaan Daerah guna

mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan

manぬat bagi kepentingan Pemerintah Kota Sibolga dan masyarakat/ umum

guna mendu血ng pelaksanaan p�ﾖ&�誣V����F���VﾖW&也F���ｶ���6�&�v��

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian

Tuntutan Ganti Kemgi紬yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain-Melalui Penerbitan Surat Keterangan

Tang糾ng Jawab Mutlak (SK調M), para pihak yang terlibat adalah:

a. wali Kota sela血Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;

b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;

c. Tim Penyelesaian Ke調gian Daerah (TPKD); din

d. Pihak/ Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.

E Prosedur..



E. Prosedur Penye重esaian Tuntutan G狐ti Ke皿gian yang DⅡakukan oleh

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Melalui Penerbitan

Surat Keputusan Pembeb紬an Pen蕗antian KeⅢgian Sementara (SKP2KS) ,

1･ Dalam penuntutan pengg紬tian Kemgian Daerah, TPKD mengupayakan

surat pemyataan kesanggup紬　dan/atau pengakuan Pihak Yang

Memgika皿/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Wads bahwa

kemgian tersebut me巾adi tanggしIng jawabnya d紬bersedia mengganti

Kemgian Daerah dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak (SK丁JM).

2. Dalam hal SKTJM tidak dapat出peroleh, TPKD segera mcnyampaika皿

laporan kepada KepaぬSKp脚.

3･ Berdasa重kan Lapora皿da轟TPKD, Kepala SKPKD atas mama Walikota

selaku PPKD menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian

Kerugian Sementara (SKP2KS), paling lanbat 7 (tujuh) hari kerja setelah

menerima lapor紬da轟TPKD. SKP2KS paung sedi貼t memuat materi:

a. Identitas P血ak Yang Me則gika皿/Pengampu/yang Memperoleh

Hak/AhH Waris;

b. Per血tah untuk mengg紬ti Ke｢ugi劃　Daerah d狐jumlah Kemgian

Daerah y紬g harus dibayar;

c･ Cara dan jangka waktu pembayar盆n Kemgian Daerah; dan

d. Daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris.

4.Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang

Memgik狐/Peng劃pu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris･ Penggantian

Kcmgian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara

tunai paling lambat　90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya

SKP2KS.

5. P血ak Yang Memgikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris

dapat menerima atau mengajuhan keberatan SKP2KS paling lambat 14

(empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS. Keberatan

disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti･

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak Yang

Me則gikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk

mengganti Kemgian Dacrah･

6. Pihak Yang Me則gikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Wads

hams segera membay狐secara tunai atau angsur紬ke Rekening Kas

Umum Daerah Cq･ Kuasa BUD atas Pcnggantim Kc調gian Daerah･

7. Kepala SKPKD melaporkan Pelaksanaan Penyelcsaian Tuntutan G紬ti

Kerugian Daerah secara Berkala kepada PPKD/Walikota.

8. PPKD/Walikota wajib皿e重akukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang

Memgik餌/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakuk紬

pembayaran sesuai dengan SKP2KS･

Dalam hal P血ak Yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh

Hak/Ahli Wads me賞alaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan

SKP2KS, PPKD/Wali Kota melalui Kepala SKPKD menyampaikan

teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing jeda waktu

paling lama 7 (t可uh) hari kalender･

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris setelah lewat waktu 7 (叫uh) hari kalender tidak

mengganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam SKP2KS, me巾adi

dasar pertimbangan keputusan Maj elis ･

F. Pe｢s!/a｢acc肌....



F･ Persyaratan

Persyaraぬn adminis廿asi/teknis yang hams dipenuhi d瓢劃　Stand狐

Operasional Prosedur Pcnyelesaian Tuntutan G狐仕　Kemgian yang

Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Laln-

Melalui Penerbiねn Surat Keputusan Pembebamn Penggan寄紬Kemgian

Sementara (SKP2KS) , yaitu:

a･量nfbmasi atau laporan indikasi Ke則gian Daerah; dan

b･ Kctentuan peratur紬　peⅢndang-undangan y組g be霊kaitan dengan

Tuntutan G狐色Rugi.

G. Sa丁ana d紬Prasar孤a Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kelja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana

廿ansp〇五asi.

H. Biaya Pelaya皿an

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti

Kerugian yang DⅡakukan oleh Pegawai Nege正Buk紬Bendahara atau

Pejabat Lam-Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan

Penggantian Kemgian Sementa輪(SKP2KS)伍dak dipungut biaya. Biaya

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Peny�ﾆW6�����GV蹠WF���v�蹤�

Kerugian yang DⅡakuk紬oleh Pegawai Ncge正Bukan Bendahara atau

P匂abat　血in-Melalui Penerbitan Surat Keputus紬　Pembebanan

Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dibebankan pada Dokumen

Pelaks紬aan Anggaran (Din)暮nspektorat Kota Sibolga.

I. Tempat pelayan餌

Pelayanan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti

Kerugian yang D皿akukan oleh Pegawai Nege正Buka皿Bendahara atau

Pejabat rfun-Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan

Penggantian Kerugi狐　Sementara (SKP2KS) diselenggarakan pada

Inspektorat Cq. Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (Sekretariat

TPKD) Kota Sib○○ga.

S屯ndar Operasional打osedur Penyelesaian巾ntutan Ganti Ke則gian yang

Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-Melalui

Penerbitan Surat Keputusan Pe皿bebana皿　Penggan吐an Kemgian

Sementara (SKP2KS) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

NIP,19810705 200804 1 001



LAMPIRAN V

pB恥TURAN wAしI Ko既s量BOしGA

NOMOR　6l TAHUN2025

TEN皿N G

TATA CARA PENYELESAuAN TUNTUTAN GANTI

KERUG払N DAE払H TERHADAp pEGAWA【 NEGERI

Bu払N BENDAHARA A船u p蹟｢ABATしAIN

pENyEしBSAIAN TUNTu船N GANTI KERUGIAN yANG D工船KUKAN OL田H

PEGAWAI NEGER重Bu恥N BBNDAHARA ATAu pB↓ABAT払量N MELALu工MAJELIS

pERT工MBANGAN pENyBLESAIAN KERUG払N DAERAH ATAs KEKURANGAN

uANG, SURAT BERHARGA, DAN/A恥u BA孤NG M重LIK DAERA櫨BUKAN

D賞sEBABKAN pERBUA船N ME払NGGAR HUKUM A恥u LALA工

A. Dasar Hukum

l･Undang-Undang Nomor 17　Tahun　2003　亡entang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nom○○ 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik重ndoncsia Nomor 4286);

2･ Undang-Undang Nomor 1 Tahun　2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3･ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan

Ganti Kerugian Negara/Daera血terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau Peja.bat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor

196, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor与934) ;

4･Peraturan Mente丘　Dala皿　Negeri Nomor 133　Tahun　2018　tentang

Penyele§aian Thntutan Ganti Kerugian Daera血terhadap Pegawal Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

B. Latar Belak紬g

Untuk mengh血dah te寄ad血ya kemgian daerah a虹bat tindakan melanggar

hukum atau kelala王an Pega-vi'ai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,

dalam Und孤g-Und紬g Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Ncgara

telah diatur ketentuan mengenai penyelesai袖kerugian daerah. Se血｢jutnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun　2004　tentang Perbendaharaan Negara

tersebut meng紬anatka皿P孤erintah untuk mengatur mengenai tata cara

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63

ayat (2) Und弧g-Undang Nomor 1 Tahun　2004　tent狐g Perbendaharaan

Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kemgian Dae｢ah diatur dengan

Peraturan Pemehntah.

Setiap keru由an dacrah yang disebabkan oleh tindakan mel紬ggar hukum

atau kel瓢ai紬　　se se o rang harus diganti o leh Pihak Y ang

Merugik孤/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris･ Penggantian

kemgian daerah tersebut perlu segera di賞akukan untuk memulihkan uang,

surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang,

surat berharga, dan bar狐g tidak disebabkan oleh竜ndak狐mclanggar hukum

atau kelalalan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka

berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari

p e mbukuan.

Se他b】メngaJi...



Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Wali K｡ta wa_jib segera

melakukan皿ntutan Ganti Kerugi狐Daerah setelah mengetahu王bahwa dalam

Org餌isasi Per紬gkat Daerah yang bers紬gkutan teヰadi kemgian daerah.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian

Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesaian

Kemgian Daerah (TPKD) untuk melakuk劃tuntutan ganti kerugian dimaksud･

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telch ditetapkan

untuk mcngg劃ti kemgian daerah dapat dikenakan sanksi administratif

dan/atau sanksi pid紬a. Adapun putusan pidana tidak membebaskan

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Org肌isasi

Perangkat Dacrah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun　2004　tentang Perbendaharaan Negara telah

ditetapkan Peratur紬Pemerintah No皿or 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara

皿ntutan Ganti Kemgian Negara/ Da.erah Terhadap Pegawa王Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain dan Pera.turan Menteri Dalam Negeri Nomor 133

Tahun 20 18 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kemgian Dae丁ah terhadap

Pegawal Negeri Bukan Bendahara ata_u Pejabat Lain.

C. Maksud dan T可uan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan

Ganti Kem由an yang Dilakukan o重eh Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau

Pejabat Lain Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah -

Kekur狐gan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan

Disebabkan Perbuatan Mel狐ggar Hukum atau Lalai adalah untuk

menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana

pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam

menyclesaik紬T皿tutan Ganti Ke則gian yang Dilakukan oleh Pegawai Nege正

Bukan bendahara atau P句abat Lain-Melalui Majelis Pertimbangan

Penyelesaian Kemgian Daerah-Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau

Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau

Lalai.

T可uannya adalah untuk memb紬gun sistem penyelcsaian Tuntutan Ganti

Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat

Lain-Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah　-

Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan

Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum a亡au La｣ai, yang diharapkan mampu

mendukung kelancaran kine重ja Peme｢intah Daerah dalam mengamankan

kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang

menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kota

Sibolga dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan

di Pemerintah Kota Sibolga.

Dalam rangka pelaksanaan Standar Operasional Prosedur皿ntutan Ganti

Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawal Negeri Bukan bendahara atau Pejabat

Lain Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah-Kekurangan

Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Mi蛇Dacrah Bukan Disebabkan

Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai, para pihak yang terlibat adalah:

a. Wali Kota se重aku P句abat Penyelcsaian Kemgian Daerah;

b. Kepala SKPKD selaku Bendah紬a Umum Daerah;

c. Tim Penyelesaian Kemgian Daerahぐ富pKD);

d. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis); dan

e. Pihak/ Orang yang Diduga Menyebabkan Kemgian Daerah･

D.P肌aた….



D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan Standar Operasional町osedur皿ntutan Ganti

Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri 13ukan bendahara atau Pejabat

しain-Mel血ui M串is Pe誼mbangan Penyelesaian Kemg宣an Daerah-Kekur紬gan

Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Mi宣ik Daer祖Bukan Disebabkan

Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai, para pihak yang terlibat adalah:

a･ Wali Kota selaku坤abat Penyelesai紬Kerugian Daerah;

b･ Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;

c･ Tim Penyelesa上an Kemgian Daerah (TPKD);

d. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis); dan

e･ Hhak/ Orang yang Diduga Menyebabkan Kemgian Daerah.

E･ Prosedur Penyelesai細山ntutan Gan也Ke則gian yang Dila血k紬oleh Pegawai

Negcri Buk紬Bend血ara atau工やabatしain-Melalui Majelis Pe｢timbang紬

Penyelesa王狐Kemgi紬Daerah-Kekurangan U紬g, Surat Berharga, dan/atau

B紅組g Milik Daerah Buk劃Disebabkan Perbuat紬Mcl紬ggar Huk皿atau

Lalai

1･ TPKD menya皿paik紬1apor狐hasil pemeriksa紬kemgian daerah kepada

Kep粗a SKPKD.

Laporan hasil pemeriksaan menyataka皿bahwa kekurangan uang, surat

berharga･ din/atau barang buk狐disebabkan pe｢buat紬melan製ar

hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Lapora皿hasil pe皿eriksaan paling sedi瞳t memuat :

-　dasar penugasan TPKD;

- jenis objek kekurang紬uang, surat be｢harga, din/atau barang;

一　rekomendasi hasil pemeriksaan dan kesimpulan･

2･ Kepala SKPKD menyampaikan pcndapat atas laporan basil pemeriksaan

TPKD, sebagai berikut:

-　menyet可ui laporan hasil pemc轟ksaan; atau

-　tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

3･ Dalam hal laporan hasi宣pemeriksaan tidak dise叫ui, Kepa量a SKPKD segera

menugaskan TPKD un亡uk melakukan pemeriksaan ulang terhadap mate｢i

yang tidak diset可ui.

4. TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui

oleh Kepala SKPKD.

5･ TPKD menyampaikan laporan basil penycmpumaan/　pcrbaik紬

pemehksaan u重ang kepada Kepala SKPKD.

6ー　Kepala SKPKD melaporkan basil pemeriksaan kepada PPKD.

7･ Dalam rangka penyelesaian Kemgian Daerah mengenai Kekurangan uang,

surat berharga, dan/atau bar紬g bukan disebabkan perbuatan melan深紅

hukum atau lalal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,

PPKD membcntuk Majelis.

8･ Dalam me重aksanakan tugasnya sesuai surat tugas yang diterbitkan Oleh

PPKD/Wali Kota, Ma]’elis melakukan sidang.

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat bcrha｢ga,

dan/atau barang bukan disebabk会n perbuatan melanggar hukum atau

lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis

melakukan hal sebagai berikut:

a･ memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/

Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Wa｢is dan/atau pihak yang

mengetahui te巧adinya Kemgi紬Daerah;

b. memi7面a....



b･ mcminta keterangan,Ipendapat dari narasumber yang memiliki

keah重i紬tertentu;

c. memehksa bukti yang disa皿paikan; dan/atau

d. ha=a血yang diperluk狐untuk penyelesa上an Ke｢ugian Daerah･

9. Dalam hal hasil sidang Majelis, terbu虹i bahwa kekurang狐uang, surat

berharga, din/atau barang buk紬disebabkan perbuatan melanggar hukum

atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis

menetapk紬　putusan hasil sidang･恥血san hasil sidang bempa

pertimbang孤penghapus狐:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah y狐g berada dal劃

penguasaan pegawal Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

dan/ atau

b.uang dan/atau bar孤g buk紬　milik daerah yang berada dalam

penguasa紬pegawa王Negeh Buk狐Bendahara atau Pejabat Lain y盆ng

digunakan dalam penyelenggara紬tugas pemehntah紬･

10. Majelis menyampaikan hasil sidang berupa Pertimbangan Penghapusan

kepada PPKD･ Atas dasar pertimbangan, PPKD mengusulk劃penghapusan:

a. uang, su｢at berharga, dan/atau bar狐g mink daerah yang berada dala皿

penguasaa皿pegawai Negeri Buk紬Bendahara atau pejabat La垂dan/

atau

b.uang dan/atau bar紬g bukan　皿ilik dacrah yang berada dal劃

penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang

digunakan dala皿penyelenggara狐tugas pemerintahan･

11. Dalam hal hasil sidang Majelis terbu虻i bahwa kekurangan uang, surat

berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau

lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat

memehntahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan

kembali.

12.Dalam perinta血　untuk mclakukan pemeriksaan kembali, Majelis

menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dal狐pemeriksaan

kembali. Setclah皿elakukan peme轟ksaan kemba賞i TPKD menyampaikan

laporan hasil pemeriksa狐　kembali kepada Majelis･ Laporan hasil

pemeriksaan kembali menyatak紬bahwa:

a. kekurang紬　u紬g, surat berharga, dan/atau barang disebabkan

perbuatan melanggar h止kum atau l狐ai Pegawai Negeri Buk紬Bendahara

atau P匂abat Lain; atau

b. kekurangan uang, surat bcrharga, din/atau b狐ang bukan disebabkan

perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Nege正Bukan Bendahara

atau pejabat Lain; disertai dengan dokumen pendukung.

13. Majelis menetapkan putusan Majelis berupa pemyataan Kerugian Daerah

dalam hal:

a. menye叫ui laporan hasil pemeriksaan kemba宣i TPKD yang menyatakan

bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan

perbuatan melan綬ar hukum atau lala王Pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau Pejabat Lain; atau

b.t!dck....



b･ tidak me皿ye巾ui重aporan hash peme轟ksaan kembali TPKD y紬g

皿enyatak紬bahwa kekur紬g紬u弧g, surat berharga, dan/atau barang

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan disampaikan kepada PPKD.

14･ Dalam hal Majelis menyet可u=aporan basil pemehksaan kembali TPKD

b血wa keku重angan u紬g, surat berharga, dan/atau bar狐g disebabkan

perbuatan melanggar hu血m atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau Pejabat Lain, PPKD menindaHanjuti putusan Majelis melalui proses

penyelesaian kerugian daerah melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS.

15･ Dala皿hal Majelis menye巾u=aporan hasil pemer此saan kembali TPKD

bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan

disebabkan perbuatan melangga重hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau　坤abat Lain, Majelis menetapkan putusan be則pa

pertimbangan penghapusan‥

a･ uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam

penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

dan/atau

b･ uang dan/atau barang milik daerah yang berada dalam pen糾asaan

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan

dalam penyelenggaraan tugas pemerint血an, dan disampaikan kepada

PPKD.

16. Atas dasar putusan Majelis, PPKD mengusulkan penghapusan:

a･ uang, surat berharga, din/atau barang milik daerah y劃g berada dalam

penguasaan pegawal Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

dan/atau

b･uang din/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam

penguasaan Pegawal Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang

digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah紬.

F･ Pe重syaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar

Opcrasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kem由紬yang Dilakukan

oleh Pegawai Ncge正Bukan Bendahara atau I匂abatしain Melalui Majclis

Pertimbangan Penyelesa王an Kerugian Daerah-Kekurangan Uang, Surat

Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan

Melanggar Hukum atau Lalai, yaitu:

a● infbrmasi atau laporan indikasi Kemgian Daerah; dan

b･ keten亡uan pe｢aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan

Ganti Ru8i.

G･ Sa重ana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, mang ke重ja, ｢uang rapat, peralatan kantor dan sarana

tran sportasi.



H. Biaya pelayan餌

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti

Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat

Lain-Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesalan Kerugian Daerah-Kekurangan

Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan

Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai tidak dipungut biaya. Biaya

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti

Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawal Negeri Bukan bendahara atau Pejabat

Laln　-　Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah-

Kekurang紬Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan

Disebabkan Perbuatan Melangg紬　Hukum atau Lalai dibebankan pada

Dokumen Pe重aksanaan Anggar紬(DPA)暮nspektorat Kota Sibolga.

I. Tempat pelayanan

Pelayanan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti

Kemgi紬yang Dilakukan oleh Pegawai Negeh Bukan bendahara atau P匂abat

Lain-Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah-Kekurangan

U紬g, Surat Berharga, dan/a屯u Barang Mil批Daerah Bukan Disebabkan

Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai diselenggarakan pada kantor

lnspektorat Kota Sibolga c.q. Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian

Kemgian Daerah (Se血eta正at MPPKD) Ko自Sibolga.

Standar Operasional Prosedur Penyelesalan Tuntutan Ganti Kerugian yang

Dilakukan o]eh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-Melalui

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kemgian Daerah Kekurangan Uang, Surat

Berharga, dan/atau Ba重ang Mink Daerah Buk孤　Disebabkan Perbuatan

Melanggar Hukum atau kuai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



LAMplRAN Ve

PERATURAN WAしI KOTA SIBOLGA

NOMOR　らし　TAHUN2025

TEN皿N G

TArn　CARA pENⅤELESA喜AN TUNTu皿N GANTI

KERUG重AN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI

Bu臥N BBNDAHARA ATAu p臼､IABATしAIN

pENyEしESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN yANG DILAKu恥N OLEH

pEGAWAI NEGERI Bu船N BENDAHARA A皿u pE↓ABAT LAIN-MELALul

MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESA重AN KERUGIAN DAERAH-PIHAK

YANG MERUGIKAN/PENGAMPU ⅣANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS

DINYATAKAN WANPRESTASI

A. Dasar Hukum

l･ Undang-Undang Nomor 17　Tahun　2003　tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik量ndoncsia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2･ Undang-Undang No皿or 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik工ndonesia No皿or 4355);

3. Peraturan Peme正ntah Nomor 38 Tahun 2016 tcntang Tata cara皿ntutan

Ganti Kem由an Negara/Daerah te重hadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 196, T盆mbah紬Lembaran Negara Republik重ndonesia Nomor 5934);

4.Peraturan Menteh Dalam Negeri Nomor 133　Tahun　2018　tentang

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kcmgian Daerah terhadap Pegawai Nege轟

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

日. Latar Belakang

Untuk menghindari te重jadinya kerugian daerah akibat tindakan mel紬ggar

hukum atau kelalalan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara'

telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kemgian daerah･ Sela互utnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntmg Pc｢bendaharaan Negara

tersebut mengam紬atkan Peme血tah untuk mengatur mengena王tata cara

皿ntutan Ganti Kemgian Daerah･ Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63

ayat (2) Undang-Undang N｡mor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Ke則gian Daerah diatur deng紬

Peraturan Pemerintah.

Setiap kemgian daerah yang disebabkan oleh tindakan mel肌ggar hu血m

atau kelalaian seseorang hams diganti oleh Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian

kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang,

surat berharga, dan barang yang berkurang･ Dalam ha量berkurangnya uang,

surat berh狐gaタdan bar狐g tidak disebabkan ○○eh仕ndakan melanggar

hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,

maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan

d紺i pembukuan･

SehabtJrigciri....



Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Wali Kota wajib seg�&�

melakukan Tuntutan G紬ti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa

dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan te暮jadi kerugian

daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian

Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesaian

Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti kerugian

dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang tela-h

ditetapkan untuk mengga皿竜　kemgi紬　daerah dapat dikenakan s紬ksi

administratir dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak

membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari

皿ntutan Gan缶Ke｢ugian Daerah･ Dalam rangka memberikan pcdoman bagi

Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan P盈sal 63 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah

ditetapkan Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Tuntutan Ganti Ke調gian Neg虹a/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalm Negeri Nomor 133

Tahun 20 18 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kemgian Daerah terhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan T可uan

Maksud dan penetap紬St紬dar Operasional打osedur Penyelesaia皿皿ntutan

Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeh Buk紬Bendahara atau

Pejabat Lain Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

Pihak Yang Mc調gikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

dinyatakan Wanprestasi adalah untuk皿enyediakan pedoman yang jelas bagi

pejabat/pegawai sebagal pelaksana pengelola keuangan daerch dan/atau

pengelola Barang Milik Daerah dalam menyelesaikan Tuntutan Ganti
Kemgian yang D虹akukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau坤abat

La_in-Melalui Majelis Pertimbangan P�逍VﾆW6�����ｶW'Vv����F�W&����昧�ｲ���誄

Memgik弧/ Penga皿pu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan

Wanpre stas i.

T可uannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian皿ntutan Ganti

Kemgian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau坤abat

Lain-Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pihak Yang

Memgikan/Peng劃pu/Y紬g Memperolch Hak/Ahli Wads dinyatakan

Wanprestasi, yang diharapkan mampu mendukung kelancaran kine重ja dalam

mengamankan kekayaan Daerah　即na mendukung penyelenggaraan

pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan

Peme正ntah Kota Sibolga dan masyarakat/umum guna　皿endukung

pelaks劃aan pembangunan di Pe皿er血tah Kota Sibolga･

D. Pihak Terkait

Dal盆m rangka pelaksana紬　Standar Operasional打osedur Penyelesaian

Tuntutan Ganti Ke則gian yang Di宣akukan oleh Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain-Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian

Kerugian Daerah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Wads di叩atak狐W紬prestasi, para pihak y紬g terlibat adalah:

a. wall Kota selaku Pejabat Penyelesalan Kerugian Daerah;

b･ Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;

c. Tim Penyelcsaian Kemgian Daerah (TPKD);

d. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis); dan

e. pihak/ Or劃g yang Diduga Menyebabk紬Ke則gian Daerah･

E. Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Ke関gi紬yang Dilakukan oleh Pegawai

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-Melalui Majelis Pertimbangan

Penyelesaian Kerugi紬　Daerah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Y紬g

Mcmperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi

｣.Apa硯a･用



1. Apabila P血ak Yang Merugkan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris tidak melakukan pembayar紬angsuran Kemgian Daerah selama 3

(tiga) bulan bertumt-tu調t atau tidak mengganti kerugian dalam jangka

waktu sebagaimana ditetapkan dalam SKTJM,　Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan

wan prestasi.

2･Kepala SKPKD melaporkan kepada PPKD atas Pihak Yang

Me則包kan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dinyatakan

wanpres tasi.

3.Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah atas Pihak Yang

Memgikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ami Wads y紬g dinyatak劃

wanprestasi, PPKD membentuk Majelis. PPKD menugaskan Majelis untuk

memehksa dan membehkan pertimbang紬　setelah Pihak Yang

Memgikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan

wanpres自si.

4, D血am meぬksanak孤tugasnya, Majelis melakukan sidang d紬melakuk紬

hal sebagai berikut:

a. memer此sa kelengkap劃pemyataan penye重ah狐barang j aminan;

b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada

instansi y紬g menangani pengurus狐piut紬g daerah; din/ atau

c･ ha=ain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah･

5. Majelis menetapkan putusan beⅢpa pertimbang紬penerbitan SKP2K dan

disampaikan ke PPKD. SKP2K paling sedikit memuat materi:

a. pertimbanganMajelis ;

b. identitas陣hak Yang Merugik紬/Pengampu/Yang Memperolch Hak/Ahli

Waris;

c. jumlah Kemgian Da･erah yang harus dipulihkan;

d･ penyerahan upaya penagihan Kemgian Daerah kepada instansi yang

menangani pengurusan piutang negara/ daerah; dan

e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang

menang弧i pengums狐　piutang Negara/daerah, dal劃　hal Majelis

berpendapat bahwa barang jaminan dapat坤ual atau dicairkan･

6. PPKD menerbitkan SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja sejak Majelis menetapkan putusan. SKP2K disampaikan kepada:

a. Bad紬Peme轟ksa Keuangan;

b. Majelis;

c･ instansi y孤g menangani pengums紬piutang daerah; dan

d.曲hak Yang Mcmgikan/Penga皿pu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris･

PPKD melalui Kepala SKPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan

Pihak Yang Memgikan/Penga皿pu/y狐g Memperoleh Hak/ Ahli Waris

mela血kan pembayaran sesuai dengan SKP2K･ Dalam hal Pihak Yang

Memgikan/pengampu/yang Me皿peroleh Hak/ Ahli Waris melalaikan

kewajiban pembayaran sesuai dengan SKP2KS, PPKD melalui Kepala

SKPKD menyampa並an teguran te正ulis･

F, Persyaratan

Persyaratan administrasi/te血is yang hams dipenuhi dalam St紬dar

Operasional Prosedur Penyelesaian皿ntutan Ganti Kemgian yang Dila血k紬

oleh Pegawai Negeh Bukan Bend血ara atau坤abat Lain Melalui Majelis

Pertimb angan Penyelesaian Ke rugian D aerah- Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan

Wanprestasi, yai山:

a. informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan

b. ketentuan peraturan pemndang-undangan yang berka王tan dengan

Tuntutan Ganti Rugi,

G.B近9α用･



a. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penye]esalan Tuntutan Ganti

Kerugi狐y紬g Dilakukan oleh Pcgawai Negeh Buk紬Bendahara atau坤abat

血in-Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pihak Yang

Memgikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Wads d血yatak紬

Wanprestasi tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional

打osedur Penyclesaian Tuntutan G紬ti Kemgian yang Dilakukan oleh Pegawai

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan

Penyelesaian Kerugian Daerah Hhak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahu Wads Dinyatak紬　Wanprestasi dibebankan pada

Dokumen Pelaksana紬An綬紬紬(Din) Badan Penge重olaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Sibolga.

H･ Tempat pelay狐an

Pelayanan Standar Operasional Prosedur Penyelesalan Tuntutan Ganti

Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawal Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Lain-Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah-Pihak Yang

Merugikan/Penganpu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan

Wanprestasi diselenggarakan pada kantor lnspektorat Kota Sibolga Cq.

Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Sekretariat

MPPKD) Kota Sib°量ga.

Standar Operasional打osedur Penyelesa土餌Tuntutan G細心Kerugi紬yang

Dilakukan O]eh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-Melalui

Majelis Pertimbangan Penyelesalan Kerugian Daerah-Pmak Yang

Merugik紬/Pcng劃pu/Yang Mempcroleh Hak/Ahli Wads Dinyaぬkan

Wanprestasi ini bcrlaku s句ak t紬ggal dite屯pkan.



しAMPIRAN VII

pE孤Tu孤N WALI Ko皿s萱BOLGA

NOMOR GJ TAHUN2025
TEN皿N G

恥TA CARA pENⅤEしESAIAN TUNmTAN GANTI

KERUGIAN DAERAH T田RHADAP PBGAWAI NEGERI

Bu払N BENDAHA孤ATAu pE｣ABATしAIN

pBNyELESAIAN TUNTu皿N GANTI KERUGIAN yANG DILAKUKAN OしEH

pEGAWAI NEGERI Bu船N BENDAHA孤A皿u pE↓ABAT LAIN-MBLALu賞

MAJELIS PERT暮MBANGAN PENYELESA工AN KERUGIAN DAERAH-PIⅡAK

yANG MERUG重恥N/ pENGAMpu/yANG MEMPEROLEH HAK/AHLI wAR工s

TIDAK MENGA↓u船N KEBERA船N A皿s TERBITNyA sKp2Ks

A. Dasar Huku皿

1･ Undang-Undang Nomor 17　Tahun　2003　tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
しembaran Negara Republik暮ndonesia Nomor 4286);

2･ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaha｢aan Negara

(しembaran Negara Republik重ndonesia Tahun 2004 Nomor与, Tambahan

Lembaran Negara Republik重ndonesia Nomor 4355);

3･ Peraturan Peme瓦ntah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan

Ganti Ke調gian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau P句abat Lain (Lembaran Nega重a Republik Indonesia

Tahun 20 16 Nomor 196, Tambah弧しembaran Negara Republik量ndonesia

Nomor 5934);

4･ Peratur劃　Mente轟　Dala皿　Negeri No調or 133　Tahun　2018　tent紬g

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

8･ Latar Belak紬g

Untuk mengh血da正teヰadinya kcmgian daerah a虹bat tindakan皿elangga∫

hukum atau kelalaian Pcgawai Negeri Bukan Bendahara atau P匂abat Lain,

dalan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

te量ah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kemgian daerah. Sela巾utnya

Und狐g-Undang Nomor 1 Tahun　2004　tcntang Perbendaharaan Negara

tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata c紬a

巾ntutan Ganti Kemgian Daerah･ Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004　tentang Perbendaharaan

Negara yai血tata c狐a皿ntutan Ganti Kemgian Daerah diatur dengan

Peratur紬Pe皿e轟ntah.

Setiap kcrugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum

a亡au kelalaia皿　seseorang hams diganti oleh Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Mempero重eh Hak/Ahli Waris. Penggantian

kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang,

surat berharga, dan barang yang berkurang･ Dalam hal berkurangnya uang,

surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar

hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,

maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang terscbut dihapuskan

dari pembukuan. Sehubungan dengan te重jadinya kemgian daerah, Walikota

wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kemgian Dae｢ah setelah mengetahui

bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi

ken嘉gi劃dae重ah.

nノ丑で地とaれ.…



mntutan Ganti Kemgian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian
Kerugi紬Daerah (PPKD) yang sela垂utnya menugaskan Tim Penyelesaian

Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti ke皿gian

dimaksud･ Pegawai Nege正Buk紬Bendahara atau p匂abat Lain yang telah

ditetapk紬　untuk mengganti ke｢ugian daerah dapat dikenakan sanksi

administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak

membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari

Tuntutan G孤ti Kemgian Dacrah. Dalam rangka皿embehkan pedoman bagi

Organisasi Perangkat Daerah dan mclaksanakan ketentu紬Pasal 63 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tent紬g Perbendaharaan Negara te賞ah

ditetapkan Peraturan Pemerin亡ah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Tuntutan Ganti Kcmgian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Nege正Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133

Tahun 20 i 8 tentang Penyelesaian Tuntut餌Ganti Kerugian Daerah terhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau P句abat Lam.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan

Ganti Kemgi紬yang D虹akukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendah紬a atau

P匂abat Lain Melalui Majelis pertimbangan penyelcsaian Kerugian Daerah

Pihak Yang Memgik狐/Penga皿pu/Y狐g Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak

Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS adalah untuk menyediakan

pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagal pelaksana pengelola

keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam

menyelcsaikan Tuntutan Ganti Kemgian yang Dぬkukan oleh Pegawai Negeh

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-Melalui Majelis Pertimbangan

Penyelesaian Kemgian Daerah-Hhak Yang Memgikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Halt/Ahli Waris Tidak Menga.jukan Atas Terbitnya SKP2KS.

T可uannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian巾ntutan Ganti

Kemgian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara ata_u Pejabat

Lain-Me胤ui Majelis Pertimbang紬Penyelesaian Ke｢ugian Dacrah Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris Tidak Mengajukan

Keberat紬Atas Terbitnya SKP2KS, yang diharapk紬mampu mendukung

kelancaran kine千ja Pemerintah Dae丁ah d孤am mengamankan kckayaan

Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghas組kan

keluaran dan manねat bagi kepentingan Pemerintah Kota Sibolga dan

masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di

Pemcrintah Kota Sibolga.

D. Pihak Terkait

Dalam r紬gka pelaksanaan Standar Operasion血　Prosedur Penyelesaian

T皿tutan Ganti Kemgian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian

Kemgian Daerah　陣hak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS, para

pihak yang terlibat adalah:

a. Wali Kota selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;

b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;

c･ Tim Penyelesaian Kemgian Daerah (TPKD);

d. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Ma.jelis) ; dan

e. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Ke調gian Daerah.

E. Prosedur Penyelesaian Tuntutan G餌ti Kemgian yang Dilakukan oleh Pegawai

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-Melalui Majelis Pertimbangan

Penyelesaian Kerugian Daerah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hah/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya

SKP2KS

1. 4pabila川.



L Apabila dala皿　jangka waktu　14　　hari,　Pihak Y弧g

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak

mengqjukan keberatan atas terbitnya SKP2KS, PPKD menugaskan Majelis

皿e皿berikan pe血mb紬gan kepada PPKD dalam rangka penerbitan SKP2K･

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis melakukan sidang dan melal[ukan

h血sebagai berikut:

a･ memeriksa laporan TPKD;

b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;

dan/atau;

c･ hal重ain yang diperluk劃untuk penyelesaian Kemgian Daerah.

3. Berdasarkan putusan sidang, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada

PPKD untuk menerbitkan SKP2K. SKP2K paling sedikit皿emuat mate正

a･ pertimbangan Majelis;

b. identitas Pihak Yang Memgikan/Penganpu/Yang M;mperoleh Hak/ Ahli

Waris;

c･ jumlah Kerugian Daerah yang hams dipulihkan;

d･ penyerahan upaya penagihan Kerugi紬Daerah kepada instansi y紬g

menangani pengTrus干n piutang negara/ daerah; dan

e. da鮭ar bar狐g ｣aminan P血ak Yang Memgikan/ Penga皿pu/Y餌g

Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang

皿en紬gani pengumsan piut劃g Negara/daerah, dalam hal Majelis

berpendapat bahwa barang jaminan dapat坤ual atau dicairkan.

4. PPKD menerbitkan SKP2K diterbitkan paユing工ambat 14 (empat belas) hari

kerja sejak Majelis menetapkan putusan. SKP2K disampaikan kepada:

a. Bad紬Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;

c. instansi yang menangani pengu調san piutang daerah; dan

d. Pihak Yang Me関gikan/ Pengampu/Y紬g Memperoleh Hak/Ahli Waris.

PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan /

Pengampu/yang Mcmperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran

sesua王dengan SKP2K.

Dalam hal Pihak Yang Memgikan/penga皿pu/yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKP2KS, PPKD

皿elalui Kepala SKPKD menyampaikan teguran tertulis.

F･ Persyaratan

Persyarat紬　administ｢asi/teknis yang ha｢us dipenuhi dalam Standar

Operasional Prosedur Penyelesai紬皿ntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan

oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Melalui Majelis

Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah :

-　Pihak Yang Me｢ugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Wads Tidak

Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS, yaitu:

a. In宣brmasi atau laporan in亜kasi Ke調gian Daerah; din

b. Ketentuan peraturan perundang置undangan yang bcrka王tan dengan

Tuntutan Ganti Rugi.

G. Sar狐a d狐Prasarana Pelayan紬

Alat tulis kantor, mang ke重ja,則ang rapat, peralatan k狐tor dan sarana

tran sportasi.

H. Biaya Pelay紬an

Pelaksanaan Stand狐Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti

Kerugian yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Lain-Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pihak Yang

Me則gikan/Peng劃pu/Yang Me皿peroleh Hak/Ahli Waris Tidak Meng勾ukan

Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS tidak dip皿gut biaya･

駁c!gの.



Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntut紬

Gan心Kemgian yang dilakukan oleh Pegawai Nege正Buk紬Bendahara atau

Pejabat Iain-Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/'Ahli Wa正s Tidck

Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS dibebankan pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspcktorat Kota Sibolga.

L Tempat pelayanan

Pe]ayanan Standar Operasional Prosedur Penye]esaian Tuntutan Ganti

Kemgian yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeh Bukan Bendah糾･a a血u P匂abat

Lain-Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah-Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris Tidak Mengajukan

Kebera屯n Atas Terbi血ya SKP2KS diselenggarakan pada kantor Inspektorat

Kota Sibolga c.q. Sekretahat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian

Daerah (Sekreta正at MPPKD) Ko屯Si関lga.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang

Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat l元n-Melalui

M勾elis Per亀mb紬gan Penyelesaian Kerugian Daerah-Hhak Yang

Merugikan/Pengampu/'Yang Memperoleh Hah/Ahli Waris Tidak Meiigajukan

Keberatan Atas Terbitnya SKP2 KS ini be重laku s匂ak t劃ggal ditetapkan.

Salinan sesual dengan aslinya

Nlp.工躯1o7o5 2oo8o4 1 ooi



LAMp[RAN VrH

PERATURAN WAしI KOTA SIBOしGA

NOMOR 6l TAHUN2025

TEN皿NG

TArn　cARA pENyEしESAIAN TUNTu｢､AN GANTI

KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGER【

BUKAN BENDAHARA ATAU P田JABAT LAIN

pENyELESAIAN TUNTu皿N GANTI KERUGIAN yANG DILAKUKAN OLEH

pEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU pE↓ABAT払IN-MELALu量

MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESA重AN KERUG量AN DAERAH-PIHAK YANG

MERUG重KAN/ PBNGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS T工DAK

MENGA↓uKAN KEBE孤恥N A皿s TERBITNⅤA sKp2Ks

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17　Tahun　2003　tentang Keu狐gan Negara

(しembar弧Neg狂a Repub膿k賞ndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambah紬

Lembaran Negara Republik量ndonesia Nomor 4286);

2･ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republ虹lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambah紬

Lembaran Negara Republik量ndonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pcme轟ntah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan

Gan亡i Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2016

Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133　Tahun　2018　tentang

Penyelesaian Tuntut紬Ganti Ke調gian Daerah terhadap Pegawa王Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

8. Latar Belakang

Untuk menghindari te重jadinya ke則gian daerah a瞳bat tindakan melanggar

hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara紬Negara

telah diatur ketentuan mengenai p軸yelesaian kemgi肌daerah･ Sela調jutnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun　2004　tentang Perbendaharaan Negara

tersebut皿enga皿anatkan Pemerintah untuk皿engatur mengenai tata cara

Tuntutan Ganti Ke調節an Daerah. Am狐at tersebut tertuang dalam Pasal 63

ayat (2) Undang-Und狐g Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan

Peraturan Peme正ntah.

Setiap kemgian daerah yang disebabk孤oleh t血dakan melanggar hukum

atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang

Memgikan/Pengampu/Y紬g Memperoleh Hak/Ahli Waris･ Pen謎antian

kemgian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang,

surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang,

su｢at berharga, dan barang　仕dak disebabkan oleh tindakan melanggar

hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,

皿aka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan

dari pembukuan. Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Walikota

wajib segera melakukan Tuntut紬Ganti Ke｢ugian Daerah setela｣h mengetahui

bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan te章jadi

kerugian daerah.

7セnfuきari...



Tuntutan Ganti Kemgian Daerah dilakukan oleh P匂abat Penyelesaian

Kemgian Daerah (PPKD) yang sela垂utnya menugaskan Tim Penyelesaian

Kerugian Daerah (TPKD)皿tuk melakukan tuntutan ganti kemgian

dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau peja_bat Lain yang telah

ditetapkan untuk mengganti kemgian daerah dapat dikenakan sanksi

administra揖　d劃/atau sanksi pidana, Adapun putusan pid狐a tidak

membebaskan Pegawal Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari

Tuntutan G紬ti Kemgian Daerah, D血am rangka memberikan pedoma･n bagi

Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tent紬g Perbendaharaan Negara telah

ditetapkan Peraturan Peme正ntah No皿or 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara.

皿ntutan Ganti Kemgian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Nege正Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133

Tahun 20 1 8 tentang Penyelesaian皿ntutan Ganti Kerugi紬Daerah terhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan T可uan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan

Ganti Kemgian y紬g D血akukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

Pejabat Lain Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli W狐is

Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS adalah untuk menycdiakan

pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaLksana pengelola

keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Mil毘　Daerah dalam

menyelesaikan皿ntutan Ganti Kemgian yang Di宣akukan o賞eh Pegawai Negeh

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Melalui Majelis Pertimbangan

Penyelesai狐　Kemgian Daerah Pihak Yang Me則gikan/Pengampu/Yang

Memperolch Hak/Ami Wads Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS.

T可uannya addah untuk membangun sistem penyelesaian皿ntutan Ganti

Keruglan yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Lain -　Melalui Majelis Per仕mb餌gan Penyelesaian Kerugian Daerah Pihak

Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan

Keberat紬　atas Terbitnya SKP2KS, yang亜harapkan mampu mendu血g

kelancaran　虹ne互a Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan

Daerah guna mendurfung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan

kcluaran dan manねat bagi kepentingan Pemerintah Kota Sibolga dan

masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pemb狐gunan di

Pemerintah Kota Sibolga.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian

Tuntutan Ganti Kemgian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain-Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian

Kemgian Daerah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Wads Mengajuk紬Keberatan atas Terbitnya SKP2KS, para pihak

yang terlibat adalah:

a. Wall Kota selaku P句abat Penyelesaian Kemgian Daerah;

b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;

c. Tim Penyelesaian Kemgian Daerah (TPKD);

d. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis); dan

e. Pihak/ Orang yang Diduga Menyebabk紬Kemgian Daerah･

E･ Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai

Negeri Buk紬Bendahara atau p句abatしain-Melalui Majelis Pertimbangan

Penyelesaian Kemgian Daera血　陣hak Y狐g Merug此an/Peng劃pu/Y弧g

Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS:

I.4pαbila時･



1.Apabila dalam jangka waktu 14　ha｢i, Pihak Yang Memgikan/

Pengampu/Yang Mempe｢oleh Hak/Ahli Wads mengajukan keberatan atas

terbitnya SKP2KS, PPKD menugaska蝿Majelis memberikan pe正mbangan

kepada PPKD dalam r紬gka penerbitan SKP2K･

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Majeljs melakukan sidang dan mclakukan

hal sebagai berikut:

a. memeriksa laporan TPKD;

b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;

c. meme五ksa bukti;

d. memeriksa dan in emin ta keterangan Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau

pihak yang mengetah正tc巧adinya Ke叫gi紬Dacrah;

e. meminta keterangan/pendapat dari n批asumber yang me皿ili施keahlian

te正entu; dan/ atau

f･ h瓢暮ain yang diperlukan untuk penyelcsaian Kemgian Daer血･

3. Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:

a. menolak selu則hnya;

b. menerima selumhnya; atau

c. menerima atau menolak sebagian,

Dalam hal dalam sidang, Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis

dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pcmeriksaan

ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

4. Dalam hal Majelis mcnolak selu則hnya, menerima atau men○○ak sebagian

keberatan sebagaimana dimaksud pada bu仕r 3 huruf a dan hurur c,

Majelis皿eny劃pajkan pertimb狐gan kepada PPKD untuk menerbitk孤

SKP2K◆ SKP2K paling sedikit memuat materi‥

a. pertimbanganMaj elis;

b. identitas Pihak Yang Memg取組/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris;

c. jumlah Ke調gi狐Daerah yang ha則s dipulihkan;

d･ penyerah狐upaya penagihan Kemgian Daerah kepada instansi yang

menangani pengurusan piutang negara/ daerah; dan

e. da請ar barang jaminan P血ak Y狐g Merugikan/ Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang

皿enangani pengumsan piutang Negara/daerah, dalam hal Majelis

berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.

5. PPKD menerbitkan SKP2K diterbi収an pal血g書ambat 14 (empat belas) hari

ke寄a s匂ak Majclis menetapk紬putusan･ SKP2K disampaikan kepada:

a. Badan Pemehksa Keuangan;

b. Maje虹s;

c. instansi yang men弧gani pengu則s狐piutang daerah; dan

d. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

6.D瓦am hal, Majeus menerima selumh keberatan dari Pihak Yang

Mcmgikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana

dimaksud pada butir 3 huruf b, berdasarkan putusan sidang, Majelis

memberikan pertimb狐gan kepada PPKD untuk melakukan :

a･ pembebasan penggantian Kemgian Daerah;

b. penghapusan:

- uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada

dalam penguasa狐Pegawai Nege正Bukan Bendahara atau両abatしain;

dan/atau

-uong....



一uang, dan/atau bar孤g mil址dae｢ah yang berada dalam penguasaan

Pegawal Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan

dalam penyelenggaraan tugas pemehntahan.

7. Atas dasar pertimbangan Majelis, PPKD:

a.皿enerbitkan Surat Kepu調san Pembebas劃　Pcngganti弧　Kemgian

Daerah; dan

b. mengusulkan penghapusan:

- uang, surat berharga, dan/atau barang m虹ik daerah yang berad盆dala皿

penguasaan pegawai Negeri Buk弧Bendahara atau p匂abat Lam; dan/

atau

- uang, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan

Pegawai Negeri Bukan Bcndah甜a atau Pejabat Lain yang digunakan

dalam penyelenggaraan tugas pemehntahan･

Surat keputusan pembebasan penggantia皿Kemgian Daerah diterbitkan

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan

putusan basil sidang･

8･ PPKD menyampaikan Surat Keputusan Pembebas皿Penggantian Kerugi紬

Daerah (SKP2K) kepada:

a. Bad紬Pemeriksa Keuangan;

b.Majelis;

c.陣hak Yang Memgikan/Pengampu/Yang Mempcroleh照ak/ Ahli Waris

yang dibebaskan da正pengganti弧Kerugian Daerah, d狐Ketentiian tata

cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

pe｢undang-u ndangan ･

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang hams dipenuhi dalam Standar

Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Ke則gian yang Dilakukan

oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Melalui Majelis

Pe rtimb an gan Penye le saian Kerugian D aerah -Pih ak Yang

Memgikan/Pengampu/Y狐g Me皿peroleh Hak/Ah止　Wa｢is Mengajukan

Keberatan atas Terbitnya SKP2KS, yajtu:

a. inめrmasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan

b. kctentuan peraturan pe調nd狐g-undangan y餌g berkaitan dengan

Tuntutan Ganti Rugi.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana-

transportasi.

H. Biaya pelayanan

Pelaksanaan St紬dar Operasional打osedur Penyelesaian皿ntutan Ganti

Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Lain-Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memper｡1eh Hak/Ahli Waris Mengajukan

Keberatan alas Terbitnya SKP2KS tidak dipungut biaya･ Biaya Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian皿ntutan Ganti Ke則gian y紬g

Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau坤abat Lain Melalui

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kemgian Daer血　Pihak Yang

Memgik狐/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajuk紬

Keberatan atas Terbitnya SKP2KS dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan

An縫aran (DPA) Inspektorat Kota Sibolga･



I. Tempat pelayanan

Pelay紬紬　Standar Operasional Prosedur Penyelesa土an Tuntutan Ganti

Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

hili-rvielalui Maj’｡is Pe誼m'ua埋ari Peliyclesalall Kcl ugiall Duel all-Piilck Yzllig

Memgik劃/Penga皿pu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Wads Men如uk紬

Keberatan atas Terbi血ya SKP2KS diselenggarakan pada kantor工nspektorat

Ko亡a Sibolga c･q･ Se血etahat MajeHs Pe血mbang紬Penyelesaian Kemgian

Daerah (Se虹eta正at MPPKD) Kota Sibolga. Standar Operasional打osedur

Periyel�6���"ｲ�BﾖG&唯ﾖ沫F�&��v�ﾂﾖ友��ｰri噂iari 5;-arig Dilak-Likan ｡leh P�v�v�哦ﾖ�FVvW&�

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-Melalui Majelis Pertimbangan

Penyelesaian Kemgian Daerah-珊Iak Yang Memgikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS

ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



払MPIRAN Ix

pE恥mRAN wAu Ko皿s事BOしGA

#°#EG G[ TAHUN2o25
皿TA cAin　pENyEしESAIAN TUNTUTAN GANTI

KERU○○AN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGER工

BUKAN BENDAHARA A皿u p田↓A孤T LAIN

pENAGIHAN DAN pENyE調RAN

GANTI KERUG重AN DAERAH

i

A Dasar Hukum

1･ Undang-Undang Nomor 17　Tah皿　2003　tenぬng Keuang紬　Negara

(鵬mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Nega輪Republ庇血donesia Tah皿2○○4 Nomor 5, Tmbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerfutah Nom｡r 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan

Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tah皿2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republ毘】ndonesia

Nomor 5934);

4･ Peratman Mente五　Dalam Nege正　Nomor 133　Tah皿　2018　tentang

Penyelesaian Tuntutan Cinti Kerugian Daerali terhadap Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pej abat Lain.

a. Latar Belakang

Untuk menghindari teljadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar

hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tah皿2004 tentang Perbendaharaan Negara

telali diatur ketentuan mengenal penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun　2004　tentang Perbendaharaan Negara

tersebut mengananatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara

Tultutan Ganti Kerugian Daerah. Am-t tersebut tertuang dalam Pasal 63
ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 2004　tentang Perbendaharaan

Negara yaitu tata cara Tunfutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan

Peratm紬Peme正ntah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukun

atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihck Yang

Merugikan/Penganpu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian

kemgian dae｢ah te｢sebut pcrlu sege胞d組a血ik紬untuk memulihk紬uang,

surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang,

surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar

hukun atau kelalalan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejal)at Lain,

maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan

dah pe皿buku紬.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Wali Kota wajib segera

melakukan Tuntutan G細心　Kemgian Daerah setelah mengetah正　bahwa

dalan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian

daerah.

航tan....



Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat P�逍VﾆW6����

Kerugian Daerah (PPKD) yang sela可utnya皿enugaskan Tim Penyelesai紬

Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakuk孤　tuntutan ganti kcrugi餌

dimaksud. Pegawal Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah

ditetapkan untuk mengganti kemgian daerah dapat dikenakan sanksi

administratif d紬/atau sanksi pid狐a･ Adapun putusan pidana tidak

membebaskan Pcgawai Ncgeri Buk餌Bendah狐a atau雨abat Lain dari

T皿tutan Ganti Kemgi狐Daerah･ Dal劃rangka membe轟kan pedo皿an bagi

Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanak狐ketentuan Pasal 63 ayat (2)

Undang-Und紬g Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendah狐aan Negara telah

ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Tuntutan Ganti Kemgian Negara/ Dae｢ah Terhadap Pegawai Nege｢i Bukan

Bendah紬a atau坤abatしa王n dan Peratur狐Mente轟Dalam Negeri Nomor 133

Tahun 2018 tentang Penyelesaian皿ntutan G紬ti Kemgian Dacrahしerhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pej abat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dad penctapan Standar Operasional Prosedur Penag血an dan

Penyetoran G紬ti Ke調gian Daerah adalah untuk menyediakan pedoman yang

jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah

dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam rangka Penagihan dan

Penyetoran Ganti Kerugian baik dalam bentuk uang maupu Barang Milik

Dacrah.

T可uamya adalah untuk membangun sistem Penag血an dan Pcnyetoran

Ganti Kcmgi紬　Daerah yang ma皿pu　皿endukung kelancaran kine巧a

Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung

penyelenggara狐pelayanan y劃g menghasilkan keluaran dan manねat bagi

kepentingan Pemerintah Kota Sibolga dan masyarakat/umum guna

mendukung pelaksanaan pemba皿甜n紬di Pemerintah Kota Sibolga･

D. Pihak Terkait

Dalam r紬gka pe重aksana劃St紬dar Ope｢asional Prosedur Penagihan d紬

Penyetoran Ganti Kerugian) para pihak yang terlibat adalah:

a. pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD) Ovali Kota);

b･ Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;

c. Kuasa BUD/ Kas Daerah; dan

d, Pihak/Orang yang Diduga Menyebabk紬Ke則gian Daerah･

E. Proscdur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kemgian

l. Berdasarkan SKTJM, SP2KPS atau SKP2K, Kepala SKPKD menyiapkan

Surat Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian ｡aerah.

2. SⅧat penagih紬diterbitkan ｡1eh Kep瓢a SKPKD p狐ng lambat 7 (叫uh)

hari kerja seja.k SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan. Selanjutnya

Kepala SKPKD menyampaik狐　Surat Tagih肌ke Pihak/Or紬g Y狐g

Memgikan/ pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris･

3. Pihak/Or紬g Y紬g Memgik狐/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris menerima Surat Tagih紬da正Kep狐a SKPKD･

4. Berdasarkan Surat Ta由h狐, nhak Yang Me調gikan/Pengampu/ y狐g

Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke

Rekening Kas Umum Daerah･



5. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang

telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai

dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS,

atau SKP2K, dinyatakan telah　皿elakukan pelunasan dengan su｢at

keterangan tanda lunas･ Surat Keterangan Tanda Lunas disiapkan dan

ditandatang狐i oleh oleh Kepala SKPKD.

Surat Keterang紬Tanda Lunas paling sedi貼t memuat:

a. Identitas Pihak Y紬g Me則gikan/Penga皿pu/yang Mcmperoleh Hak/Ahli

Wa正s;

b. Jumlah Kemgi狐Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan

jangka wa虻u yang ditetapk孤dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;

c･ Pemyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris telah mela女ukan pelunasan ganti Kemgian Daerah;

d･ Pemyata紬pengemb狐ian barang jaminan, dal劃hal surat keterangan

tanda lunas y弧g diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; din

e. Pemyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat

keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS

atau SKP2K.

6. Kep瓢a SKPKD　皿enyampaik紬　Surat Keterangan Tanda Lunas kepada

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Halt/Ahli Waris

disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan

barang jaminan. Surat keterangan tanda lunas disampaikan kepada:

a･ Badan Pemcriksa Keuangan;

b. Majelis;

c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

yang melakukan penyetor劃ganti Kemgian Daerah; din

d･重nstansi yang benⅤen紬g melakukan sita atas harta kekayaan･

7. Pihak/Orang Yang Merugikan/Pcngampu/yang Memperoleh Hak/Ahli

Wa轟s menerima Surat Keterang紬Tanda Lunas da轟Kepala SKPKD･

8.Atas dasar Surat Keterangan Tanda Lunas, PPKD mengusulkan

penghapusan :

a･ u狐g, surat berharga, dan/atau bar劃g milik daerah yang bcrada dala皿

penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

dan/atau

b.uang dan/atau barang bukan milik daerah y餌g berada dalam

penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau P匂abat血in yang

digunakan d粗am penyclenggaraan tugas pe皿er血tah劃･ Ketentu紬tata

cara penghapus紬　diatu sesuai deng紬　ketentuan peraturan

p emndang-undanga皿.

F･ Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang hams dipenuhi dalam Standar

Operasion血Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kemgian Daerah,

yaituこ

aーInfbrmasi atau laporan indikasi Kemgian Daerah; dan

b. Ketentuan peraturan pe｢頃ndang-undangan yang berkaitan denga皿

皿ntutan Ganti Rugi.

G. Sarana dan Prasarana Pe重ayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana

transportasi.

H.Biclga..



H. Biaya Pelayanan

Pelaksana劃S屯ndar Operasional打osedur Penagihan dan Penyetoran Gan心

Kerugian tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksrmaan Standar Operasional

Pluscdul Pmagiliam血重l Pe【iycLul劃i Ga⊥記Kc工'ugia重l Daclali dibc'ua⊥竜all pa山

Dokumen Pelaksana紬An謎紬紬(DPA)暮nspektorat K〇日Sibolga.

I. Tempat pelayanan

Pelayanan Standar Operasional Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti

Kemgian Daerah diselenggarakan pada k紬tor量nspektorat Kota Si耽lga c.q.

Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daera血(Sekretariat

MPPKD) Kota Si比lga.

Standar Operasional Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian

Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan se$uai dengan aslinya

NIP.19810705 200804 1 001



しAMPIRAN X

pERATu孤N wAしI KOTA S量BOLGA

NOMOR　6|　TAHUN2025

TENTANG

恥でA CARA p田NyEしBSAIAN TUNTUTAN GANT暮

KERUG暮AN DABRAH TERHADAP P田GAWAI NEGERI

Bu臥N BENDA恥RA A皿u pB↓ABAT LAIN

A. FORMAT LAPORAN INFORMASI DUGAAN KERUG賞AN DAERAH DARI ATASAN

LANGSUNG/KEPALA SKPD KEPADA KEPALA SATUAN KERJA

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KOP

SKPD

Nomo｢ :

Perihal : Laporan Dugaan Terjadi

Ke｢ugian Dae｢ah

Be｢ikut ini kami sampajkan ｢ingkasan dugaan ke｢ugian dae｢ah yang te両di di

SKPD..….

DUGAANK巨RUGiANDA巨RAH 閥Y)ｨｹ�$�舩�薺�舩�$�$�舩ﾔ�6抜�DA巨RAHBMD) 

NAMA:SKPD 忍Tt��蒂4�踏'��H�2��ｴU%Tt��腑�U$���

i ｣AMA｢:SKPD 

UM｣AHUNI丁BMD★★) 

NOMOR:SURA丁 1Unit/Buah/Set")PIHAKYANG 

URAiAN　　:KASUS DUGAAN
i

K巨RUGiAN DAERAH

M巨RUGiKANI丁ER丁UNTU丁

NAMA

Nip

Demikian penyampaian, dugaan ke｢ugian dae｢ah atas pe｢hatiannya kami sampaikan

te｢ima kasih.

Kepala SKPDー.….

NIP….=



8. FORMAT SURAT KBTERANGAN払NGGUNG ↓AWAB MUTLAK

i

Saya be轟anda tangan dibawah ini:

Nama

Nip

Pangkat

Jabatan

Aiamat

Menyatakan dengan sebena｢nya ~dan tidak akan mena｢ik kembali pe｢nyataan yang saya

bua=ni, bahwa saya be直anggu｢g jawab atai ke｢ugian dae｢ah sebesa｢ RP‥● … 2)

(‥…‥.dengan hu｢uf..….…) yakni ke｢ugjanlkeku｢angan yang disebabkan　‥

3〉.…

Jumlah ke｢ugianlkeku｢angan te｢sebut akan saya ganti dengan menye(o｢kan jumiah

te｢sebut Ke Kas Umum Peme｢intah..‥.…….…4) dalam ｣angka waktu.… ...…..‥5)

(….　.….dengan hu｢uf‥…　　‥‥) buian sejak saya menadatanga川SKTJM

ini, dengan ketentuan　‥　　‥ 6)

Sebagai ｣aminan atas pe｢nyataan時saya se｢ahkan da什a｢ ba｢angba｢ang bese直a Bukti

Kepemiiikan dan Su｢at Kuasa Men｣ual atau Su｢at Kuasa Pemo(°ngan Gaji dan丁unjangan

つsebagai be｢ikut:

a…….白い　　　　　　　　7);

b. .

C. .

Apabila daiam jangka waktu ･…十● ･●･ 5) ( ･･…･-…･･dengan hu｢uf●･･･…･ー) seteiah saya

menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian

te｢sebut, maka Peme｢intah Dae｢aいdapat me巾uai atau melelang ba｢ang ｣aminan te｢sebut i

Menyetujui,

Kepaia Satuan Ke巾a Pengei°ia

Keuangan Dae｢ah

(.....Nama-.)

NIP....

Saksi 1

(Saiah Satu Anggoぬ丁PKD)

(……Nama ……)

NIP……

Sibolga,........

8) Pihak Yang Me｢ugikan

Mate｢ai cukup

(= …Nama.…)

Nip...……=.

Saksi 2

(Pegawai pada SKPD sama

dengan Pihak yang

Me｢ugikan)

(.……Nama …...)

N旧……



★) Daiam ganti ke｢ugian dapat dapat dii…asi dengan gaji dan tunjangan maka Su｢at

Pemotongan Gaji dan丁unjangan dapat menggan宣ikan su｢at日ukti Kepem冊an dan

Su｢a( Kuasa Men｣uai.

Petu巾uk Pengisian:

1〃 Diisi dengan ide函tas iengkap pegawai yang menandatangani SK丁JM.

2. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.

3. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya

ke｢ugian dae｢ah.

4･ Diisi nama Peme｢intah dae｢ah dimana pemiiik ｢ekening kas Umum Dae｢ah.

5. Diisi jangka waktu pengembaiian ke｢ugian dae｢ah.

6. Diisi dengan tata ca｢a pengembaiian apaka圧unai atau angsu｢an, apabiia angsu｢an

dijeiaskan be｢apa ka冊an batas waktu pembaya｢an.

7･ Diisi dengan ba｢ang-ba｢ang yang dijadikan jaminan atas peiunasan ke｢ugian

dae｢ah.

8･ Diisi dengan nama tempat dan tanggai SK丁JM ditandatangani, se轟a nama pihak

yang me｢ugikan.
9･ Diisi dengan nama SKPD yang menjaiankan f…gsl SKPKD,



C. FORMAT SURAT PEMBEBANAN PENGGANT工AN KERUGIAN SEMENTARA

(SKP2KS)

pEMER工N皿H KOTA s重BOしGA

KEPALA SATUAN KBRJA pENGELo払KEUANGAN DAERAH

Jalan..‥〇･.〇･…〃 Sibolga

Telp‥…..……. Faks. ･･….〇･･･

KEpuTusAN KE払LA SATUAN KER↓A pENGBLOしA KEUANGAN DAERAH… 1)

NOMOR∴･……　　　2)

TEN皿NG

pENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN sEMEN皿RA

(SKP2KS) TERHADAP SAUDARA/I..………..……‥　3)

Menimb ang

Pembeb狐an Penggantian Kemgi紬　Sema･ntara

(SKP2KS) Terhadap Saudara/i ･……….…･●･3)

Me皿beb狐i saudara/i …….…………　3) sebesar

Rp…..…….…　4) (……･.･･…dengan huruf…･…)

atas ke則gim daerah y孤g disebabk劃･……　5)

Mewajibkan Saudara/i　.….…..........　3)

sebagai皿ana D龍tum Kesatu untu k

mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara

tunai paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak

ditetapkan Keputusan血i･

Sebagai jaminan atas penggantian kemgian

tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik

Saudara/i.….…3):

a….…..…..…… 6)

b…..…….…..…

Membe轟　kesempatan kepada Saudara/i

sebagaimana dictum KE SATU untuk

mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas

ke則gian negara d瓢am jan亦a waktu 14 (empat

belas) hari kerja terhitung setelah menerima

Keputusan ini･



Apabila sampan dengan batas waktu 14 (empat

belas)　hari kerja tersebut Saudara/i

sebagaimana批kt耽KESATU tidak mengajukan

keberat劃atau pembelaan diri atas kc｢u由an

daerah, maka akan segera diterbitkan Surat

Keputusan Pembebanan Pengganti紬Ke皿gian

(SKP2K).

Kepu山san ini mulai berlaku pada tanggal

dite tapkan.

Tembu san :

1. Wali K｡ta Sib｡1ga (S｡baga上己ap｡r叫;

2 ･ Badan Pemeriksa Keuangan芋erwa捌an Provinsi Sumatcra Utara;

3･ Kepala KPKNしUrusan騨utang Negara Perwa瞳Ian Provinsi Sumatera Utara;

4･ Inspektur Kota Sibolga;

5･ Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga

6. Kepa宣a SKPD terkait;



Petu両uk Pengisian:

I ･ Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.

2･ Diisi dengan nomor keputusan･

3･ Diisi dengan n紬a pihak y狐g memgikan, discrta上jabat劃NIP bagi Pegawa王

Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.

4･ Diisi dengan jumlah kerugian daerah,

与･ Diisi dengan ｣ems perbuatan yang dilakし章kan sehin幾a mengakibatkan

te寄adinya kemgian daerah.

6･ Diisi dengan da虹ar barang milik pihak yang merugikan yang dapat叫adikan

jaminan pengembalian keⅢgian daerah.



D･ FORMAT SURAT PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

WALI KOTA SIBOしGA

pROvlNsl SUMATERA umRA

KEp器%AR|: y?.::. r.?i.?.?.I.p?,LGA

i

TEN恥NG

PENETAPAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

TERHADAP SAUDARA/I.…..….,.….…. 2)

Menimb狐g : a…･………･…∴

a-出･同時用出川･･･)

b白...白.時,.用..……;

KEEM恥T ,

KEL重MA

KEENAM :

Pembebasan Tanggung LJawab Kerugian Daerah Terhadap

Saudara/i…..……2)

Terdapat keku重aヰg劃u紬g, surat berharga din/atau bar紬g milik

daerah sebesar Rp 3) (....dengan humf....) yang menj’adi tanggung

jawab Saud釘a/i ･…････…･2)出血gkung弧……..… 4).

Saud紬a/ 1 sebaga王mana diktum KESATU tidak terbu虻i melakし嘉kan

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehinggaL
tidak dapat dim血tak紬pertanggun由awaban atas kem由an daerah

yang te重jadi.

Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban untuk

霊ae[:講霊鴇,dua.erall dengan nilai sebagaimana tercantum
i

用･･用･肌用用･･.…..5)

Keputusan Wali Kota血mula王berlaku pada tan鍵al ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada t紬ggal同両用.用.

Wali Kota Sibolga,

Keua｢g紬



Pctu可uk Pcngisian:

1〃 Diisi dengan nomor kepu中san.

2･ Diisi dengan mama pihak y紬g memgikan, disertai jabatan, nomor induk

kcpegawa王an an製ota･

3･ Diisi dengan jumlah kemgi紬.

4･ Diisi dengan nana SKPK dimana pihak y紬g memgikan ditempatkan.

5･ Diisi dengan hal lain yang di紬ggap per工u, seperti pihak y紬g me｢ugikan

sudah mela血kan kewajiban/pembayaran dan berapa yang haⅢs

dikembalikan pemda kepada yang bersang血tan apabila sudah melakukan

pembayaran.



E･ FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

(SKP2K) ATAS SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)
WANPRESTASI

WALI KOTA S工BOLGA

pROv重Ns暮suMATERA u皿RA

KEpuTusAN wAしI Ko皿slBOLGA

NOMOR∴………･.･…… 1)

TENTAN G

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH

TERHADAP SAUDARA/I....,..........….....2)

Menimbang : a‥.………….…………..;

b-両-出川用.,川..同時.言

C･ ･〇時･･川向･用･･出･出川つ

Mengingat : 1‥.....….….….………....;

2白川...川...出向..用…….;

3. …い.…………...…….-…:

MEMUTUSKAN

Pembebasan Penggantian Kemgian Daerah Terhadap

Saudara/i…. …. …2)

Membebani Saudara/i ……‥　2) sebesar RP………3) (….

……dengan humf　…………) atas kemgian daerah yang

disebabkan…….･…… 4)

Sebagai Jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut

da允ar harta kekayaan milik Saudara/1 sebagaimana diktum

kesatu:

a･小用出川用5)

b…..….…○○…

Mewajibkan kepada Saudara/ i sebagaimana diktum KESATU

untuk menggan債kemgian daerah sebagaimana tercantum

pada diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah …… 6)

皿elalui　…･…･7) p血ing l狐bat ･…･…･　8) (.…‥.deng劃

huruf..........) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

Apabila Saudara/i sebagaim紬a diktum KESATU , tidak

mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas

waktu sebagaimana dik調m KETIGA maka hak penagihan

akan diserahkan kepada ……/ 9)

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
dite tapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal ……･●･〃…･

Wali Kota Sibolga,

Tembusan:

1 i Badan Pemeriksa Keuangan Perwa出し紬Provinsi Sumatcra Ut虹a;

2. Kepala- KPKNL Urusan Piutang Negara Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

3. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;

4.工nspektur Kota Sibolga;

5. Kepala Badan Pengclolaan Keuangan Daerah Kota Sibolga;

6. Kepala SKPD terkait.



Petunjuk Pengisian:

1･ Diisi dengan nomor keputusan.

2･ Diisi dcng紬nama pihak y紬g memgikan, disertai jabatan, nomor induk

kepegawai紬/ anggota.

3･ Diisi deng紬juml血ke調gi狐daerah (apabila pihak memgikan telah

melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah

diterima pemda).

4･ Diisi dengan ｣ems perbuatan yang dilakukan sehingga menga貼batk紬

te巧adinya kemgian daerah.

5. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan

jaminan pengembalian kerugian daerah.
6･ Diisi dengan mama Kmtor PeⅣakilan Kcmenterian Keuangan yang

Menangani umsan piutang/utang negara di daerah
7･ Diisi dengan tempat dan t劃ggal penandatang紬surat keputusan･

8･ Diisi dengan nama pemerintah daerah,

9･ Diisi dengan nama Kantor PeⅣa皿餌Kemcnte轟an Keuangan y紬g

Menang紬i ums狐piutang/utang negara di daerah.



F. FORMAT SURAT pENAGIⅡAN BERDASAR払N SURAT

KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM/ SURAT

KE PUTU S AN PEM B EBANAN PEN G GANTIAN KE RU GIAN

SEMENTARA (SKP2KS)

pEMERiN恥H Ko恥siBO｣GA

KEPA｣A SA丁UAN KERJA PENGE｣O｣A K巨UANGAN DAERAH

Jaian …...…… Siboiga

｢七ip.出川出川Faks白川.白川

rao器o,:an :.∴ :∴’::3)

Pe｢ihal　: Su｢a( ･ね9ihan

Slboiga,　　　　1 )

Kepada Yth

4)

dl-

5)

Be｢sama mi kami be｢itahukan bahwa menu｢ut catatan kami, Sauda｢a mem帥ki

kewajiban tuntutan ganti ke｢ugian dae｢ah sebesa｢ Rp･.I. …　6) (…‥dengan

hu｢uf…･), yang sudah dibaya｢kan sebesa｢ Rp. ‥…… 7) (‥.dengan hu｢uf...),

sehingga sisa kewajiban yang masih ha｢us Sauda｢a penuhi sebesa｢ Rp…

dengan hu｢uf..…) sesuai dengan SK丁JMISKP2KS No‥…‥. 9) yang saiinannya

kami se巾akan sebaga=ampi｢an su憎t in主

Untuk itu, kami meminta sauda｢a un書uk sege｢a meiunasinya dengan meiakukan

pembaya｢an ke Rekening Kas Umum Dae｢ah Peme｢intah.. … 10) meia両

.............. 1 1)palinglambattanggal......... 12)sebesarRp...... .... 13)(...dengan

hu｢ufつsesuai dengan SK丁JMISKP2KS No..…. 9)

Demikian tagihan面kami sampaikan alas pe｢hatian kami ucapkan te｢ima kasih

Siboiga,冊.川用出川...

Kepaia Satuan Ke巾a Pengeloia

Keuangan Dae｢ah Kota Sibolga

Nip.…..,

Tembusan:

1. Kepaia KPKN｣ U｢usan Pi山ang Nega｢a di Dae｢ah P｢ovjnsi Sumate｢a Uta｢a;

2. Inspektu｢ Kota siboiga;

3. Kepaia SKPD te｢kai(;



Pelu巾uk Pengisian:

1 Diisi dengan nama (empat dan tanggai pene｢bitan su｢at.

2. Diisi dengan nomo｢su｢at.

3･ Dijsj dengan｣umlah ｣AMp旧AN. Oika ada)

4･ Diisi dengan nama pihak yang me｢ugjkanlyang be巾anggung jawab.

5ーDiisi dengan alama=engkap pihak yang me｢ugjkanlyang be鴫nggung ｣awab.

6･ Diisi denganjumiah ke｢ugian dae｢ah yang te喧di.

7･ Diisi dengan jumiah ke｢ugjan dae｢ah yang sudah dibaya｢kan.

8･ Diisi dengan jumiah ke｢ugian dae｢ah yang masih ha｢us djbaya｢kan.

9. Diisi dengan nomo｢ SK丁JMI SKP2K.

10･ Djisi dengan nama peme｢mtah dae｢ah,

11･Diisj dengan p剛an metodel tempat pembaya｢an apakah ke Bank, bendaha｢a

pene｢imaan atau iembaga keuangan bukan bank yang dj(unjuk (apab=a ke bank
lengkapi nomo｢ ｢ekening).

12･ Diisi dengan tanggai waktu pembaya｢an

13● Diisi dengan jumiah yang ha｢us dibaya｢kan be｢dasa｢kan dokumen



G･ FORMAT SURAT PBNAG量HAN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN

pEMBEBANAN pENGGANT払N (sKp2K)

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

KEPA｣A SA丁UAN KERJA PENGE｣OしI KEUANGAN DAERAH

Jaian Siboiga

Telp Faks

Nomo｢　　　　-. 2)

｣ampi｢an　∴‥ ,…3〉

Pe｢jhal　: Su｢at鴫gihan

Slboiga,　　　1 )

Kepada Yth

4)

dト

5)

Be｢sama ini kami be｢itahukan bahwa menu｢ut cata向n kamj, Sauda｢ali memiiiki

kewajiban tuntutan ganti ke｢uglan dae｢ah sebesa｢ …･…･…6) (‥…dengan hu｢uf..…)

sesuai dengan dokumen SKP2K Nom〇〇･….. 7) yang saiinannya kami se鴫kan

sebagai iampi｢an su｢at ini.

Untuk時kami meminta sauda｢a untuk melakukan pembaya｢an ke Rekening Kas

Umumpeme｢intah……… 8)meiaiu上･ …9〉sebesa｢Rp…‥ ‥ 10)

(……dengan hu｢uf･･ …･) sesuai dengan SKP2K No..……7) paiing iambat 90

(Semb=an puiuh〉 ha｢i s句ak SKP2K ditetapkan,

Demikjan画ha白面kami sampaikan alas pe｢hatjan kami ucapkan te｢ima kas｢h

Sibolga, -.

Kepaia Satuan Ke喧　Pengeloia

Keuangan Dae｢ah Kota Sibolga

Nip.…

｢℃mbusan:

1 ●　Ma｣eiis Pe軸mbangan Penyeiesaian Ke｢ugian Dae｢ah;

2ーinspek(u｢ Kota siboiga;

3. Kepaia SKPD ｢七｢kait.



Petunjuk Pengjsian:

1 Diisi dengan nama tempat dan tanggal pene｢bitan su｢at.

2･ Diisi dengan nomo｢su｢at.

3　Djisi dengan｣umiahしAMpiRAN. Oika ada)

4･ Diisi dengan name pihak yang me｢ugika=′yang be巾anggungjawab.

5･ Diisi dengan aiamat lengkap pihak yang me｢ugikanlyang be直anggungiawab

6● Dijsi dengan｣umiah ke｢ugian dae｢ah yang te直di.

7. Diisi dengan nomo｢ SKP2KS.

8･ Diisi dengan nama peme｢in(ah dae｢ah.

9･ Diisi dengan pj=han metodeltempat pembaya｢an (nama ba時bendaha｢a pene｢imaan

atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).

10･ Diisi dengan jumlah yang ha田s djbaya｢kan.



H. FORMAT DAF払R KERUG重AN DAERAH

DAmR KERUGiAN DAERAH pEMERIN｢AH Kom s旧o｣GA

TahunAnggaran...............

No. 疲�ﾖ�ﾂ�Unit 碑�ｸ�ｲ�U｢aian 肌Vﾖ�����Jumiah �6�6��Jenis 噺WB��

SK丁JMI 噺�7W6ﾂ�Ke｢u ��Vﾖ&���&�貭�芳���

Jaba(an 噺Xﾔ���SKP2 彦�Ⅲ��Gian ��誣7Z&���Ke｢ug 肌Vﾖﾆ���

KSISK 噺Vｦ�F����Dae｢ �6ﾆD'Vﾆ���ian �&�&�誡�

P2K 僊h (Rp) 停��2�'��"�幡�ﾖ匁���

1 �"�3 釘�5 澱�7 唐�9 末ﾆ��

i �� 

Petun｣uk Pengisian:

1. Diisi dengan nom○○u｢ut,

2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian

dae｢ah.

3･ Diisi dengan nama tempa朝nstansl k句adian pe｢ka｢a.

4. Diisi No.什gl. SK丁JMISKP2KSISKP2K.

5･ Dijsi u｢aian kasusltahun kejadian.

6●　D=si denganjumlah ke｢ugian dae｢ah.

7･ Diisi dengan ｣umlah pembaya｢an yang te!ah djte｢ima.

8~　Dijsi denganjumiah koiom diku｢angj angka 7).

9･ Diisi dengan nomo｢ bukti kepem=ikan, jenis dan jumlah ba｢ang ｣amjnan.

10･Djisi dengan pelaksanaan SK丁JM, Mjsa血ya: ｣unas, tuna主atau melalui

penjualan ba｢ang.



工･ FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIⅡAN ATAS

KEしEBIHAN SETORAN PERMOHONAN pENGURANGAN船GIⅡAN ATAs

KEしEBIHAN sETo弘N

Kepada Yth

Wa= Kota Siboiga

dj

丁empat

Dengan Ho｢mat

Sehubunga= ditemukan buk¶ ba｢u sebagaimana te｢看ampi｢ yang menyatakan bahwa

n=aj ke｢ugian dae｢ah yang ditagihka= kepada saya sebagajmana te｢cantum daiam

SKP2KSISKP2K Nomo｢ 3) Iebjh besa｢ da｢j yang seha田snya, maka saya memohon

untuk dibe｢ikan pengu｢angan tagihan ke｢ugian dae｢ah dengan n圃pe｢hitungan

sebagaimana te｢lampi｢.

Be｢sama ini saya lampi｢kan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KSISKP2K.

2･ Bukli Pengu｢angan鴫gihan,

3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

日esa｢ ha｢apan saya aga｢ pe｢mohonan saya dapat dikabulkan･ Atas pe｢ha亡iannya saya

ucapkan te｢ima kasih

4)

Nama Pemohon

Petunjuk Pengjsian:

1. Diisj dengan nama peme｢intah dae｢ah.

2･ Diisi dengan identitas pihak yang me｢ugikan.

3･ Diisi dengan nomo｢ dokumen SKP2KSISKP2K.

4･ D=si dengan tempat dan tanggal penandatangan su｢at pe｢mohonan.



J. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

SURA丁KE丁ERANGAN ｣UNAS

Nomo｢∴･.用,川… 1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Dae｢ah Kota Siboiga 2) dengan面menya自kan bahwa tuntutan gan章i ke｢ugian dae｢ah

te｢hadap:

Sebagaimana te｢cantum dalam S灯JMISKPK2KSISKP2K No.. ‥. 4) dinyatakan leiah

dibaya｢ tunas sejumlah Rp.……　5)　da｢l kewajiban be｢dasa｢kan

S灯JMISKPK2KSISKP2K No…… 4) sebesa｢ Rp… … 6) , Seianjutnya, be｢sama in申ga

kaini kembaijkan dokumen kepem順anlase章yang teiah dijadjkan dijam剛an telah

dilakukan sita jaminan sebagaimana書e｢cantum

SK丁JM/SKPK2KSISKP2K N｡ー… 4) dengan ｢incian sebagai be｢ikut:

No 瓢&�ｦ���No.Bukti �6��6｢�Kete｢angan 

S旭01ga,.用

Kepala Badan Pe∩gelolaan Keuangan dan Aset

Dae｢ah Kota Sibolga selaku Kepaia SKPKD

丁embusan:

1 i Yth･ Wa= Kota Sibolga (sebaga=apo｢an);
2･ Yth● Badan Peme｢iksaan Keuangan PeMak=an P○○vinsi Sumate｢a U屯｢a;

3･ Yth･ Kepala KPKNL U｢usan Piutanglulang Nega｢a P｢ovinsi Sumate｢a Uta｢a;

4･ Y(h･ inspektu｢ Kota Sjbolga;

5. Kepaia sKPD丁e｢kait;

6･ Yang be｢sangkutan.



Petunjuk Pengisjan:

1 Diisi dengan n°mo｢su｢at.

2′ Dijsi dengan nama SKPD yang me巾aiankan fungsi SKPKD.

3･ Dijsi dengan jdentitas p-hak yang me｢ugikan･

4-　Diisi dengan nomo｢ sK丁JM/SKP2KSISKP2K.

5･ Diisi dengan ｣umia血ang yang teiah dibayarkan.

6　Dijsi denganjumlah ke｢ugian dae｢ah.

7･ Diisi dengan tempat dan tanggai penandatangan su｢at keputusa=.

8･ Diisi dengan name SKPD yang men｣aiankan fungsi SKPKD.



K･ FORMAT su孤T UNDANGAN pENⅤAMmAN HAs重L PEMERIKSAAN

S EM E NTARA

pEMERIN皿H Ko皿SiBO｣GA

丁iM PENY巨｣ESAiAN KERUGiAN DAERAH

Jalan …･..… Sibolga

Telpon....... Fax..,.....

: Penting

:Undangan Penyampaian HasiI

Peme｢iksaan Sementa｢a

Kepada Yth.

di

tempat

Daiam ｢angka pelaksanaan Penyeiesaian Ke｢uglan Dae｢ah,

dengan ini mengundang Sauda｢a sebagai P~hak Yang

Me｢ugikann郁untut, un(uk menghadi｢i kegiatan Rapat Penyampaian

Hasii Peme｢iksaan Sementa｢a丁PKD yang akan d=aksanakan pada･

Harj I ~ねnggai

豊eamk;ua,  :.....,.......�篦蛆� 

Demikian undangan　面　djsampaika=, alas kehadi｢annya

diucapkan te｢ima kasih,

KE丁UA

丁iM P巨NYE｣ESAiAN KERUGiAN

DA巨RAH

NiP….……

丁さmbusan:

1･ Y章h. Waiikota Siboiga (sebagai iapo｢an);

2. Yth.Kepaia BPK Ri Penvakiian P｢ovinsi Sumate｢a Uta｢a.



L. FORMAT SURAT UNDANGAN sAKs賞pADA RA払T TPKD

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

丁iM PENYE｣巨SAiAN KERUGiAN DA巨RAH

Jaian..…. Siboiga

丁もipon-.問Fax白川問

Daiam ｢angka peiaksanaan Penyeiesaian Ke｢ugian Dae｢ah

pada SKPD Kota Siboiga, dengan面mengundang Sauda｢a

sebagai Saks主untuk menghadi｢i ｢apat ve緬kasi Penyeiesaian

Ke｢ugian Dae｢ah yang akan d=aksanakan pada:

Ha｢i l~ねnggaI

Waktu　　　　　　∴..……………….…　W旧

KE丁UA

丁iM PENYEしESAIAN KERUGiAN DAERAH

Nip. …

Tembusan:

1. Yth, Waiikota Sibolga (sebaga=apo｢an),
2. Yth. Kepaia BPK RI Pe恥akiian P｢ovinsi Sumate｢a Uta｢a.



M. FORMAT SURAT UNDANGAN KEPALA SKPD PADA RAPAT TPKD

p巨M巨RiN皿H Ko皿s旧O｣GA

TIM PENYEしESAIAN KERUGiAN DAERAH

Jalan …… Siboiga

Telpon........ Fax.........

Pent而g

Undangan Rapat

Kepada Yth,

di

tempat

Daiam ｢angka pelaksanaan Penyelesaian Ke｢ugian Dae｢ah pada

SKPD …　… Kota Siboiga, dengan ini mengundang Kepa｢a SKPD

....... , untuk menghadjrj rapat verifikasl Penyelesaian Kerugian

Dae｢ah yang akan diiaksanakan pada.

Ha｢i I -ねnggal

Waktu　　　　　　　　.….…….……W旧

Tempat

Demikian undangan ini djsampaikan, alas kehadi｢annya diucapkan

te｢ima kasih

K巨丁UA

丁iM PENYEし且SAIAN KERUGiAN DAERAH

NIP=…..…,.

Tembusan:

1･ Yth･ Waiikota Siboiga (sebaga=apo｢an);
2. Yth. Kepaia BPK RI PeMak=an P｢ovinsi Sum尋te｢a Uta｢a.



N. FORMAT SURAT UNDANGAN RAPAT ANGGOTA TPKD

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

丁iM P巨NYE｣ESAIAN K巨RUGiAN DAERAH

Jalan..…. Sibolga

丁でIpon-同時･ Fax-･同い,

Dalam ｢angka pelaksanaan Penyelesaian Ke｢ugian Dae｢ah

Kota Siboiga, dengan　面　mengundang Anggota　丁im

Penyeiesiaan Ke｢ugian Dae｢ah, untuk menghadi｢i ｢apat丁im

Penyelesaian Ke｢ugian Dae帽h yang akan dilaksanakan pada:

Ha｢i I ｢隠れggai

Waktu　　　　　　　　　……...… Wjb

Tempat

Demikian undangan ini disampajkan, atas kehadi｢annya

diucapkan te｢ima kasih.

K巨丁UA

丁iM P巨NYE｣ESAIAN KERUGiAN DAERAH

Nip ..

｢七mbusan :

1. Yth. Wali Kota Sibolga (sebaga=aporan);
2● Yth･ Kepaia BPK Ri PeMakilan P｢ovinsi Sumate｢a Uta｢a･



0. FORMAT SURAT UNDANGAN AHLI PADA RAPAT TPKD

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

TIM PENYE｣ESAIAN KERUGiAN DAERAH

Jaian …….. Siもolga

丁引pon. …,.… Fax. ……

Daiam ｢angka peiaksanaan Penyeiesaian Ke｢ugian Dae｢ah

Kota Sibolga, dengan ini mengundang Sauda｢a Ahii untuk

menghadi｢i ｢apat丁im Penyeiesaian Ke｢ugian Dae｢ah yang akan

d=aksanakan pada:

Hari / Tanggal

Wa ktu
丁ern pat

丁embusan:

1 ･ Yth･ Waii Kota Siboiga (sebaga=apo｢an);
2. Yth. Kepala BPK RI Perwak=an Provinsi Sumatera Utara.



P. FORMAT NOTULEN RAPAT TPKD

NOTULEN RAPAT

丁iM P巨NYE｣ESAiAN KERUGiAN DAERAH (丁PKD)

No.U｢ut

丁anggai

No,Be｢kas :

KE丁巨RANGAN UANGIBARANG M旧K

DAERAH (BMD)

Ni｣Ai KERUGiAN　: Rp.…. DAERAH

JUM｣AH UNI丁BMD :

. …UnivBuahlset ★★) P旧AK

YANG MERUGIKAN

NAMA

NIP

PANGKAT/ JABATAN :

A ｣AMA丁

No 幡Y{ﾂ�Nomo｢ 僵onst｢usi 日an寄unan 劵ua �6R��Dokumen Gedun臼 劵u �6ﾆ�B�Na 陪�"�Kete｢an 

U｢ut �2�K°d �"�Be面 �&R���ｶﾂ�Tan 疲��As 標2�Ma 没��gan 

Ba｢a 劔�2�｣ok 剪��ーねn 噺����Z&ﾖ�6��

NgI 乏�e 匁vｶ�B�ton 犯���Asil 湯�in �"��ah 芳R�末�����

Nam �&�"�9 白�I 中���Aia 没���0｢ 剽�,ｲ�

a Ba｢a ng ���誡��)ｦ芳�ｲ�丁id ad 冦at 劔疲����



SARAN 

PE丁UNJUKP巨JABA丁P巨NYEし巨SAiAN �)ｦ比D�ｺ4�茹Y)｢�

KERUGiANDAERAH(PPKD) 

Siboi寄a….……. 

KE丁UA丁IMP巨NYE｣ESAiANK巨RUGIAN 

Ko恥s旧OLGA 

NIP 

★) Co｢e章yang tidak pe｢iu

青つJika ke｢ugian dae｢ah be｢upa Ba｢ang M航Dae｢ah (BMD)



Q. FORMAT DA『皿R HADIR RAPAT TIM TPKD

DAF~｢AR HADiR

丁IM PENY巨｣ESAiAN KERUGiAN DA巨RAH

RA孤｢丁iM PENYE｣ESAiAN K巨RUGIAN DAERAH

HARil皿NGGA｣ ∴……‥‥………‥･

丁EM田｢

NO. 比�ﾔ��JABATAN/lNSTANsl 疋�腑�D�舩���

1. �� ��

2. �� ��

3. �� ��

4. �� ��

5. �� ��

6. �� ��

7. �� ��

8, �� ��

9, �� ��

10. �� ��



R. FORMAT DA『払R HADIR UNDANGAN SKPD TERKAIT PADA RAPAT

TPKD

DAFTAR HADIR UNDANGAN SKPD TERKAIT

RAPA丁丁iM PENYE｣ESAIAN KERUGiAN DAERAH

HARl /TANGGAL :.

TEMPAT

NO. 比�ﾔ��｣A日A輪NiiNs皿Nsi 疋�腑�D�舩���

1. �� ��

2. �� ��

3. �� ��

4. �� ��

5,I �� ��

6. �� ��

7. �� ��

8, �� ��

9. �� ��

10. �� ��



S. FORMAT DA『丁AR HADIR UNDANGAN SAKSI PADA RAPAT TPKD

DAFTAR HADIR

UNDANGAN SAKsi

RAPAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

HARl/TANGGAL :..........................
TEM PAT

N○○ 比�ﾔ��JABATAN/lNSTANsl 疋�腑�D�舩���

1. �� ��

2. �� ��

3. �� ��

4. �� ��

5. �� ��

6. �� ��

7. �� ��

8. �� ��

9. �� ��

10, �� ��



T. FORMAT DAF払R HADIR UNDANGAN AHL重払DA RAPAT TPKD

DAF恥R HADiR

UNDANGAN AH｣i

RAPAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

HARl/TANGGAL :...................,.......
丁巨MPA｢

NO. 比�ﾔ��JABATAN/lNSTANsl 疋�腑�D�舩���

1. �� ��

2. �� ��

3. �� ��

4. �� ��

5. �� ��

6. �� ��

7. �� ��

8. �� ��

9, �� ��

10. �� ��



U. FORMAT UNDANGAN SIDANG TERTUNTUT S重DANG MPPKD

pEMERiN丁AH Ko恥s旧O｣GA

MAJE｣IS P巨R丁IMBANGAN P巨NYE｣巨SAiAN KERUGiAN DAERAH

Jaian.….. Siboiga

Telpon...…. Fax....

Da!am　｢angka peiaksanaan sidang Majeiis

Pe面mbangan Penyeiesaian Ke｢ugian Dae｢ah Peme｢intah

Kota Sib°iga, dengan ini mengundang sauda｢a sebagai

Tertuntut, untuk menghadiri sidang Maje=s Pertimbangan

Penyeiesaian Ke｢ugian Dae｢ah yang akan diiaksanakan pada:

Ha｢i I-ねnggal

Waktu　　　　　　　　‥…….‥‥ …WiB

丁empat

Demikian undangan ini disampaikan,　atas

kehadi｢annya diucapkan te｢ima kasうh

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA

SEレIKU

K巨丁UA MAJEしis PER丁iMBANGAN

P巨NYE｣巨SAIAN KERUGIAN DA巨RAH

NiP…..

丁さmbusan:

1 , Yth. Wait Ko向Siboiga (sebagai iap°｢an);

2. Y(h. Kepala BPK Ri PeMakiian P｢ovinsj Sumate｢a Uta｢a



Ⅴ. FORMAT UNDANGAN SIDANG SAKSI PADA SIDANG MPPKD

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

MAJE｣is PER丁iMBANGAN PENYE｣ESAIAN KERUGiAN DAERAH

Jaian …... Siboiga
-間pon-..川Fax-同州

Nomo｢

S ifat

｣ampi｢an

Pe｢ihal

Daiam ｢angka peiaksanaan sidang Ma｣eiis Pe巾imbangan

Penyeiesaian Ke｢ugian Dae｢ah Peme｢血ah Kota Siboiga,

dengan ini mengundang saudara sebagai Tertuntut, untuk

menghadi｢i sidang Majeiis Pe面mbangan Penyelesa｢an

Ke｢ugian Dae｢ah yang akan diiaksanakan pada'

SEKRETARIS DAERAH KOTA S旧OLGA

SE｣AKU

K巨丁UA MAJE｣IS PER丁IMBANGAN

PENY巨｣巨SAiAN K巨RUGIAN DAERAH

Nip. …

Tembusan:

1 I Yth. Wa= Ko(a Siboiga (sebagai iapo｢an);
2. Yth. Kepaia BPK Ri Pe州akiian P｢ovinsi Suma(era Uta｢a.



w. FORMAT UNDANGAN s量DANG BupAT量恥DA s量DANG MppKD

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

MAJE｣IS PER丁iMBANGAN PENYE｣ESAiAN KERUGiAN DAERAH

Jaian.….. Siboiga

丁もIpon.出川Fax-用.川

Nomo｢

Sifat

｣ampi｢an

Pe｢i hal

Kepada Yth

dl

tempat

Daiam　｢angka peiaksanaan sidang Ma｣eiis

Pe面mbangan Penyelesaian Ke｢ugian Dae｢ah Peme｢intah

Kota Siboiga, dengan ini mengundang Bapaklibu Waiikola
Sibolga, untuk menghadj｢j sidang Majeiis Pe巾imbangan

Penyeiesaian Ke｢ugian Dae｢ah yang akan di!aksanakan pada:

Hari / Tanggal

Waktu　　　　　　　　　　　　　　……W旧

鴫mpat

Demikian undangan　高i disampaikan,　a亡as

kehadi｢annya diucapkan te｢ima kasih.



X. FORMAT UNDANGAN SIDANG TERTUNTUT S重DANG MPPKD

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

MAJE｣IS PER丁iMBANGAN PENY巨｣巨SAIAN K巨RUGiAN DAERAH

Jaian ‥… Siboiga

Telpon....... Fax.........

Penting

Undangan Sidang

Daiam　｢angka peiaksanaan sidang Majeiis

Pe軸mbangan Penyelesaian Ke｢ugian Dae｢ah Peme｢intah

Kota Siboiga, dengan ini mengundang Kepaia SKPK …

untuk menghad両sjdang Majeiis Pe面mbangan Penyeiesaian

Ke｢ugian Dae｢ah yang akan d=aksanakan pada.

Ha｢j I "ねng9al

Waktu　　　　　　　　　　　‥…WiB

sEKRE恥Rls DA巨RAH KO丁A siBO｣GA

SE｣AKU

KE丁UA MAJEしIS PER丁iMBANGAN

PENYE｣巨SAIAN KERUGiAN DA巨RAH

Nip..

一丁もmbusan :

1. Yth. Waii Kota siboiga (sebagai lapo｢an);
2. Yth. Kepaia BPK RI pe間akiian p｢ovinsi sumate｢a u向｢a･



Y. FORMAT UNDANGAN SIDANG TERTUNTUT SIDANG MPPKD

P巨MERiN恥H Ko恥s旧O｣GA

MAJE｣IS PER丁iMBANGAN PENYE｣ESAIAN KERUGiAN DAERAH

Jalan ‥‥.. Siboiga

Telpon....... Fax....

Daiam　｢angka peiaksanaan sidang Maje=s

Pe同mbangan Penyeiesaian Ke｢ugian Dae｢ah Peme｢intah

Kota Siboiga, dengan ini mengundang sauda｢a sebagai

Tertuntut, untuk menghadiri sidang Majelis Pertimbangan

Penyeiesaian Ke｢ugian Dae｢ah yang akan d帽ksanakan pada:

Ha｢i I "ねnggal

Waktu　　　　　　　　　　　　　…..WiB

丁empat

Demikian undangan ini disampaikan,　atas

kehadi｢annya diucapkan te｢ima kasih,

sEKRE丁ARis DAERAH Ko恥s旧o｣GA

SE｣AKU

KE丁UA MAJE｣IS PER丁IMBANGAN

PENY巨｣ESAIAN K巨RUGIAN DA巨RAH

NIP.

Tembusan:

1. Yth. W訓Kota Siboiga (sebaga=apo｢an);

2. Yth. Kepaia BPK Ri Pe｢wakilan P｢○vinsi Sumate｢a Uta｢a.



Z. FORMAT UNDANGAN AHLI SIDANG MPPKD

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

MAJE｣is PER丁iMBANGAN PENYE｣ESAIAN KERUGIAN DAERAH

Jaian..‥ , Siboiga

Telpon....... Fax....

Kepada Yth

di

te爪pat

Dalam　｢angka peiaksanaan sidang Majeiis

Pe面mbangan Penyelesaian Ke｢ugian Dae｢ah Peme｢血ah

K°ta Siboiga, dengan ini mengundang sauda｢a sebagai

｢七巾untut, untuk menghadi｢i sidang Majeiis Pe軸mbangan

Penyeiesaian Ke｢ugian Dae｢ah yang akan diiaksanakan pada●

Ha｢i l丁anggai

Waktu　　　　　　　　　　　　　　... WiB

Tempat

Demiklan undangan ini disampaikan,　atas

kehadi｢annya diucapkan te｢ima kasih･

s巨KR巨丁AR看s DA巨RAH Ko恥slBO｣GA

SE｣AKU

K巨TUA MAJ巨｣IS PER丁iMBANGAN

P巨NYE｣ESAiAN K巨RUGiAN DA巨RAH

NiP…..

｢七mbusan:

1. Yth, Waii Kota Siboiga (sebaga=apo｢an)i
2. Yth. Kepaia BPK RI Pe間akilan P｢ovinsi Sumate｢a Uta｢a.



AA. FORMAT DA『｢AR HAD工R SIDANG MppKD

DAFTAR HADIR

MAJE｣IS PER丁iMBANGAN PENYE｣ESAiAN KERUGiAN DA巨RAH

SiDANG MAJE｣IS PER丁IMBANGAN PENYE｣ESAIAN KERUGiAN DAERAH

HARl/TANGGAL :....….............…....

丁巨MPA丁

NO. 比�ﾔ��JABATAN/lNSTANsl 疋�腑�D�舩���

1. �� ��

2. �� ��

3. �� ��

4. �� ��

5. �� ��

6. �� 亦�

7. �� 

8, �� ��

9. �� ��

10. �� ��



8日･ FORMAT DAFTAR HAD重R ANGGOTA MPPKD SIDANG MPPKD

DAFTAR HADIR

ANGGOTA MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN

DAERAH

SIDANG MAJE｣IS P巨R丁iMBANGAN PENYE｣ESAiAN K巨RUGIAN DAERAH

HARl / TANGGAL

丁EMPA丁

NO. 比�ﾔ��｣ABA恥NIINs恥Nsi 疋�腑�D�舩���

1. �� ��

2. �� ��

3. �� ��

4. �� ��

5. �� ��

6. �� ��

7. �� ��

8. �� ��

9. �� ��

10. �� ��



CC. FORMAT DAFTAR HADIR UNDANGAN SKPD TERKAIT SIDANG

MPPKD

DAF皿R HADIR

UNDANGAN SKPD丁ERKAiT

SiDANG MAJE｣is PER丁iMBANGAN PENYE｣ESAIAN KERUG看AN DAERAH

HAR=皿NGGAし

丁EMPA丁

NO. 比�ﾔ��JABATAN/lNSTANsl 册�腑�'�舩���

1, �� ��

2. �� ��

3. �� ��

4. �� ��

5. �� ��

6. �� ��

7, �� ��

8. �� ��

9, �� ��

10. �� ��



DD. FORMAT DAFTAR HADIR UNDANGAN SAKSI SIDANG MPPKD

DAFTAR HADIR

UNDANGAN SAKsi

SiDANG MAJ巨｣IS PER丁iMBANGAN P巨NYE｣ESAIAN KERUGIAN DAERAH

HARl / TANGGAL

丁EMPA丁

NO. 比�ﾔ��JABATAN/lNSTANsl 疋�腑�D�舩���

1. �� ��

2. �� ��

3. ��I ��

4, ��i ��

5. �� ��

6. �� ��

7. �� ��

8. ��I ��

9. ��( ��

10. ��i ��



EE･ FORMAT DA門AR HADIR SIDANG UNDANGAN AHLI MPPKD

DAF丁AR HADIR

UNDANGAN AH｣I

SIDANG MAJE｣is PER丁iMBANGAN PENYE｣巨SAIAN K巨RUGIAN DAERAH

HAR=恥NGGA｣　: ….…..……‥,

丁EM田｢

NO. 比�ﾔ��｣ABA凪NIINs恥Nsi 疋�腑�D�舩���

1. �� ��

2. �� ��

3. �� ��

4. �� ��

5. �� ��

6. �� ��

7, �� 亦�

8. �� ��

9. �� ��

10. �� ��



FF. FORMAT SUSUNAN ACARA SIDANG MPPKD

SUSUNAN ACARA SIDANG MPPKD

I. PEMBUKAAN OLEH MC:

SIDANG MAJELIS PERT萱MBANGAN PENYEしESA重AN KERUGIAN DAERAH

KOTALANOKAT HARI ‥… TANGGAL ….. DIMULAI.

2 ~　ANGGOTA MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESA重AN KERUGIAN DAERAH

MEMASUKI RUANGAN (UNDANGAN DIMOHON BERDIRI) ,

3. SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DIPIMPIN OLEH KETUA MAJEしIS MAJELIS PERTIMBANGAN

PENYELESA量AN KERUGIAN DAERAH.

4. KEPADA YANG TERHORMAT KETUA MAJELIS D量PERSIしAHKAN UNTUK

MEMIMPIN SIDANG.

5･ KETUA MAJELIS MENGUNDANG PIHAK YANG MERUGIKAN/TERTUNTUT

….…… pBNⅤELESA重AN KERUG払N DAERAH MAsuK KE RUANG s暮DANG

DAN MENEM払TI KURs工　　pERs量DANGAN.　plHAK yANG

MERUGIKAN/TERTUNTUT.…....… … DIPERSILAHKAN UNTUK MEMASUKI

RUANG SIDANG.

6. KETUA MAJEL重S MEMBACAKAN SKENAR量O SIDANG.

7･ KETUA TPKD MEMBACAKAN TUNTUTAN /KRONOしOGIS KERUGIAN.

8･ KETUA MAJELIS MEMPERSILAHKAN PIⅡAK YANG MERUGIKAN/

TERTUNTUT MEMBER量船N皿NGGAPAN ATAs PEMBACAAN TUNTUTAN.

g･ BILA TANGGA払N p重HAK YANG MERUGl恥N/TERTUNTUT… … …

pERLu MENDAPAT PERTIMBANGAN A皿u TANGGAPAN BALIK ANGGOTA

MAJEしIS, MAKA KETUA MEMPERS量しAHKAN ANGGOTA MAJEL暮S LA重NNYA

UNTUK MEMBBR重KAN PENDAPAT.

10.KETUA MAJELIS MBNSKORS SIDANG SELAMA　5　-10　MEN工T UNTUK

PENGAMBILAN HAS重しPUTUSAN SIDANG (PALU DI KETUK IⅩ).

11. SELURUH ANGGo皿D工uNDANG UNTUK RAPAT PENGAMBILAN puTusAN.

12･SETELAH PENGAMBIしAN PUTUSAN SECARA BULAT,　SIDANG

D量払N↓uTKAN oしEH KETUA MA↓EL量s DENGAN MENARIK sKORslNG

(PALU DIKBTUK量X).

13. PEMBACAAN HASIL PUTUSAN SIDANG OLEH KETUA MAJEL工S.

PENJBLASAN TAMBAHAN:

1･ DATA TERTUNTUT (RESUME SIDANG, SURAT TUNTUTAN, REKAPAN

DATA KERUGIAN DAERAH) DIPERs量Ap払N OLEH TPKD DAN D暮sERAHKAN

KEPADA MAS【NG-MASING KETUA DAN ANGGOTA MAJ ELIS

pERTIMBANGAN pENⅤELESA払N KERUGIAN DAERAH.

2. PAKAIAN KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PERT重MBANGAN PEWELESAIAN

KERUG重AN DAERAH MENGGUNA払N PAKAIAN TOGA WARNA H暮TAM

SEPERTI HAKIM.



PERS工APAN S工DANG

1. Sidang dilaksanakan di suatu tempat yang telah ditetapkan oleh Majelis

Pe血mb紬g紬Penye宣esaian Kerugi狐Dae｢血, di ruang sid狐g terdapat

meja sidang, kursi sidang dan terdapat Bendera Nasional Merah Putih

yang didampingi Bendera Pemerintah Kota Sibolga.
2.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam

melaksanakan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian

Daerah men綬unakan paka王an yang telah diteぬpk紬.

3･ Ru紬g sidang disiapkan, hadi正n yang sud血hadir dapat meng劃bil

tempat duduk y紬g telah disiapk紬, sed紬gkan para p血ak yang

memgik劃/ te血ntut berada diluar m紬g sidang.

4. Seiuruh Anggota Majelis Majeiis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian

Daerah berada di ruangan Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian

Kemgian Daerah.

5. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah memasuki ruang

sidang, hadi轟n dimohon bcrdi正.

6. Setel急h Majelis Per｡m.baLn^gan Periyelesaian Kerugi槌t. D急erah me蝿duduki

tempat dtldtik masing-masing Ketua Majelis Pertimbangan

Penyelesaian Kerugian Daerah langsung memimpin sidang dan

membuka sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

工工. P宜しAKSANAAN SIDANG
●● Assalamu alaiku in warahmatu llahi wabarakatu h i I

I. "Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang saya

homa旬sid紬g Majelis Pe両mbang紬Penyelesai紬Kerugian Daerah

hari ini tanggal saya buka dengan resmi dengan membacakan
ー'Bismillahi町ahmami町ahim'･ dan sidang tcrbuka un巾k umum･-, sambil

mengetuk pa賞u sidang 1 (satu) ka量i.

2∴'Sela垂u血ya d王sampaika皿b心wa sid紬g hah血i ak劃menyidangkan

penyelesai紬kemgi紬daerah dengan pihak yang memgikan/tuntutan

kerugian daeraI|. pads SKPD......... beriやa uang,/barang milik daer証^

dengan nilai sebesar RP............ Yang terdiri ata§:

a. Uang/barang milik daerah berupa........ senilai RP............

b･ Uang/barang m王lik daerah bempa..‥‥.. senilai RP….….‥

c. dst……….

Dst.


